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KAIA PENGANTAR

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perlindungan konsumen melalui pranata dan lembaga

hukum merupakan isu yang paling penting dewasa ini. Hal ini didorong oleh pesatnya

perubahan trendbisnis perdagangan dunia yang semakin bebas menuju globalisasi.

bl.h ku.eru itu, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan

tersebut. Setidaknya, dengan menyebarkan pengetahuan tentang pranata hukum

perlindungan konsumen (HPK) kepada masyarakat.

Buku ini merupakan salah satu usaha untuk mengisi kebutuhan itu. Khususnya, bagi

mahasiswa yang memerlukan bahan bacaan, dalam rangka memahami aspek-aspek

normatif dari HPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK). Sesungguhnya, materi buku ini sudah dikumpulkan

sejak tahun 1 990, jauh sebelum UUPK diundangkan, yang waktu itu digunakan sebagai

bahan pengajar an {teaching materials) mata kuliah HPK di Fakultas Hukum Universitas

Lampung (Unila).

Sesuai dengan judulnya, buku ini sengaja memilih substansi tentang ketentuan-

ketentuan pokok HPK yang menjadi silabus minimal mata kuliah HPK. Penulis sendiri

menyadari betapa luas materi hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu,

pemahaman dan penguasaan materi dalam buku ini merupakan dasar atau fondasi, dan

selanjutnya mahasiswa dapat mengembangkan lebih jauh sesuai dengan

kepentingannya.

Sekiranya dalam teknis penyajian naskah buku ini di sana-sini masih ada kekurangan'

penulis mohon maaf. Untuk itu, penulis akan merespon jika ada kritik dan saran yang

konstruktif demi penyempurnaan buku ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan

hingga terbitnya buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen

dan memberikan pencerahan bagi masyarakat dan siapa pun yang peduli dengan

kepentingan dan hak-hak konsumen. Karena pada hakikatnya setiap orang adalah

konsumen.

Bandarlampung, 27 Agustus 2007
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BAB I
GLOBALISAST: RELEVANSI DAN URGENSINYA

TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

1.1 Pendahuluan

Setelah sekian lama draft atau Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan

Konsumen mengendap, akhirnya pada tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenr (selanjutnyadisingkat UUPK) ditetapkan

sebagai undang-undang (UU). Meskipun sudah terlambat, namun sesuai dengan

pepatah yang mengatakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali (better late

than never), terasa tepat dan cocok untuk menggambarkan ketertinggalan Indonesia

dalam perlindungan konsumen dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pengaturan hukum perlindungan konsumen dalam suatu undang-undang khusus (/ex

specialis), menunjukkan ketertinggalan tersebut. Bahkan, dengan negara-negara di
kawasan ASEAN seperti Muang Thai (Thailand) sudah lebih dulu memiliki Consumer

Protection Acr (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) sejak tanggal 30 April 1979

(BE2s22);

Berdasarkan kajian sejarah hukum membuktikan bahwa gerakan perlindungan konsumen

telah berkembang dengan dinamis dan masif, setelah mengalami perubahan yang

evolutif dan individualistik. Mulai dari perubahan paradigma tentang hak-hak konsumen

hingga cara-cara untuk meminta pertanggungiawaban hukum kepada pelaku usaha

terhadap produk yang dihasilkan. Sementara itu, UUPK yang keberadaaanya relatif
masih baru, dalam implementasinya masih banyak yang perlu dibenahi.

Globalisasi dewasa ini, telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi dan transaksi

antara konsumen dan pelaku usaha, ditandai dengan semakin banyaknya para pelaku

usaha yang beroperasi di pasar internasional dan pasar domestik (lokal). Obyek dan

bidang yang dijadikan transaksi bisnis antara konsumen dan pelaku usaha berkenaan

dan berkaitan dengan berbagai aspek. Setidaknya ada lima aspek yang relevan, yaitu

aspek-aspek ekonomi, sosial-budaya, politik, hukum, dan teknologi.

I Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 No. 42.
1 Government Gazette Yol.96, Part 72, Special Issue, dated 4'h May B.E. 2522 (1979).
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Korelasi antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang relevan dengan aspek-

aspek tersebut, menunjukkan pentingnya konsumen diberikan perlindungan hukum
secara khusus dalam bentuk undang-undang. Perlindungan hukum berbeda dengan
perlindungan di bidang lain, seperti perlindungan politik, karena lembaga yang
memberikan perlindungan hukum, diselenggarakan oleh institusi hukum. Dengan

demikian, lahirnya UUPK menunjukkan urgensi perlindungan konsumen di lndonesia.

1.2 Relevansi Aspek Ekonomi3

Perlindungan konsumen banyak dipengaruhi oleh pola perilaku konsumen. Keseriusan
perlindungan konsumen berubah seiring dengan perubahan kegiatan atau perilaku
konsumen. Perubahan perilaku konsumen banyak dipengaruhi oleh faktor atau aspek

ekonomi. Hal ini disebabkan karena ekonomi merupakan kebutuhan dasar (basic need)

bagi setiap orang.

Harus diakui bahwa globalisasi (globalizatior) merupakan gejaia yang dampaknya

telah dirasakan oleh bangsa-bangsa di dunia saat ini. Apalagi, setelah perang dingin
(cold war) berakhir. Telah terjadi akselerasi hubungan internasional yang ditandai
dengan mencairnya blok pertahanan dan bergabungnya Rusia ke dalam kelompok
negara industri maju (industrialized countrles). Melalui globalisasi, maka batas-batas

wilayah negara menjadi semakin kabur atau hilan g(state borderless), sehingga investasi

asing {foreign investment) dan perdagangan internasional (international trading)
meningkat.

Globalisasi ekonomi, menurut hemat penulis, pada lrakikatnya adalah suatu proses

peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi melampaui batas-batas wilayah negara,

sehingga terjadi penyatuan atau integrasi ekonomi. Akibatnya, tingkat ketergantungan

ekonomi antarnegara semakin tinggi. tndikatornya dapat diketahui dari gejala-gejala

tertentu seperli pergerakan barang-barang, sumber modal atau keuangan (finance),

teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi, mobilitas penduduk yang

melampaui batas-batas wilayah negara. Hal ini mendorong munculnya blok-blok
ekonomi dari negara-negara yang berada pada kawasan geografi tertentu sebagai reaksi

dari globalisasi, antara lain seperti ASEAN (lssociation of South East Asian Nations)

dan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).

I Wahyu Sasongko, "Relevansi dan Dinamika Perlindungan Hukum Bagi Konsumen," Justisia
Jurnal Penelitian llmu Hukum, No.20 Tahun VII (Januari-April 1999), hal.5.

., Wahyu Sasongko, S.H., Ir{.H.



Bagi Indonesia, globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak sistem tanam

paksa{cultuur stelse[) diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda

(Nederlands Indie).a Dikatakan demikian, karena memang globalisasi sesungguhnya

sudah terjadi sejak sekitar abad ke- I 6 hingga abad ke-l 7 di Eropa Barat ketika terjadi
liberalisasi perdagangan luar negeri pada masa merkantilisme.s Kemudian berimbas ke

Indonesia, melalui maskapai dagang Belanda bemama VOC (Vereenigde Oost Indische

Compagnie),yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1602 hingga tahun I 799. Sekarang,

globalisasi merupakan manifestasi baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem

ekonomi internas ional.6

Pengaruh globatisasi ekonomi sulit dihindari. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian

atau harmonisasi(harmonization)peraturan nasional di bidang ekonomi dengan hukum

internasional. Prinsip-prinsipnyatelah dicanangkan ke dalam perjanjian internasional

(international agreement) seperti General Agreement on Tariff and Trade (GNIT)
dan World Trade Organization (WTO).

Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian nasional sangat besar. Dalam
konteks ini, Indonesia telah rnenjadi anggota WTO berdasarkan Undang-Undang No.
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).?

Globalisasi melalui hubungan ekonomi internasional, khususnya dalam perdagangan

iniernasional, paling terasa dampaknya. Karena globalisasi dilakukan melalui sistem

pasar terbuka (open market system), di mana batas wilayah negara (state boundaries)
hanya secara yuridis-politis; sedangkan secara ekonomis, batas-batasnya sudah

demikian longgar atau dapat Cikatakan tidak ada sekat-sekat atau koridor yang

mernbatasi arus perputaran uang, barang, dan jasa antarnegara (internasional).

Dampak yang paling terasa adalah membanjimya produk-produk barang impor di pasar

dornestik. Arus masuknya barang-barang ini akan menimbulkan pengaruh terhadap

produk domestik, yaitu apakah produk lokal mampu atau tidak bersaing dengan produk

' Erman Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan
Bebas,"Hukum Perlindungan Konsumen, edt. Husni Syawali dan Neni Sri lmaniyati (Bandung:

CV Mandar Maju, 2000), hal. 2 et. seq.
5 L.J. Zimmerman, "Geschiedenis van Het Economisch Denken, "Sejarah PendapatPendapat
Tentang Ekonomi, terj. K. Siagian. cet. il, (Bandung: Vorkink-van Hoeve,'S Cravenhage,
1960), hal. 7.
n Ernran Rajagukguk. op. clt.
7 Lembaran Negara Rl Tahun 1994 No. 57.
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asing di tingkat pasar. Pemerintah pun akan sulit membendung arus masuknya ( import)
produk-produk asing tertentu, baik karena tingkat permintaan (demand) yang tinggi
atau penawaran(supply) yang atraktif dari luar negeri. Misal, membanjirnya produk
dari Cina di pasar domestik.

Sementara itu, pelaku usaha atau pebisnis {bussinessman) yang dapat dan mampu
memasarkan produk-produknya ke pasar internasional relatif terbatas atau sedikit
jumlahnya, hanya perusahaan multinasional (multinational corporation) yang
bermodal kuat yang mampu mengembangkan jaringan bisnisnya melalui teknik-teknik
pemasaran (marketing) dengan bentuk dan cara-cara tertentu seperti iklan dan cara-

cara pembayaran untuk menarik perhatian konsumen.

Perusahaan rnultinasional tersebutmampu mengembangkan dan memperluas jaringan

bisnisnya ke dunia internasional, karena begitu kondusifnya iklim investasi yang

diselenggarakan oleh masing-masing negara. Mereka, mengundangpara investor asing

{foreign investment) agar mau menanamkan modalnya secara langsung(foreign direct
investment) dengan mendirikan korporasi atau perusahaan. Caranya, dengan membuat
perangkat hukum investasi atau peraturan perundang-undangan pasar modal mulai
dari peraturan investasi yang menawarkan fasilitas dan kemudahan, hingga insentif
untuk merangsang investasi. Setiap negara cenderung bersaing atau berlomba untuk
membuat peraturan perundang-undangan yang semakin terbuka dan dengan
persyaratan yang longgar terhadap masuknya perusahaan asing.

Kawasan Asia Tenggara telah memasuki era pasar bebas.8 Bangsa-bangsa Asia
Tenggara yang bergabung dalam ASEAN telah menandatangani perjanjian
internasional untuk membentuk kawasan perdagangan bebas regional ASEAN yang

disebut dengan ASEAN Free T'ade Area (AFTA) yang berlaku sejak tanggal I Januari

2002. Pada saat ini, baru enam negara ASEAN yang bergabung, yaitu Indonesia,

Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Akan menyusul

kemudian, empat negaraASEAN lainnya ialah Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vieinam.e

Globalisasi tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian suatu negara.

Melainkan juga pada bidang-bidang kehidupan lainnya. Awalnya, memang pada bidang
perekonomian, namun selanjutnya, akan mempengaruhi atau menarik bidang-biCang

kehidupan lainnya. Karena ada perkaitan antara sistem ekonomi dan sistem-sistem

lainnya di masyarakat seperti sistem-sistem sosial-budaya, politik, dan hukum.

8 Bambang Sugeng, How AFTA Are You? A Question to Entrepreneurs vho Act Locally but

Think Globally (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hal. 97.

' lbid. hal. 20.

4 Wahyu Sasongko, S.H., M.H.



Globalisasi ekonomi relevan dengan perlindungan konsumen. Korelasi keduanya

bersifat kausalitas atau saling mempengaruhi. Sedikitnya, ada empat dampak globalisasi

ekonomi terhadap kepentingan dan hak-hak konsumen, yaitu:

l. Produk asing membanjiri pasar domestik. Ada kalanya produk asing tersebut di

negaranya sudah tidak digunakan dengan alasan demi kesehatan dan keamanan,

namun temyata diekspor. Misal, produk obat-obatan dengan kandungan anti biotik

dosis tinggi, kosmetik dengan menggunakan bahan merkuri untuk pemutih kulit;

2. Perusahaan multinasional (transnasional) sebagai produsen dalam memasarkan

produknya dikemas dengan advertensi dan dalam bentuk iklan yang mendorong

munculnya demonstration effects terhadap konsumen. Advertensi dan iklan

tersebut acapkali tidak etis dan juga tidak memberikan informasi yang jelas dan

tegas tentang unsur-unsur (extract) dari produk bersangkutan dan

penggunaannya;
3. Cara-cara pemasaran ditempuh dengan cara atraktif dengan mengundang

konsumen untuk peragaan (dentonstration) di lingkungan atau kelompok

masyarakat tertentu dalam j umlah yang te rbatas (selective) atau dengan mendatangi

dari rumah ke rumah (door to door);
4. Cara-cara pembayaran dilakukan atau diterapkan secara luwes dan fleksibel

disesuaikan dengan kemampuan atau daya beli konsumen, seperti lcredit, leasing,

angsuran atau cicilan yang bertujuan agar konsumen membeli produknya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha berada pada posisi yang kuat (strong

position), sedangkan konsumen berada pada posisi yang lemah (weak position).

Bahkan, konsumen akan selalu dipengaruhi dan dijadikan obyek atau sasaran (target)

bagi pelaku usaha untuk memasarkan atau menjual produknya.

1.3 Relevansi Aspek Sosial-Budaya

Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang panjang dan

lama. Hal ini, telah menimbulkan dampakyangbersifat laten(latent)karenatelah merasuk

atau telah melembaga ke dalam sikap mental (institutionalized) bangsa Indonesia.

Bahkan, oleh Koendaraningrat dinyatakan telah tercipta sikap mental akibat penjajahan

yang dirasakan sebagai hambatan dan rintangan mental yang dihadapi oleh bangsa

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.rn

ro Koentjaraningral, Ke buday aan,

Pustaka Utama, 2004), hal. 32.
Mentalitas dan Pembangunan, cet.2l (Jakarta: PT Gramedia
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S:kap mental tersebut, baik secara langsung maupun taklangsung, ikut memperlemah
:osisi atau kedudukan konsumen di hadapan pelaku usaha yang begitu progresifdan
araktif untuk mempengaruhi konsumen. Sikap mental bangsa ylng relevan dan
b'erpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam interaksinya dergan pelaku usaha.
ariara Iain yaitu:
l. Bangsa Indonesia terbuka dan ramah terhadap unsur-unsur asing. Hal ini akan

membuka peluang atau memberikan kesempatan bagi produsen atau pelaku usaha
untuk memasukkan produknya atau memperkenalkan dan memasarkannya secara
door to door.

2. Sikap yang terlalu memandang tinggi terhadap produk yang datang dari luar negeri
(import), khususnya dariAmerika, Eropa Barat (antara lain Inggris, perancis, Italia,
Jerman), dan Jepang sehingga masyarakat atau konsumen kurang selektif atas
kualitasnya tetapi terpaku dan terpukau pada merek asing itu. Akibatnya, konsumen
mudah ditipu dengan merek palsu atau imitasi dengan menggunakan kata-kata
asing sebagai nama mereknya.

3' Interaksi sosial dapat terjalin dengan baik karena didasari pada sikap toleransi
yang tinggi dan cenderung menghindari konflik. Interaksi sosial ini akan semakin
memperlemah posisi konsumen karena mereka akan bersikap..menerima,, (nrimo)
dan pasrah atas perlakuan pelaku usaha. Meskipun, dimungkinkan untuk
melakukan tuntutan hukum, namun enggan melakukannya.

4. Pola pikir yang berorientasi tradisional, yang dapat menimbulkan keterkejutan
budaya (cultural shock) atau kekaguman terhadap budaya barat (westernisasi).
Masyarakat atau konsumen mudah terbujuk pada gaya hidup (life style) masyarakat
Barat dan bukan pada ethos kerjanya. Akibatnya, konsumen cenderung bergaya
hidup konsumtif.

5. Sebagian kecil (minoritas) masyarakat dapat digolongkan sebagai konsumen yang
inovator, yaitu sikap yang cepat dan tanggap atau mudah menerima hal-hal baru.
Tetapi, sebagian besar (mayoritas) konsumen hanya ikut-ikutan (follower) dan
kurang rasional. Konsumen tidak percaya diri, sehingga mudah dipengaruhi oleh
rayuan para petugas pemasaran (sales promotion) atau agen penjualan (sales
agent) untuk membeli produknya.

Sikap mental tersebut tidak hanya memperlemah posisi atau kedudukan konsumen di
hadapan produsen atau pelaku usaha. Bahkan menghambat pelaksanaan dan
perlindungan hak-hak dan kepentingan konsumen itu sendiri. Dalam interaksinya
dengan pelaku usaha, konsumen merasa rendah diri (minder) dan bukan rendah hati
(low profile).

Wahyu Sasongko, S.H., M.H.6



1.4 Relevansi Aspek Politik

Posisi konsumen yang sudah lemah akan semakin lemah apabila hak-hak politik rakyat
tidak dapat disalurkan melalui sarana yang ada. Apalagijika konsumen tersebut bersifat
individual, karena akan lebih sulit mengajukan tuntutan dan menyalurkan aspirasinya.
Diperlukan keberanian khusus agar konsumen mau memperjuangkan hak-haknya.

Secarapolitis, keberadaan para industrialis lebih diakui perannya dalam pembangunan

karena pemerintah dan birokrat percaya bahwa dengan industrialisasi akan mempercepat
terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan demikian, para pelaku usaha dan

industrialis memiliki akses yang besar untuk terlibat dan dilibatkan dalam aktivitas dan

organisasi politik karena mereka memiliki dana yang besar. Mereka memiliki kepentingan
(interest) dan motif bisnis agar dapat mengetahui dan bahkan ikut mempengaruhi
proses pengarnbilan keputusan dan kebijakan publik (public policy) yang berkaitan
dengan bisnisnya.

Penrerintah sebagai penyelenggara negara kesejahteraan (welfare state) harus rnelayani
atau mengabdi kepada masyarakat (social service slale). Namun ternyata, fakta
menunjukkan bahwa pemerintahan pada masa lalu (orde baru) cenderung sentralistik
dan rnengembangkan iklim bisnis yang monopolistik dan beraroma KKN (korupsi,
kolusi, nepotisme). BUMN (badan usaha rnilik negara) dan BUMD (badan usaha milik
daerah) sebagai simbol dari penguasaan negara (baca: pemerintah) yang pada dasarnya

adalah birokrat yang "berbaju" bisnis dengan fasilitas dan dana dari negara yang
sesungguhnya bersumber dari uang rakyat.

Sementara itu, konsumen yang sebagian besar adalah masyarakat banyak (urnum)
nemiliki posisi yang lemair karena akses kepada pusat kekuasaan (center of power')
sangat terbatas, sehingga pengakuan dan perlakuan terhadap konsurnen hanya
formalitas. Sesungguhnya, pemerintah memiliki peran besar untuk meningkatkan posisi
konsumen karena lembaga pemerintah secara instansional memilikijaringan yang luas

dengan kekuasaan dan wewenangnya dapat menerbitkan peraturan dan kebijakan
tentang pengawasan kualitas barang dan jasa.

Pemerintah belum menjalankan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance) secara konsisten dan konsekuen. Akibatnya, posisi konsumen
menjadi semakin lemah. Prinsip-prinsip di dalam good governanceyang relevan dengan
posisi konsumen tersebut, antara lain yaitu prinsip-prinsip: partisipatif (p artisipative),
transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability),keselaraan (equality), dan
responsif (respons iv e).
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Perlindungan konsumen dapat diawali dari instansi teknis yang berkaitan dengan
kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara menerbitkan ketentuan-ketentuan
hukum administrasi untuk melindungi konsumen. Namun ternyata, peran ini pun masih
dirasakan kurang optimal, khususnya pelayanan publik Qtublic services) yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah terkesan masih ragu untuk memberikan
perlindungan konsumen dengan sungguh-sungguh. walaupun, sudah membuat
peraturan perundang-undangan.

Sikap ragu pemerintah terhadap perlindungan konsumen dapat disebabkan karena
dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interests),yaitu benturan antara
kepentingan pemerintah atau pun melalui BUMN/BUMD selaku produsen atau pelaku
usaha (pelaku bisnis) dan kepentingan konsumen. Tekanan dari para pelaku usaha
yang notqbene adalah para pemodal (kapitalis) terhadap para penguasa melalui pasokan
dana atau donasi kepada partai politik telah membuka akses yang besar. Apalagi jika
lembaga legislatif sudah dikooptasi oleh penguasa dan pengusaha melalui money
polit ics .

1.5 Relevansi Aspek Hukum

Hukurn, pada dasarnya merupakan pedoman berperilaku. Tetapi tidak berarti adanya
peraturan hukum telah selesai prosesnya. Karena perlindungan hukum dalam tataran
empirik akan dirasakan secara langsung dan nyata oleh konsumen. Hukum bukan
hanya rumusan kata-kata dalam peraturan, tetapi yang lebih penting adalah praktiknya.

Masih diperlukan segenap persyaratan untuk dapat melaksanakan, menerapkan,
mengimplernentasikan, dan menegakkan UUPK sesuai dengan apa yang dicita-citakan
(rechts idee). Secara sosiologis, kelakuan hukum akan terwujud atau tercermin (refleksi)
dalam praktik berupa perilaku yang nyata. Dalam hal ini, refleksi dari ketentuan dalam
hukum perlindungan konsumen harus dapat diimplementasikan dalam interaksi dan
transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Sistern pengaturan yang digunakan oleh uuPK bersifat komprehensif, yaitu dengan
membuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai payung hukum (umbrella rules).
Rinciannya akan diatur dalam peraturan lain secara tersebar, seperti dalam UU
Kesehatan, UU Pangan dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan dalam UUpK juga
mengenakan arcaman berupa sanksi yang dapat dipaksakan dan ditegakkan. Termasuk,
hukum acara yang memuat prosedur penegakan hak-hak konsumen dan perlindungan
kepentingan konsumen dengan membuat ketentuan tentang perbuatan yang dilarang
Qtrohibiled) bagi para pelaku usaha (pebisnis).

Wahyu Sasongko, S.H., M.H.8



Implementasi peraturan perundang-undangan memerlukan aparat yang andal dan siap

melaksanakarlmateri atau substansi (the substance) hukumnya. Maka, perlu adanya

sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan kordinasi dalam penegakan dan

perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian, ada ketertiban pada tingkat
peraturan perundang-undangan dan ada ketertiban pada tingkat pelaksanaan, sehingga

distorsi hukum dapat diantisipasi lebih dini.

1.6 Relevansi Aspek Teknologi

Perlindungan konsumen, semakin penting akibat adanya temuan teknologi di segala

bidang. Kirena kesalahan dalam memilih temuan teknologi yang digunakan, akan

berakibat fatal bagi keselamatan dan kesehatan para konsumen. Tidak semua temuan

teknologi ramah dan aman bagi manusia. Boleh jadi, pada saat teknologi ditemukan

belum timpak dampak negatifnya. Namun, setelah dilaksanakan dalam kurun waktu

tertentu, temyata dampak dari teknologi tersebut justru merugikan konsumen.

Awalnya, hubungan antara manusia dan alam begitu eratnya karena manusia masih

dipengaruhi oleh pandangan hidup mistis. Manusia masih mempercayai bahwa alam

akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Namun, zaman telah berubah, manusia

dengan kekuatan akalnya telah melakukan penelitian terhadap alam sebagai obyeknya
yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang cenderung tidak terbatas,

sementara sumber daya alam terbatas jumlahnya.

Dengan adanya penelitian dan temuan-temuan teknologi (technologt inventions),
manusia memang dapat mengatasi kebutuhannya. Namun, ada keterbatasan kemampuan

daya nalar manusia. Suatu penelitian yang dilakukan sekarang karena keterbatasan

daya pikir, sehingga sulit memperkirakan dampak negatifnya pada kurun masa

mendatang. Dalam hal ini, temuan teknologi yang relevan dengan perlindungan
konsumen, yaitu bio-teknologi (blo-f echnolog,,) yang digunakan untuk mengatasi

kekurangan pangan.

Dengan adanya temuan di bidang teknologi pada tanaman pangan telah berhasil

mengatasi kekurangan pangan di banyak negara di dunia, sehingga temuan teknologi

tersebut dinamakan revolusi hijau (green revolution),yaitu The advances infarming
techniques, including increased irrigation andfertilizer use, and crop varieties that

have allowed greatly increased crop yields in many areas of the world-tl

tt L. Harold Stevenson dan Bruce Wyman, The Facts on File Dictionary of Environmental

Science, (New York: Facts on File, lnc., l99l), hal. ll3. Terjemahan bebas: Kemajuan dalam

teknik-teknik pertanian, termasuk peningkatan penggunaan pupuk dan irigasi, dan memanen

dengan variasi hasil yang sudah diijinkan hasil panennya meningkat dengan besar di banyak

wilayah di dunia.
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Revolusi hijau telah berhasil menemukan tanaman pangan dengan varietas unggul
dengan cara teknik persilangan (transgenik). Misal, varietas padi dari suatu negara
diteliti dengan saksama dan disilangkan, sehingga menghasilkan varietas baru yang
lebih unggul dalam produksinya. Namun, untuk dapat menanam padi jenis unggur
tersebut diperlukan prasyarat tertentu, antara lain pupuk dan pestisida untuk
meningkatkan produksi dan membasmi hama tanaman. Akibatnya, dalam dua dasawarsa
setelah berhasil menaikkan produksi ternyata terjadi penurunan yang menurut Lester
R. Brown antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas tanah dan tingginya harga
pupuk.r2

Penemuan varietas tanaman jenis unggul sangat tergantung pada pupuk. padahal,
dengan pemupukan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tanah. Namun di segi
lain, tanah tersebut menjadi sangat tergantung pada pupuk, sedangkan pupuk kimia
akan berdampak pada struktur tanah. Jadi, tidak hanya petani yang sangat tergantung
pada pupuk, tetapi justru tanah itu sendiri yang sangat tergantung pada pupuk kimia.

Begitu pula dengan penggunaan pestisida untuk membasmi hama tanaman, yang dalarn
perkembangannya penggunaan pestisidajustru mencemari lingkungan. Pestisidajenis
DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane), digunakan pertamakalipadaakirtahun 1930-
an atau awal tahun 1940-an. Pada saat itu, masih belum tampak efek samping (side
effects), sehingga digunakan secara aktif untuk membasmi serangga. Tetapi DDT
mengandung cairan kimiawi dengan efek yang tidak terlihat, oleh John Buckley dikatakan
bahwa DDT akan mencemari Iingkungan Qtollutants in the environment).,3 Hal ini,
karena penggunaan secara terus menerus Qtersistence). DDT telah memindahkan
(transported) faktor biotik dan abiotik, sehingga hampir tidak ada permukaan bumi
yang terbebas dari pengaruh kimianya.

Dengan demikian, suatu temuan teknologi, khususnya pestisida, pada awalnya berguna,
namun karena keterbatasan kemampuan memperkirakan Qtredictability) seluruh
dampak dari penggunaan yang terus menerus dalam jumlah besar dan dalam jangka
waktu yang lama, ternyata justru merugikan keselamatan manusia dan lingkungan
termasuk flora dan fauna yang dikonsumsi oleh manusia. Karena ternyata zat kimia
yang dibawa oleh pestisida tidak (mudah) larut dan jika dikonsumsi oleh manusia
dapat menimbulkan penyakit kanker, misalnya.

l: Lester R. Brown, 19"18. The 7fuenty Ninth Day Accomodating Human Needs and Numbers
to the Earth\ Resources (New York: WW Norton & Company lnc., 1978), hal. 157.
13 John Buckley- Ecological Knotuledge and Environmental Problem Solving (Concepts and
Case Study) (Washington D.C.: National Academy Press, 1986), hal. 360.
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Begitu juga dengan munculnya tragedi thalidomide pada akhir tahun 1950-an.

Thalidomide adalah nama sejenis obat untuk mengonffol rasa mual yang muncul dalam

masa kehamilan tertentu yang berlangsung lebih kurang dua mingguan. Setelah

dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil di negara maju di Australia dan Eropa, ternyata

mengakibatkan kegagalan pembentukan janin di rahim dan melahirkan beribu-ribu bayi

tanpa anggota badan.ra

Teknologi untuk kepentingan mahluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tanaman

lazim disebut dengan biologt technologt (disingkat bio-technolop,). Hasil penelitian

berupa temuan teknologi di bidang bio-technolog yang perlu diwaspadai adalah

temuan kimiawi (chemistry) dan farmasi Qtharmaceuthica[).

Selain bioteknologi, juga perlu diwaspadai penggunaan teknologi nuklir di bidang

energi, sebagai energi pengganti (substitusi) dari BBM (bahan bakar minyak).
Penggunaan BBM sudah mencemari lingkungan karena emisi gas buangannya.

Ditambah dengan penggunaan temuan teknologi untuk pendingin ruangan (alr
conditioning) ikut mempercepat proses rusaknya lapisan ozon.

Dampaknya terasa dengan adanya gejala pemanasan global (global warming) yang

antara lain disebabkan karena semakin banyak penggunaan BBM dan batu bara sebagai

energi alternatif. Ditambah lagi dengan semakin berkurangnya hutan tropis akibat dari
pembalakan liar (illegal logging), sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem.

Akibatnya, sistem dan siklus cuaca berubah-ubah sepanjang tahun. Bidang dan sektor

yang paling terkena imbasnya adalah pola tanam pertanian, kesehatan masyarakat,

dan transportasi.

1.7 Urgensi Perlindungan Konsumen

Memperhatikan aspek-aspek atau faktor-faktor di atas, menambah keyakinan kita bahwa

permasalahan konsumen begitu rumit seiring dengan pesatnya peradaban manusia.

Dampak yang muncul dapat bersifat positif atau negatif. Walaupun ada dampak positif
yang dirasakan, akan berkurang maknanya karena adanya dampak negatif. Walaupun

semua pihak dapat merasakan kerugian dari dampak negatif, namun pihak yang paling

terkena dari dampak negatifadalah konsumen. Sedangkan, pihak yang lebih diuntungkan

adalah para pelaku usaha yang terdiri dari beragam status seperti industrialis, produsen,

pedagang, dan pengusaha, atau pebisnis.

ra Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instumen'lnstrumen Hukumnya (Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 243.
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Hukum perlindungan konsumen Indonesia semakin dirasakan penting untuk dipelajari.
Bukan saja, karena telah berlakunya UUpK, tetapi yang lebih utama adalah setiap
orang pada dasarnya adalah konsumen. Karena setiap orang akan mengkonsumsi
makanan, minuman, dan obat-obatan untuk kepentingan dirinya.

Sebagai konsumen, maka setiap saat dapat mengalami musibah dan menghadapi
permasalahan yang sama (senasib) dengan sesama konsumen lainnya. Apalagi, jika
mengkonsumsi produk yang sama. oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan
dan hak-hak konsumen semakin penting untuk diketahui, khususnya berkenaan dengan
keadaan atau posisi konsumen di hadapan pelaku usaha.

Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan atau bisnis demikian pesat. produksi
atas barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik-pabrtk(factories) telah membanjir di
pasar. Produk tersebut terdiri dari beragam jenis dan bentuk, khususnya berupa
makanan, minuman, dan obat-obatan. produk tersebut dikonsumsi atau digunakan
oleh konsumen. Tidak menutup kemungkinan, produk tersebut sesungguhnya tidak
aman (unsafery,) untuk dikonsumsi, karena bahan yang digunakan telah diproses dengan
menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan beracun.

Padahal, setiap produk yang dipasarkan biasanya menggunakan nerek(mark) sebagai
tanda pembedadengan produk lain yang sejenis. oreh karena itu, kita perlu mewasapadai
pada merek-merek tertentu yang tidak jelas perusahaannya. pengawasan terhadap
kualitas produk pada merek-merek barang tefientu juga menjadi semakin penting dalam
rangka memberikan perl indungan kepada konsumen.

Konsumen senantiasa berada pada posisi yang lemah di hadapan pelaku usaha.
Lemahnya posisi konsurnen banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek atau faktor. posisi
konsumen yang lemah itu berpengaruh terhadap perilaku konsumen, baik secara
langsung maupun taklangsung, yang pada akhirnya akan menyadarkan kita bahwa
kepentingan dan hak-hak konsumen perlu diberikan perlindungan hukum. Seyogianya,
perlindungan konsumen menjadi kepedulian bersama (common concerning). Dalam
praktiknya, kepentingan konsumen yang dilatarbelakangi oleh salah satu faktor di
atas, sering kali dibenturkan atau dihadapkan secara diametral dengan kepentingan
para pelaku bisnis. Misal, jika ada pelanggaran hak-hak konsumen oleh perusahaan
besar (multinasional) dari luar negeri. Acapkali, kepentingan dan hak konsumen
dikalahkan atau terpinggirkan.

t2 Wahyu Sasongko, S.H., M.H.



Ironis, j ika pemerintah tidak berpihak pada rakyat selaku konsumen, karena pemerintah

mewakili kepentingan publ rk(pubtic interest). Sementara itu, konsumen adalah rakyat

yang memilih dan memberikan suaranya (constituent) untuk kepala negara dan kepala

daerah, sehingga memiliki legitimasi untuk memerintah.

Adalah wajaq kepentingan masyarakat(social interest) ataukepentingan publik(public

interest) lebih diutamakan daripada kepentingan golongan atau kelompok. Dalam

konteks ini, Presiden AS JF Kennedy dalam pidatonya di hadapan Kongres Amerika

Serikat pada tanggal l5 Maret 1962 mengemukakan pandangannya tentang urgensi

perlindungan konsumen. Pidato tersebut merupakan sikap resmi dari pemerintah

Amerika Serikat untuk melindungi konsumen, yaitu:

The march of technologt-- affecting, for example, the food we eat, the

medicines we take, and the many appliances we use in our homes- has

increased the dfficulties of the consutner alongwith his opportunities; and

it has outmoded many of the old laws and regulations and made new

legisl at ion nece s s arY.t5

Kemudian dia membandingkan percepatan jumlah pertumbuhan dan jenis barang, yaitu:

...before World War ll stocked about l5A0 separate food items-- an

impressive figure by any standard. But today it carries over 6000. Ninety

percent of the prescriptions written today are for drtrgs that were unknown

20 years ago. Many of the new products used every day in the home are

highly comptex. The housewife is called upon to be an amateur electrician,

mechanic, chetnist, toxicologist, dietitian, and mathematician-..16

ri Andrerv Terry dan Des Ciugni, Bussiness, Society and the Lav (New South Wales: Harcourt

Brace & Company, lg97), htt. 446. Ter.iemahan bebas: Gerakan teknologi- mempengaruhi,

contoh, makana,r yang tita makan, obat yang kita gunakan, dan banyak peralatan yang kita

gunakan di rumaL kita- telah meningkatkan kesulitan konsumen bersama-sama dengan

[eluangnya; dan banyak hukum tua dan peraturan yang ketinggalan zaman, sehingga perlu

membuat undang-undang baru.
t6 Ibid. Terjema['an bebis: Sebelum Perang Dunia t[ persediaan mencapai 1500 jenis makanan

yang terpiiah- suatu jumlah yang mengesankan dengan ukuran mana pun. Tetapi hari ini

iuAitr mincapai lebih diri 6000. Sembilan puluh persen (90%) dari resep tertulis hari ini adalah

unruk obat yang tidak dikenal 20 tahun yang lalu. Banyak produk baru yang sangat kompleks

digunakan ietiip hari di rumah. [bu rumah tangga dihimbau menjadi tukang listrik amatir'

montir, ahli kimia, ahli racun, ahli makanan, dan ahli matematik'
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Pernyataan dan sikap pendirian yang tegas dari pemerintah memang diperlukan agar
kepeduliannya tidak hanya sekedar retorika untuk memperoleh dukungan politik. Namun
dalam faktanya justru bersikap mendua atau ragu-ragu (ambiguity). Apakah akan
berpihak pada konsumen atau pelaku usaha. oleh karena itu, waktunya sudah mendesak
{urgently) agar pemerintah bersikap sungguh-sungguh dan peduli terhadap konsumen
yang harus diwujudnyatakan dalam tindakan konkrit. Tidak cukup hanya dengan
pembuatan peraturan perundang-undangan.
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BAB II
SEIARAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Pendahuluan

Meskipun pelayanan untuk perlindungan hukum bagi konsumen dewasa ini masih

belum optimal, namun timbul perasaan optimisme bahwa kepentingan dan hak-hak
konsumen setidaknya sudah diatur dalam UUPK. Adanya UUPK menunjukkan adanya

kemajuan Qtrogress) ditinjau dari gerakan sosial perlindungan konsumen. Jauh sebelum

dibuatnya UUPK, perlindungan konsumen dilakukan melalui perlindungan sosial yang

dilakukan oleh organisasi sosial yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat sipil
(civil society) yang aktifmelakukan riset pasar dan laboratorium tentang produk barang-
barang konsumen (consumer goods).

Melalui pendekatan sejarah, dapat menafsirkan peristiwa masa lalu untuk
diaktualisasikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Manfaat yang dapat dirasakan

dari penafsiran historis perlindungan konsumen antara lain mengenai perlindungan
konsumen yang awalnya berupa gejala individual telah bergeser menjadi gerakan sosial
(social movemenl). Berkenaan dengan hal itu, dilakukan pembedaan afti konsumerisme

dengan konsumtifisme, sehingga penggunaan masing-masing istilah tersebut dapat

secara tertib setelah dilakukan pendefinisian kembali (redifinisi) istilah tersebut.

2.2 Sejarah Gerakan Perlindungan Konsumen

Maraknya gerakan perlindungan konsumen disebabkan karena pemenuhan kebutuhan

dasar yang mendesak bagi setiap orang untuk mengkonsumsi makanan, minuman, dan

obat-obatan secara aman dan sehat. Oleh karena itu, gerakan perlindungan konsumen

umumnya diawali dengan gerakan-gerakan spontanitas dan belum terkordinasi dengan

baik, temporeq dan bersifat individual. Gerakan semacam ini tidak atau kurang efektif,
karena masih dalam lingkup kepentingan pribadi Qtrivate interest). Gerakan
perlindungan konsumen kemudian berkembang dengan membentuk organisasi atau

lembaga (institusi) perrnanen untuk memperjuangkan kepentingan publik (public

interest).
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Istilah gerakan konsumen (consumer movement) diartikan secara luas tidak hanya
sebagai usaha dari organisasi masyarakat bawah (grass roots) tetapi juga terkait dengan
gerakan-gerakan yang secara suka rela atau dengan senang hati dilakukan yung
dikombinasikan dengan praktik-praktik organisasi, sehingga menjadi gerakan yang
populis atau masif (z assive).t Gerakan konsumen merupakan bagian dari gerakan sosial
(social movements),karenamenurut Herbert Blumer: Social moyements can beviewed
as collective enterprises to establish a new order of ltfe... our treatment of social
movements will deal vvith three kinds-general social movements, specific social
movements, and expressive social movements.2

Kepedulian orang akan perlindungan konsumen muncul karena adanya desakan
kebutuhan terhadap makanan dan minuman yang baik, sehat, dan aman. Di negara-
negara yang menganvr common law system, seperti Inggris sudah mengenal
perlindungan konsumen melalui the sale of Goods Acttahun 1g93. Ketentuan undang-
undang tersebut berkaitan dengan konsumen, karena konsumen adalah pembeli {the
bttyer) produk. Berarti, kepentingan dan hak pembeli meliputijuga hak konsumen.

Di Australia, baru pada tahun 19i4 perlindungan hukum konsumen diatur secara
khusus. Keberadaan hukum perlindungan konsumen diAustraliadiakui sebagai bidang
vang memiliki ciri-ciri khusus. Sebagaimana dikatakan oleh Andrew Terry dan Des
Giugni: lt is only since the enactment of thefederal Trade Practices Act in t974 that
con.sumer protection law has existed in Australia as a discrete area.3

Sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat ditelusuri, setidaknya prelalui dua
pendekatan. Pertama, dengan mempelajari sejarah hukum perlindungan konsumen.
Kedua, menrpelajari sejarah gerakan sosial atau gerakan masyarakat untuk melindungi
kepentingannya dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok (basic neeeatas makanan,
minuman, dan obat-obatan.

I Karen S. Fishman, "An overview of consumer Law,"Hukum perlindungon Konsumen, edr.
lnosentius Samsul (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2003), footnote no. 24, hal. 7.: Herbert Blumer, "social Movements," principles of sociology', edt. Alfied Mcclung Lee
(Nerv York: Barnes & Noble, lnc., 1953), hal. 199.
r Arrdrew Terry dan Des ciugni, Business, society and the Lar, (New South wales: Harcourt
Brace & Conrpany, 1997), hal 446.
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Walaupun antara keduanya dapat dipisahkan, tetapi dirasakan kurang komprehensif
dalam menggambarkan gejalanya jika hanya menggunakan satu pendekatan. Karena,
pada hakikatnya gejala hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Meskipun dapat
dibedakan. Bahkan gejala hukum dapat dipandang sebagai bagian dari gejala sosial.
Dalam lingkup hukum perlindungan konsumen, korelasi keduanya begitu kentara.
Manakala, ada suatu produk yang merupakan kebutuhan pokok ternyata tidak layak
dikonsumsi, tetapi dipasarkan, maka akan timbul reaksi spontan dari masyarakat agar
diambil tindakan hukum. Tidak hanya terhadap produknya, tetapi juga dalam
pemenuhan kebutuhan atas produk itu secara keseluruhan.

Sejarah perkembangan hukum konsumen(consumer la'w) diAmerika Serikat (AS) telah
membuktikan hal itu. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Karen S. Fishman, yaitu:
The early consumer food and drug legislation had rwo identifying characteristics.
First, scandals and crises played an important role in the passage of long-stalled
consumer legislation... A second characteristic of the earlyfood and drug legislation
is that these statutes v,ere generally part of a larger legislative agenda.a

Dengan demikian, banyak peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen di
AS terbit karena adanya desakan dan tuntutan dari masyarakat dan kelompok
kepentingan (interest group) tertentu untuk pemenuhan obat dan makanan. Oleh karena
itu, pembahasan antara sejarah hukum perlindungan konsumen dan sejarah gerakan
konsumen akan dibahas secara bersamaan, sehingga dapat diketahui korelasi keduanya.

Di bawah ini akan diuraikan secararingkas sejarah gerakan perlindungankonsumen di
AS. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sejarah gerakan perlindungan konsumen
di AS tumbuh dan berkembang dengan dinamik. Bahkan oleh Karen S. Fishman
dikatakan telah terjadi progresivisme Qtrogressivism), yaitu: The Progressive movement

focused on protecting the public interest against special interest groups.5 Dengan
demikian, maka dengan mempelajari sejarah gerakan perlindungan konsumen di AS
diharapkan dapat lebih memahami gerakan perlindungan konsumen di negara-negara
lain. Termasuk di Indonesia yang terkesan lamban dalam mendorong gerakan
perlindungan konsumen.

' Karen S. Fishman, op. cit., hal. 16 et. seq. Terjemahan bebas: Pada awal UU Konsumen
tentang makanan dan obat, ada dua karakteristik yang diidentivikasi. Pertama, skandal dan
krisis memainkan peranan penting dalam perjalanan panjang menghambat UU
Konsumen...Karakterisktik yang kedua, pada awal UU Makanan dan Obat bahwa UU ini
secara umum menjadi bagian dari agenda legislatif yang lebih besar.
5 lbid., hal. 17.
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Gerakan Perlindungan Konsumen di Amerika Serikat

Sejarah gerakan perlindungan konsumen secara terorganisasi dapat dipelajari dari
sejarah di AS. Gerakan perlindungan konsumen di AS oleh charles D. Schewe
dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu:6
l. Tahap pertama, diawalipada akhirtahun lg00-an sampai perang Dunia r;
2. Tahap kedua, mulai tahun I 920 sampai dengan tahun I 940;
3. Tahap ketiga, tahun 1950 sampai sekarang.

Pada tahap I, gerakan perlindungan konsumen berupa pendirian organisasi. Bentuk
:yang konkrit diperoleh dengan didirikannya liga konsumen (the cinsumer league)
pada tahun I 891 di New York Ciry. Tahun 1895 dan I g96, pemerintah federal ,.ng"nlkun
pajak pada sejumlah produk termasuk mentega tiruan (oleo margarine) untuk melindungi
petani dari persaingan atas barang pengganti (substitution good) yang lebih muralr.,

Pada tahun 1898 liga konsumen telah berkembang menjadi liga konsumen nasional
{the national consumer league). Tahun r903 ada penggabungan dari kelompok-
kelompok sosial ke dalam organisasi tersebut dan.e*b"ntrk.abang-cabangnya hingga
mencapai 64 cabang vang tersebar pada 20 negara bagian. organisasi tersebut
memperjuangkan the original Food and Drug Acr. perjuangan untuk melahirkan UU
keaslian (the pure) makanan dan obat itu dilakukan dengan progresifdalam rangka
memperjuangkan kepentingan publik (public interest).

Gerakan perlindungan konsunren semakin penting dengan adanya revolusi industri
yang berdampak terhadap perlindungan konsumen. Munculnya revolusi industri telah
membawa berkah bagi para industrialis, sekaligus kesengsaraan bagi rakyat.8 para
industrialis dalam menge.jar keuntungan telah merreras tenaga para buruh kasar.
Produknya pun dapat membahayakan konsumen. padahal, telah dibuat peraturan yang
memberikan hak yang sederajat. Namun, realitanya tidaklah demikian.e seharuinyal
negara dapat berperan melindungi rakyat, karena tugas negara yang utama adalah
melindungi rakl'at dari dampak negatif industrialisasi dan r.remperbaiki kesalahan-
kesalahan dengan lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat.r0

6 John Suprihanro, llpaya-upaya dolam Mewujudkan perlindungan Konsumen (Makalah
Temu Wicara Nasional, UGM, Yogyakarra, l99l), hal. 4.
7 Karen S. Fishman, op. cit., footnote no. 73, hal. 15.
* Revolusi industri awalnya muncul di lnggris antara tahun 1750 dan tahun lg50 yang mengubah
masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, telah menyebar hingga ke daiatin Amerika.
e Sunaryati Hartono, Hukwn Ekonomi Pembangunon lndonesio lBandung:-Binacipta, l9g2), hal.2.(rErman Rajagukguk, "Pentingnya Hukum perlindungan Konsumen Dalam bra perdagangan

\{!11"H1kum Perlindungon K.onsumen, edt. Husni Syawali dan Neni sri lmaniyati lsaiou-ng:
CV Mandar Maiu, 2000), hal. I et seq.
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Pada tahap II, tepatnya tahw 1927 berhasil disusun daftar perkumpulan konsumen

berdasarkan atau disesuaikan dengan kepeduliannya pada komoditi terrcnfi (the

C o ns um er b C lub C ommo dity L is t). Perkumpulan-perkumpulan konsumen tersebut

kemudian memusatkan atau mencurahkan perhatiannya pada penelitian-penelitian

konsumen (consumer research). Hasil penelitian sebagai laporan dipublikasikan kepada

masyarakat. Dalam publikasi tersebut dikemukakan tentang ntlai (score) dan kualitas

berbagai produk hasil penelitian dan pengujian laboratorium.

Perlindungan konsumen telah berkembang menjadi gerakan di masyarakat. Awalnya,

perlindungan konsumen bercorak individual dan spontan, kemudian berkembang

menjadi gerakan kolektil masif, dan terprogram melalui lembaga yang permanen, yaitu

organisasi perlindungan konsumen. Bermunculanlah lembaga perlindungan konsumen

di seluruh negara bagian (states). Oleh pemerintah federal (government) kemudian

dibentuk dan didirikan Dewan Konsumen yang berdomisili di Gedung Putlh(the While

House). Diikuti dengan pendirian Dewan Perlindungan Konsumen di negara-negara

bagian.

Organisasi-organisasi sosial tidak henti-hentinya menyuarakan kepentingan konsumen

melalui institusi atau lembaga pendidikan dan melakukan riset. Gerakan perlindungan

disalurkan melalui organisasi atau asosiasi bisnis. Misal asosiasi profesi di bawah

kamar dagang dan industri. Organsisasi wanita aktif memberikan penyuluhan tentang

perlindungan konsumen, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Serikat buruh,
juga ikut aktif memberikan advokasi kepada anggotanya tentang perlindungan

konsumen. Lembaga pemerintah, ikut memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur

standar pelayanan publik.

Pada tahun 1938 diberlakuan UU Federal tentang Makanan, Obat, dan Kosmetik, segera

setelah terjadi tragedi pemakaian obat sulfanilamide.Menrxut Karen S. Fishman: izore

than 100 died from the ingestion of elixir Sulfanilamide, a liquid form of a sulfa

drug.tt UU tentang Makanan, Obat, dan Kosmetik ini merupakan produk dari program

the Nq,v Deolyang dilaksanakan oleh Presiden D. Roosevelt untuk pemulihan ekonomi

setelah depresi ekonomi yang melanda AS pada tahun 1 930-

Pada tahap IIl, gerakan perlindungan konsumen di AS mencapai tahap yang mantap.

Ditandai dengan pidato resmi Presiden AS John Fitsgerald Kennedy, pada tanggal 15

Maret1962-di hadapan KongresAS. Pidato itu menurutAndrew Terry dan Des Giugni

ll Karen S. Fishman, op. cit.,lootnote no 88, hal. 17
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menjadi pedoman bagi gerakan perlindungan konsumen, dikatakannya: The guiding
philosophical tenets of the consumer movement werefirst articulated by a President
John F. Kennedy who on l5 March 1962 delivered thefinal address by a President to
Congress on consumer protection.t2

Dalam pidatonya yang berjudul Protecting the Consumer lnterest itu, presiden
Kennedy menyatakan bahwa ada empat hak dasar konsumen, yaitu:
1. hak untuk memperoleh keselamatan (the right to sqfety). Hak ini penting untuk

melindungi konsumen dari pemasaran barang yang berisiko terhadap kesehatan
dan kehidupannya;

2. hak untuk diberitahu (the right to be idormed). Hak ini untuk melindungi
konsumen dari informasi yang menyesatkan dan menipu sehingga konsumen tidak
mampu melakukan pilihan secara bebas dan rasional;

3. hak untuk memilih (the right to choose). Hak ini penting dalam meyakinkan
konsumen untuk menentukan pilihannya dengan memberikan waktu dan
kesempatan agar dapat menimbang sebelum memilih dan menetapkan akan membeli
atau tidak (take it or leaue i/); dan jika menetapkan akan membeli, maka konsumen
diberi kesempatan untuk memilih dan menetapkan dari produk yang ada atau
ditawarkan, yang akan dibelinya;

4. hak untuk didengar (the right to be heard). Hak ini menempatkan konsumen pada
posisi yang setara dengan pelaku usaha dengan memberikan waktu dan
kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi,
yang dapat berupa keluhan atau justru pujian kepada pelaku usaha. Hak ini
memperlakukan konsumen sebagai subyek, sehingga hak ini juga berguna bagi
pelaku usaha untuk mengadakan koreksi dan interaksi untuk membangun
hubungan yang baik bagi kedua belah pihak.

Kemudian, sebagai tindak lanjut pidato tersebut, diterbitkanlah peraturan perundang-
undangan tentang perlindungan konsumen yang jumlahnya mencapai 20 peraturan
dalam berbagai jenis. Untuk menghormati peristiwa bersejarah tersebut, maka setiap
tanggal 15 Maret diperingati sebagai hari konsumen internasional.rl

r: Andrew Terry dan Des
gerakan konsumen yang
Maret 1962 disampaikan

Giugni, /oc. cit., ha!.446. Terjemahan bebas: Panduan prinsip filosofi
pertama diucapkan oleh Presiden John F. Kennedy pada tanggal l5
pada pidato akhir Presiden di hadapan Kongres tentang perlindungan

konsumen.
rr Kompas, 13 Maret 1977
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Keempat hak=hak dasar konsumen itu, terus dikembangkan oleh presiden berikutnya

ialah Presiden L.B. Johnson dengan melurcurkan konsep tentang jaminan produk

(product warranty) dan tanggung jawab produk Qtroduct liability).ta Pada masa

kepemimpinan Presiden Nixon, hak-hak dasur konsurnen diberi pengertian yang lebih

detil, yaitu:r5

1. Hak untuk membuat pilihan yang cerdas di antara barang dan jasa (the right to

make intellegent choice among products and services);

) Hak untuk memberikan infomrasi yang akurat(the right to accurate information);

3. Hak untuk mengharap penjual mempertimbangkan kesehatan dan keamanan

pembeli (the right to expect that sellers have considered the health and safety of
the buyer);

4. Hak untuk mencatat ketidakpuasan konsumen, dan mendengar keluhan konsumen

serta mempertimbangkannya (the right to register his dissatisfaction, and have

his complaint heard and weighed).

Gerakan perlindungan konsumen di AS dapat berhasil, menurut hemat penulis karena

ada pergeseran kepentingan konsumen. Maksudnya, kepentingan konsumen yang

awalnya merupakan kepentingan individu Qrivate interest) kemudian berubah atau

bergeser menjadi kepentingan sosial (social interest) dan kepentingan publik (public

interest)yangdalam hal ini diwakili oleh pemerintah federal dan negara bagian (state).

Sehingga, gerakan konsumen pun bergeser menjadi gerakan sosial (soclal movement)

yang dari masyarakat lapisan_bawah (grass root) beserta dengan organisasi masyarakat

sipil (crvll so ciety organizatfoi). Gerakan sosial itu direspon oleh pemerintah federal

dengan membuat pranata dan lembaga yang secara khusus melindungi kepentin-Qan

dan hak-hak konsumen.

Gerakan konsumen di AS membawa pengaruh yang besar di daratan Eropa untuk

membentuk organisasi-organisasi perlindungan konsumen serupa. Organisasi

konsumen di Belanda dan Belgia melakukan kegiatan sebagaimana di AS dengan

melakukan penelitian dan pengujian atas produk komoditi tertentu. Hasil risetnya

dipublikasikan, sehingga konsumen dapatmemperoleh informasi yang cukup memadai

tentang produk yang diperlukan.

14 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen lndonesia (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hal. 37

el seq.
tt lhid.
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Perlindungan konsumen menjadi isu utama dalam pembentukan masyarakat Eropa
(European CommunitylEC) pada awal tahun 1970-an. Karena pemahaman tentang
perlindungan konsumen dalam konteks pasar bersama merupakan isu utama dalam
penyatuan pasar (market integration).16 Isu-isu yang harus dibahas bersama di
arftaranya berkenaan dengan arti dan cakupan konsumen dan hak-hak konsumen.

Dalam program pendahuluan Masyarakat Ekonomi Eropa untuk perlindungan
konsumen dan kebijakan informasi Qtreliminary programme of the European Economic
communityfor a consumer protection and information policy)yang diterbitkan oleh
DewanResollusi(CouncilResolution)padatanggal l4April lgT5,dikemukakantentang
arti konsumen yaitu: the consumer is no longer seen merely as a purchaser and user
of goods and services for personal, family or group purposes but also as q person
concerned with the various facets of society which may affect him directly or indirectly
as a consumer.lT

Berkenaan dengan hak-hak konsumen, resolusi mengakui terinspirasi dari hak-hak
dasar konsumen yang dikemukakan oleh Presiden Kennedy. Adapun hak-hak konsumen
yang diajukan dalam resolusi itu mencakup:t8
l. the right to protection of health and safety;
2. the right to protection of economic interests;
3. the right ofredress;
4. the right to information and education;
5. the right ofrepresentation (the right to be heard).

Agar ada kesamaan dalam pengaturan perlindungan konsumen pada EC, kebijakan
yang diambil dengan melakukan harmonisasi legislasi (harmonization of legislation).

Menuju Gerakan Perlindungan Konsumen Global

Gerakan perlindungan konsumen di negara-negara sedang berkembang, meskipun
tertatih-tatih, mampu mengikuti perkembangan internasional. Dalam hal ini isu-isu
dibangun dari bawah, yaitu dengan mengangkat isu-isu konsumen sebagai isu
pelayanan publik. Gerakan perlindungan konsumen dimotori oleh lembaga swadaya
masyarakat (LSM) atau organisasi non-pemerintah (ornop) sebagai perwujudan dari
masyarakat sipil atau masyarakat madani untuk menciptakan kemandirian.

16 Stephen weatherill, EC Consumer Lave and Policy (London: Addison wesley Longman
Limited, 1997), hat. l.
11 lbid. hal. 10. Terjemahan bebas: konsumen tidak lagi dilihat melulu sebagai pembeli dan
pemakai barang-barang dan jasa untuk pribadi, keluarga atau ditujukan bagi kelompok tetapi
juga sebagai orang yang berkaitan dengan berbagai aspek masyarakat ying akan
mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidaklangsung sebagai konsumen.
t8 lbid.
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Sementara itu, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia agaknya masih kurang

agresif. Meskipun Indonesia terlambat dalam pembuatan peraturar perundang-

uidung*, nalnun toh akhirnya dibuat legislasi, searah dengan proses industrialisasi'

Gerakin perlindungan konsumen di Indonesia seolah-olah memperoleh bentuk yang

konkrit d.ngun ditandai lahirnya atau didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI) pada tanggal 1 1 Mei I 973.

Pendirian YLKI antara lain bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat

konsumen Indonesia. Kini, kegiatan dan aktivitas lembaga tersebut telah berkembang

dengan luas, yaitu melakukan kegiatan penelitian, pengujian, pengaduan, pendidikan,

p.rrirungun,-penerbitan, advokasi, dan aktif mengembangkan jaringan dengan

frgarisaii ,oiiul luinrya, baik secara nasional maupun internasional. YLKI sudah

ter-daftar menjadi anggota dari the lnternational Organization of Consumer Union

oocu).,'q

Mempelajari data dan fakta sejarah tersebut, menurut hemat penulis, ada signifikansi

dan korelasi positif antara hak-hak konsumen danhak-hak asasi manusia. Ditinjau dari

segi eksistensi dan substansi dari keduanya memiliki kesamaan, khususnya tentang

hat-hak dasar konsumen. Hak-hak konstmen (consumer b rights) dapat dikelompokkan

ke dalam hak-hak asasi derivati f (derivative rights).2o Oleh karena itu, konsepsi hak-

hak konsumen dapat ditelusuri dari pemikiran hak asasi manusia. Maka beralasan jika

isu-isu perlindungan konsumen diagendakan dan dibahas oleh PBB (Perserikatan

Bangsa Bangsa) yang merupakan organisasi dunia.

Gerakan perlindungan konsumen dewasa ini telah menjadi isu global' Pertemuan-

pertemuan berskala internasional yang diikuti oleh lembaga-lembaga konsumen di

seluruh dunia secara kontinyu telah diselenggarakan.2r Topik yang dibahas dalam

perlemuan konsumen internasional tersebut, mencakup aspek yang luas dan mendasar'

Pada tanggal 9 April 1985, Majelis Umum PBB menerbitkan ResolusiNo. 39248 tenung

the Untiid Nations Guidelines for Consumer Protection. Dalam resolusi tersebut

ditetapkan hak-hak konsumen dalam dimensi yang luas dan berorientasi pada

kepeniingan publik. Hak-hak konsumen telah menjadi hak-hak dasar yang universal'

November 2001.
:0 John o,Manique, "Human Rights and Devetopment,"Human Rights Quarterly. vol. l4
(1992), hal. 83 et. seq.
it Conrur.r. lnternarional, op. cit. Pada tahun 1999 the lnternationol Organization of
Consumer LJnion telah meiakukan penelilian dan menerbitkan Advice ond Guidance lor
Shopping on the Inlernet.

re "Consumers International," <http://www.corisumersinlernational-ors>, diakses tanggal 3
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Salah satu sasaran yang hendak dicapai PBB sebagai organisasi dunia melalui pedoman
(guidelines) perlindungan konsumen adalah membantu negara-negara anggotanya
dalam membangun dan menyelenggarakan perlindungan konsimen (io assist countries
in achieving and maintaning adequate protectionfoi their population as consumers).
Dalam prinsip-prinsip urn,m (general principles)ditetapkan tahwa pemerintah harus
membangun, rnemperkuat atau menyelenggarakan dengan sungguh-sungguh kebijakan
konsumen (governments shourd creverop, strengthen or maiiiain , ,iong consumer
policy). Kemudian daram pedoman itu dikemukuku, bahwa setiap negara anggota
diharuskan mengikuti pedoman dan menerapkannya dalam proses pembuatan uii'ang
dan jasa (produksi). Termasuk barang-barang impor di negaianyari.

Indonesia sebagai anggota PBB, seharusnya ikut melaksanakan resolusi tersebut.
Penerbitan dan pengundangan UUpK tanggal 20 April 1999, merupakan inisiatif untuk
membuat legislasi nasional. Keberadaan uupK itumerupakan prestasi tersendiri yang
patut kita hargai dan hormati. Terlepas dari kemungkinan adanya desakan dan tuntutan
dari masyarakat internasional.

2.3 Redifinisi Konsumerisme

Gerakan perlindungan konsumen berkaitan erat dengan istilah konsumerisme.
MenurutAz. Nasution:"Gerakan perlindungan konsumen adalah alih bahasa dari istilah
consumerism.23 Menurut sebagian orang konsumerisme diartikan sebagai perilaku
konsumen yang negatif. padahal, istilah konsumerisme telah berubah penafsiran, atau
dengan lain perkataan, adaredifinisi terminologi konsumerism e (consumerisn). Dahulu,
istilah konsumerisme diartikan sebagai tindakan atau perilaku konsumen yang buruk
dengan gaya hidup boros. Pengertian ini identik dengan istilah konsurntifisme. Sekarang,
istilah konsumerisme diartikansebaliknya, yaitu perlindungan kepentingan-kepentingin
para konsumen Qtrotection of the interests of consumers).2a

Konsumerisme berbeda dengan konsumtifisme. Ditinjau dari aspek kebahasaan
(ethimologi) konsumerisme berasar dari kata consumer ialah konsumen, sedangkan
konsumtifisme berasal dari kata consume yang artinya menghabiskan,2s atau

2: Andrew Terry dan Des Ciugni, op. cit., hal. 44.1_44g.
2r Az Nasution' Konsumei- d.ai Hukum Tinjauan sosial, Ekonomi dan Hukum padaPerlindungan Konsumen di rndonesia (Jakarta: pustaka Sinar Harapan, rsgsl,'i;ar. lo.I Geddes dan Grosset, ttebste.rb_-u-niversar Dictionary & Thesaurus'(i;* i"*r'[, Scotland:David Dale House, 2005), hal. 120.
2s John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-lndonesra (Jakarta: pr Gramedia,1982), hal. 142.
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consumptive (qdj.): fending to consume2u yang berarti kecenderungan untuk

menghabiskan atau bersifat pemborosan, untuk belanja barang-barang secara

berlJbihan. Dengan demikian, pendefinisian kembali kedua konsep tersebut, akan

semakin memperjelas pemahaman tentang perlindungan konsumen'

Hawkins, Best, dan Coney mengartikan konsumerisme sebagai suatu kegiatan'naik

dari pribadi-pribadi organisasi independen, pemerintah maupun lembaga bisnis yang

dirancang untuk melindungi konsumen dari tabiat pasar yang tidak etis.2? Unsur yang

menonioldalam definisi tersebut adalah unsur kegiatan, tidak dipermasalahkan apakah

kegiatin tersebut berupa individual atau pun kolektif. Bahkan, kegiatan publik melalui

kegiatan pemerintah. Asalkan bertujuan untuk melindungi konsumen'

philip Kotler mengartikan konsumerisme sebagai gerakan masyarakatdan pemerintah

yangterorganisasi untuk memperjuangkan hak dan menggalang kekuatan pembeli

dalam hubungannya dengan penjual. Di sini, Kotler sudah menegaskan unsurgerakan

massa dan kolektif yang bertujuan uniuk menggalang kekuatan. Kemudian oleh Kotler

dikatakan bahwa ada faktor-faktor kulturai, sosial, pribadi, dan psikhologis yang akan

dan selalu mempengaruhi perilaku konsumen (consumer behaviour)'28

Lebih jauh, William T. Ryan mengartikan konsumerisme adalah identifikasi dan

pe-""ihan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen dalam memenuhi

kebutuhan dan keinginannva.2e Definisi tersebut menunjukkan adanya pemihakan

kepada kebutuhan dan keinginan konsumen. Sementara itu, Mayeda mengartikan

konsumerisme sebagai suatu pandangan atau faham yang bertujuan mencapai

\epentingan, keuntungan, dan kepuasan bersama antara produsen dan konsumen.so

Berdasarkan pengertian-pengeftian tersebut, maka konsumerisme, menurut hemat

penulis, dapaidipahami dan diartikan sebagai gerakan kesadaran moral atau kekuatan

iosial dari masyarakat secara in$ividual, kelompok atau lembaga yang bertujuan untuk

membantu danmelindungllionsumen terhadap perlakuan tidak etis dari pelaku usaha.

Dengan demikian, definisi ini nrenegaskan unsur gerakan dan unsur tujuan sebagai

unr* yung utama sedangkan unsur lainnya untuk memperjelas unsur tindakan atau

perbuatan.

26 Geddes dan Grosset, oP. cir.
27 John Suprihanlo, op. cit.,hal.3.
18 lbid.
} Soedi-iono Reksoprajitno, Peranan Perguruan Tinggi
yang Memiliki Kepekaan terhadap Kepentingan Umum

\,
sebagai Kader G4nerasi Penerus
(Makalah Temu Wicara Nasional,

UGM, Yogyakarta, 1991 ).; e.ip H]'ffudipranoto, Cara yang Efektil dalam Mewujudkan Kepedulian terhadap

Kepeitingan Koisrmen (Makala'h Temu Wicara Nasional, UGM, Yogyakarta, l99l).
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Sebaliknya, konsumtifisme adalah istilah yang berasal dari kata konsumtif yang
menunjukkan sifat dan sikap seorang konsumen dalam membelanjakan uangnya untuk
memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dalam hal ini, Alwi Dahlan mengartikan
konsumtifisme sebagai suatu kehidupan mewah dan berlebih-lebihan. penggunaan
pada segala hal yang dianggap paling mahal yang memberi kepuasan dan kenyamanan
fi sik yang sebesar-besarnya.ri

Grinder memberikan arti konsumtifisme sebagai pola hidup manusia yang dikendalikan
oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan duniawi semata-mata.
Sementara Stanton, dengan tegas menyatakan bahwa konsumtifisme adalah pola
konsumsi yang bersifat pemborosan, foya-foya untuk memenuhi kepuasan yang
sesungguhnya dapat ditunda namun dapat diubah menjadi kepuasan yang harus r.g".u
dipenuhi.32

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, menurut penulis, arti konsumtifisme
adalah pola konsumsi dan pola hidup individu secara berlebih-lebihan untuk memenuhi
hasrat kesenangan materiai semata-mata sehingga menyebabkan pemborosan dan
perasaan untuk selalu tidak puas d iri terhadap pemilikan barang-barang sekunder yang
diinginkan. Jadi, tidak ada prioritas dan pembedaan antara kebutuhan atas barang
primer dan barang sekunder.

Dengan demikian konsumtifisme muncul dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor
psikhologis. Secara ekonomis, konsumtifisme munculdari adanya demonstration ffictsmelalui peragaan sepefti di etalase toko dan iklan-iklan di televisi dan media cetak.
Tujuannya, untuk menarik hasrat konsumen agar membeli produk yang dipasarkan.

Secara psikhologis, konsumtifisme dapat berasal dari dalam diri setiap orang (internal)
yang menstimulus atau mendorong seseorang untuk melakukan transaksi. Iklan atas
barang-barang sekunder dapat menimbulkan citra (image)yang menunjukkan prestise
atau harga diri bagi yang memakainya. Maka, dengan membeli proark barang itu
merupakan manifestasi dan pertukaran simbolik. Dorongan secara ekstemal sengaja
diciptakan oleh produsen atau pelaku usaha agar dapat menimbulkan citra bagi siapa
pun yang menggunakan produk tersebut (brand image).

rl Mohammad As'ad, Meningkatkan Citra Konsumen
Psikologik (Makalah Temu Wicara Nasional, UGM,'- tbtd.

lndonesia yang Berkualitas: Tinjauan
Yogyakarta, I99I).
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Dalam psikhologi sosial, perilaku manusia dipengaruhi oleh motif sociogenetisyang

dibangun dan dilangsungkan melalui interaksi sosial. Sementara itu, interaksi sosial

*"*puk* proses yang kompleks yang didasari oleh faktor-faktor imitasi, sugesti,

identivikasi, dan simpati.3r Dengan demikian, konsumtifisme merupakan "virus" yang

akan selalu muncul dalam benak setiap konsumen.

Kekhawatiran terhadap konsumtifisme semakin meningkat seiring dengan semakin

atraktifnya iklan yang ada di berbagai media massa yang mencoba merayu dan menarik

konsumen agarmau mengikuti gayahidup(life style)yangdipertunjukkan. Maka, bagi

konsumen yang kurang berhati-hati dapat terpikat dan mengadakan transaksi dengan

tergesa-geia. Misal iklan perumahan (properti) real estate atau apartemen di televisi

yung *inu*arkan mimpi tentang lingkungan yang diidam-idamkan (ideal) yang

menunjukkan kelas sosial yang prestisius; sehingga timbul citra (image) di kalangan

konsumenbahwaperumahan atau apartemen tersebdt merupakan permukiman orang-

.orang eksklusif dan terhormat. Jika perlu, iklan tersebut menggunakan bintang filem

terkenal. Walaupun produk yang ditawarkan masih belum teruji, apakah fasilitas yang

disediakan sudah memadai dan apakah suasana aman dan lingkungannya sudah sesuai

dengan iklan yang ditayangkan di media massa'
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BAB TTI
FONDASI HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN

3.1 Pendahuluan

Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu di antaranya
adalah perlindungan oleh hukum Qtrotection by law). Pemahaman tentang arti dan

konsep perlindungan hukum dirasakan semakin penting seiring dengan lahirnya UUPK.
Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian-pengertian yang menjadi fondasi atau

dasar dari perlindungan hukum konsumen.

Ada asas-asas tertentu dalam hukum perlindungan konsumen (HPK) yang harus
dipedomani. Asas-asas HPK dapat terdiri atas dua macam, yaitu asas umum dan asas

khusus, termasuk asas-asas perundang-undangan. Asas-asas hukum berkenaan
dengan daya berlakunya UUPK tunduk pada asas-asas perundang-undangan sebagai
asas-asas hukum yang berlaku umum (general principles of law). Asas-asas HPK
yang diatur dalam UUPK banyak mengadopsi asas-asas pembangunan nasional. Hal
ini dapat dimaklumi, karena konsep rancangan UUPK disusun pada masa pembangunan

nasional sedang gencar dilaksanakan melalui pembangunan lima tahun (Repelita).

Tujuan perlindungan konsumen dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek-aspek
subyek, obyek, dan transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha serta
pihak-pihak lain. Dapat juga ditinjau dari aspek pencapaian tujuan secara bertahap
dan berkelanj:utan (sustainable). Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat
menyentuh segenap kepentingan dan lapisan konsumen.

Terbitnya UUPK menunjukkan bahwa keberadaan hukum perlindungan konsumen
dalam tata hukum nasional tidak diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan
konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi, karena
konsumen adalah subyek dalam aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, perilaku
konsumen menjadi obyek studi tidak hanya bagi ilmu ekonomi melainkan juga ilmu
hukum.
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Hukum perlindungan konsumen dapat terus berkembang, karena ada sumber-
sumbernya. Sumber-sumber HPK dibedakan atas sumber hukum materiel dan formil.
Masing-masing sumber hukum tersebut dapat ditelusuri ke dalam berbagai sumber
atau asal-usul terbitnya hukum. pembahasan terfokus pada sumber hukum formil yang
merupakan hukum positif.

3.2 Konsep, Asas, dan Tujuan perlindungan Konsumen

Konsep Perlindungan Hukum

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah proteclior. Menurut kamus
bahasa Inggris, oxford Dictionary of Current English,kata protucrion (n) diartikan
sebagai: (1) protecting or being protected...; (2) system of protecting...; (3) person or
thing that protects...- Bentuk kata kerjanya, protect (vt), artinya: (ly *""p safe; (2)
guard.t Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan p"ilindrnguo aaaiatr it j
lgmpat berlindung; (2) perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.2balam Kamus
Hukum Blackb Law Dictionary, protection(r) diartikan: (1) the act of protecting, (2)
prot ect i o nis m, (3) cov er age...3

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau
kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak
yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata
perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan
melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujuku, .rrtuk pihaf tertentu dengan
menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa
perlindungan ekonomi, sosial, politik. perlindungan konsumen yang paling utama dan
yang menjaditopik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. eeilindungan hukum
merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa
hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen
secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui
secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda
dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik
misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

I Hornby, A.S. dan AP cowie, oxford Advanced Learner's Dictionary of current English
(London: Oxford University Press, 1974),hal 671.: Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kedua, cet. l, (Jakarta: Balai pusiaka, tSSt), hal. 595.r Bryan A. Garner, edt., Blacks Latu Dictionary (Minnesota: west croup, 1999), har. 123g.
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Perlindungan melalui hukum merupakan sarana yang dapat diandalkan. Talcott Parsons
(sosiolog) percaya bahwa norma hukum (lega I norm) dapatberfungsi sebagai mekanisme
untuk melakukan sosialisasi (mecharyisms of socializatio,r) maupun sebagai mekanisme
kontrol sosial (mechanisms of social control).4 Termasuk, mengendalikan benturan
kepentingan (conflict of interest) yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-
kepentingan di masyarakat.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau
perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Bagaimana hukum
memberikan perlindungan? Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui
cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

l. Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk:
(a) memberikan hak dan kewajiban;
(b) menjamin hak-hak para subyek hukum.

2. Menegakkan peraturan {by law enforcement) melalui:
(a) hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah Qtreventive)

terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan p-engawasan;
(b) hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressivelpe)a{ggaran

UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
(c) hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak(curative; recovery;

reruedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan

peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena
tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka
tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari
kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-
sama dengan pemerintah.

Peraturan tersebut memuat segala sesuatu berkenaan dengan perlindungan konsumen.
Termasuk, hak-hak dari para subyek hukum yang terkait dengan perlindungan. Dengan
dicantumkannya hak-hak hukum (legal rights), berarti ada jaminan sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan, bahwa subyek hukum tertentu memiliki hak yang dilindungi
oleh hukum. Misal, UUPK mencantumkan atau mengaturtentang hak-hak konsumen,
hal ini dapat diartikan bahwa hukum memberikan jaminan, jika hak-hak hukum itu
dilanggar akan diberikan perlindungan oleh hukum.

{ Jonathan H. Turner. The Structure of Sociological Theory (Chicago, Illinois: The Dorsey
Press, 1986), hal. 67.
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Dengan demikian, tindakan perlindungan hukum berikutnyaadalahmelakukan tindakan
pelaksanaan, penerapan, dan penegakan peraturan. Ada kesamaan makna dari ketiga
tindakan itu, yaitu melaksanakan, menerapkan, dan menegakkan ketentuan normatif
termasuk sanksi-sanksi hukum yang terdapat dalam peraturan hukum yang
bersangkutan.s Sehubungan dengan hal itu, penegakan hukum akan disesuaikan
dengan keperluan dan fungsi dari masing-masing bidang hukum, yaitu:
l. Hukum administrasi negara berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak

konsumen, melalui perizinan dan pengawasan produk yang dihasilkan oleh pelaku
usaha.

2. Hukum pidana berfungsi menanggulangi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen
yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3. Hukum perdata berfungsi memulihkan hak-hak konsumen yang dilanggar oleh
pelaku usaha.

Dalam praktiknya, hukum administrasi negara sudah dapat dilaksanakan atau berjalan
sejak pelaku usaha mengajukan permohonan izin untuk berusaha dan membuat atau
mengolah produknya untuk dipasarkan. Setelah produk dipasarkan, ada kemungkinan
konsumen mengalami kerugian atau kesehatan dan keselamatannya terancam yang
sesungguhnya merupakan pelanggaran hak, sehingga hukum pidana dan hukum
perdata dapat ditegakkan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang
dilanggar itu.

Gambar l: Skema Perlindungan Hukum6
i Arti melaksanakan hukum menekankan pada hukum sebagai perintah (order). Menerapkan
hukum mendasarkan pada arti hukum sebagai acuan berperilaku atau bertindak. Menegakkan
hukum menganggap hukum sebagai norma atau peraturan beserta sanksi-sanksi yang harus
ditegakkan, jika dilanggar.
6 Wahyu Sasongko, Perlindungan Hukum Konsutnen Listrik (Makalah Diskusi Publik Interaktif
Perlindungan Konsumen Listrik Di RRI Bandar Lampung, tanggal 29 Juni 2002). hal.3.

Perltrrdunsan Hukuilr
(BagaiNana caran\a hutilnr
mcmbcrikan pcrlindutrgant))

Mcmbuat Pcraluratr:
L mcnrberikan hak dan

kc\aJiban:
2 nctrjatr)in hali-hak Fra

Mcncgallan Pcritran:
I fuilgsi Fnccgahail:
2 fuugsipcnanggulargar:
3 fungsi pnrulihan.
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Arti perlindungan konsumen menurut Pasal I angka 1 UUPK adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen. Kata kunci (key word) dari rumusan tersebut adalah "segala upaya".

Rumusan ini,mengandung makna yang luas, sehingga tidak jelas bentuk dan ragamnya.

Bandingkan dengan arti perlindungan menurut kamus bahasa di atas, yang mengartikan

perlindungan dengan rumusan yang lebih jelas, ialah tindakan melindungi (the u:t of
protecting). Ada baiknya, kata tindakan digunakan untuk menggantikan rumusall

"segala upaya" agar maknanya menjadi lebih jelas, yaitu perlindungan yang meliputi
tindakan menjamin dan melindungi.

Sementara itu, kepastian hukum merupakan unsur yang utama. Ada korelasi positif
antara kepastian hukum dan periindungan konsumen. Kepastian hukum merupakan

variabel yang akan mempengaruhi pemberian perlindungan konsumen. Sebaliknya,

perlindungan konsumen merupakan variabel yang terpengaruh dari adanya kepastian

hukum. Jadi, inti dari perlindungan hukum adalah kepastian hukum. Jika kepastian

hukum dapat tercapai, maka perlindungan hukum juga akan dapat diberikan. Dengan

demikian, berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan utama dalam perlindungan

konsumen, yaitu adanyajaminan hukum (/aw guarantee) dan adanya kepastian hukum
(law certainty).

Gambar 2: Skema Perlindungan Konsumen

Tolok ukur atau indikator adanyajaminan hukum adalah adanya peraturan perundang-

undangan yang memberikan hak-hak konsumen untuk digunakan terhadap perbuatan

yang tidak atau kurang baik dari pelaku usaha. Dengan adanya UUPK berarti hukum

memberikan jaminan terhidap haklhakkonsumen sebagai subyek hukum.

Kepastian hukum menurut van Apeldoorn, mengandung dua segi, yaitu ( I ) soal dapat

ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum terhadap hal-hal yang konkrit. Misalnya,
pihak-pihak yang bersengketa mencari keadilan dan ingin mengetahui apa yang menjadi

Perlindungo Konsumen:
"Segala upayayog menjamin adanya

kepastian hukum unluk memberi
perlindungan kepada konsumen"

(Pul lanekalUUPK)

Jaminan Hukum
Tolok ukur: adanya peraluran yg

melindungi hal konsumen terhadap
perilaku dri pelaku usha. Pemtwan

meniamin para subyek hukum

Kep6tian Hukum
Tolok ukur adanya perlindungan

hukum pada lingkat nomatifdm
emprns.

: keiel6an, kestabilan,
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hukumnya dalam hal-hal yang khusus, sebelum mereka memulai perkaranya; (2)
kepastian hukum sebagai keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak
terhadap perbuatan yang sewenang-wenang.? Dalam konteks perlindungan konsumen,
hal itu terdapat pada UUPK yang memuat informasi tentang hukum yang berlaku bagi
pihak-pihak yang bersengketa dan pelaksanaan atau penegakan atas UU tersebut
merupakan perlindungan dari perbuatan sewenang-wenang.

Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan memuat atau berisikan ketentuan-
ketentuan yang pasti, khususnya peraturan tertulis (the wrirten law),baikmengenai
subyek hukum, obyek hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum
termasuk hak-hak hukum. Setiap konsumen dapat mengetahui dan memahami bahwa
suatu UU atau peraturan mengatur dan melindungi hak-hak dan kepentingannya.

Peraturan hukum tersebut dapat diterapkan atau ditegakkan terhadap fakta-fakta konkrit.
Suatu peristiwa yang terjadi, jika temyata sesuai dengan apa yang diuraikan atau
digambarkan dan disyaratkan oleh suatu peraturan, maka akibaGakibat hukum tertentu
berupa sanksi-sanksi hukum akan muncul atau terjadi sebagai akibat atau konsekuensi
yuridis. Akibat hukum yang terjadi yang berupa tindakan penghukuma n Qtunishment)
itu menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud atau dirasakan.

Sehubungan dengan hal itu, Daniel S. Lev mengartikan kepastian hukum sebagai suatu
kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah
hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, bagi masyarakat,
apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat.s

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum terdiri dari
dua rnacam, 1,aitu:
l. kepastian yang tercipta di dalam norma hukum (law in the books) ialah kepastian

yang didasarkan pada kejelasan pengaturan dalam pasal-pasalnya atau adanya
ketertiban pengaturan, disebut dengan kepastian normatif;

2. kepastian yang terbentuk karena hukum ialah tindakan-tindakan yang dilakukan
yang didasarkan pada hukum (law in action). Suatu keadaan berupa tindakan
yang pasti yang terjadi sebagai reaksi dan realisasi atau tindak lanjut dari suatu
ketentuan dalam peraturan hukum, disebut dengan kepastian empiris.

7 van Apeldoorn, "lnleiding tot de studie van het Nederlandse Recht, "pengantar llmu
Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: pradnya paramita, 1976), hal. 129.
8 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, sosiologi Hukum daiam Masyarakar (Jakarta: cv
Rajawali, 1987), hal. 33.
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Gambar 3: Kepastian Normatif dan Kepastian Empirik

Ada korelasi antara kepastian hukum dan perlindungan hukum. Bahkan kepastian
hukum merupakan prasyarat atau conditio sine quanon. Sementara itu, kepastian hukum
juga mensyaratkan adanya ketertiban (orderly). Hukum yang tertib mensyaratkan

tiadanya pertentangan substansi atau materi yang diaturnya. Suatu peraturan terdiri
dari ketentuan-ketentuan yang disusun dalam bab-bab dan pasal-pasal. Suatu peraturan

hukum dikatakan tertib jika isi, materi atau substansinya tidak saling bertentangan,
baik pada internal peraturan maupun dalam hubungan antarperaturan (eksternal).

Dengan demikian, kepastian hukum mempengaruhi ketertiban dan perlindungan hukum
secara bersamaan. Kepastian hukum dan perlindungan hukum adalah dua sisi pada
mata uang yang sama.

KEPASTIAN
dalam

NORMA HUKUM

KEPASTIAN
HUKUM

KEPASTIAN
karena

NORMA HUKUM

PERLINDUNGAN
HUKUM

Gambar 4: Korelasi antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Korelasi antara kepastian hukurn dan perlindungan hukum bersifat timbal-balik. Adanya
perlindungan hukum, secara umum gejalanya dapat diketahui melalui dua indikator,
yaitu: (l) adanya norma hukum yang mengatur bidang tertentu, dalam hal ini adalah

UUPK. {2) adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran atas hak-hak konsumen.
Misalnya, ada pelaku usaha yang memasarkan produk makanan atau obat-obatan
yang cacat. Perbuatan tersebut melanggar UUPK yang dalam pasal-pasalnya
dirumuskan atau diuraikan tentang perbuatan pelaku usaha yang dilarang. Rumusan
perbuatan dalam UU itu merupakan fakta hukum normatif. Selain itu, ada fakta hukum

empiris, berupa tindakan menegakkan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dilarang
olehUUPK.
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Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan suatu
penilaian susila atau memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum.
Begitu pula menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit,
melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan
pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan elis,
merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan fandangan etii
masyarakat.e

Dengan demikian, asas atau prinsip hukum berlakunya lebih bersifat umum dan luas
daripada uU. Karena, asas hukum dalam operasionalisasi atau implementasinya dapat
dirumuskan atau diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan; atau dalam
pasal-pasal dalam suatu UU. Asas atau prinsip hukum berada pada tingkat atau hirarkhi
lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan.

<........i

Gambar 5: Sebaran Nilairo

'Satjipto Rahardjo, llmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), hal. 85.
rc Purnadi Purbacaraka, "Disiplin Hukum Adalah Disiplin Sosial," Disrplrr Hukum dan Disiplin
sosral Penyunting Soerjono Soekanto dan R. orje Salman (Jakarta: Rajiwali pen, l9g7), hal. 10.
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Ada lima asas perlindungan konsumen dalam UUPK, yaitu:rr

l. Asas manfaat: penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan.
2. Asas keadilan: agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal

dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan: untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen: memberikan jaminan atas keamanan

dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum: agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum.

Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha

dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut, karena dijunjung
tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Asas-asas hukum dapat dibedakan pada dua tingkatan, yaitu asas-asas atau prinsip-
prinsip hukum umum (rle general principles of law) dan asas-asas hukum khusus.

Prinsip-prinsip hukum umum ini berlaku umum pada seluruh bidang hukum dan

biasanya merupakan asas tentang perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesier2 (Peraturan Umum tentang

Perundang-undangan untuk Indonesia).

Asas-asas atau prinsip-prinsip dalam UUPK, dapat dikualifikasi sebagai asas umum.

Karena mernuat rumusan yang bersifat umum yang juga dapat diterapkan dalam

peraturan perundang-undangan lain. Selain dari asas-asas dalam UUPK, masih ada

asas umum yang lain berkenaan dengan perundang-undangan, antara lain yaitu:

1. Asas lac superior derogqt lege inferiori,yaituperaturan yang lebih tinggi tingkatan

atau hirarkhinya akan didahulukan berlakunya daripada peraturan yang lebih
rendah. Dalam asas ini juga berlaku bahwa peraturan yang lebih rendah
tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atas

atau lebih tinggi tingkatan alau hirarkhinya. Misal, kedudukan UUD 1945 lebih

tinggi daripada UUPK, maka UUPK tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;

I' Lihat, Pasal 2 UUPK.
t2 Staatsblad 1847, No. 23
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Asas /ex specialis derogat lege generali, yaitu UU yang bersifat khusus
didahulukan berlakunya daripada UU yang bersifat umum. Asas ini berlaku
terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat atau setara. Misal, antara
UUPK dan UU Perbankan, maka ketentuan UUPK akan didahulukan berlakunya
berkenaan dengan perlindungan konsumen;
Asas lex posterior derogat lege priori, yaitu UU yang lebih baru atau yang terbit
kemudian, didahulukan berlakunya daripada UU yang terdahulu atau terbit lebih
dahulu;
Asas /ex neminem cogit ad impossobilia, yaitu UU tidak memaksa seseorang
untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan
asas kepatutan atau bilijkheid;
Asas /ex perfecta, yaitu UU tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga
menyatakan tindakan terlarang itu batal;
Asas non retroqctive, yaitu UU tidak dimaksudkan untuk berlaku s\rut (statutes
are not intended to have retroactive effect) karena akan menimbulkan
ketidakpastian hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 2 Algemene Bepalingen van
lYetgeving voor lndonesie (AB), yaitu: De wet verbindt qlleen voor het
toekomende en heeft geene terugwerkende kracht (lJndang-undang hanya berlaku
untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut);
Asas keseimbangan kepentingan (balancing of interests), yaitu keseimbangan
antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum;
Asas perjanjian tidak dapat mengesampingkan undang-undang tentang
kepentingan umum. Rumusannya secara lengkap: Door geene handelingen of
overeenkomsten kan aan de wetten, die op de publieke orde of de goede zeden
betrekking hebben, hqre kracht ontnomenworden(UU yang ada sangkut-pautnya
dengan ketertiban umum atau tata susila yang baik, tidak dapat dihilangkan
kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan). Asas ini diatur dalam
Pasal23 AB.
Asas kesamaan di depan hukum (equality before the law), yaitu setiap orang di
depan hukum harus diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama (setara) dan
tidak boleh dibedakan (nondiscriminative) berdasarkan suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA). Asas ini juga menjadi hak dasar atau hak asasi manusia,
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.r3

Sementara itu, asas-asas hukum khusus berkenaan dengan hal-hal tertentu yang berlaku
khusus sesuai dengan bidang dan sektor yang diberikan perlindungan. Asas-asas
hukum khusus itu berlakunya terbatas pada bidang hukum yang bersangkutan.

rr Lembaran Negara Rl Tahun 1999 No. 165.

9.
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Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang berbunyi nullum delictum sine praevia

tege poenali (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana

dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan). Asas ini
diatur dalam Pasal I KUH Pidana (Wetboekvan Strafrecht).

Dalam hukum perdata dikenal atau berlaku asas conventio est lex (persetujuan atau

pedanjian berlaku sebagai undang-undang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH
Perdata. Mirip dengan asas ini dalam hukum internasional (the international law)
lazim disebut dengan asas pqcta sunt servanda.

Segalanya akan berubah. Tidak ada yang tetap atau abadi di dunia ini, yang abadi

hanyalah perubahan itu sendiri. Hal ini juga berlaku terhadap nilai-nilai, asas-asas, dan

norma hukum. Asas-asas hukum yang lahir pada masa lalu, akan selalu dipengaruhi oleh

lingkungan sosialnya (milieu) dan senantiasa akan mengalami perubahan sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam kurun waklu sekarang dan mendatang.

Asas-asas hukum di Indonesia berasal dari hukum Belanda yang dipengaruhi oleh

hukum Romawi dan Yunani. Asas-asas hukum itu hingga kini masih eksis, di antaranya

terdapat dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berlaku berdampingan atau

bersamaan dengan UUPK. Asas-asas hukum tersebut antara lain, yaitu:
1. Privity of contract'. hubungan antara dua atau lebih pihak yang mengadakan

perjanjian atau kontrak. Asas ini mensyaratkan harus adanya kontrak yang dibuat
antara pihak-pihak, jika akan melakukan gugatan atau tuntutan. Akibatnya, tanpa

kontrak tidak dapat menggugat. Karen4 kontrak adalah indikator adanya hubungan

hukum. Hal ini, tidak sesuai dengan kepentingan konsumen yang memakai dan

memanfaatkan produk dari pabrik yang memproduksi massal (mass production).

Hubungan konsumen, tidak hanya secara langsung (directly) tetapi juga
taklangsung (indi r ectly);

2. Caveat emptor (let the buyer beware)'. biarkan pembeli berhatihati. Asas ini berlaku

dalam hukum perjanjien yang menganggap bahwa pembeli harus menguji dan

menimbang bagi diriiiva sendiri. Sepanjang penjual telah memenuhi kewajibannya,

maka konsumen yang akan menanggung risiko yang muncul. Asas ini merugikan

konsumen, karena dalam perlindungan konsumen, ada keseimbangan dan

kesetaraan antarapembeli dan penjual. Suatuprodukyangcacat, dapatdisebabkan

karena proses pembuatan dan penjualannya, sehingga dapat dimintakan
pertanggungiawaban terhadap pihak-pihak yang terlibat. Meskipun produk

tersebut belum dipakai. Misal, membeli produk air mineral yang ternyata ada kotoran

di dalam botol kemasan. Walaupun, belum diminum atau dikonsumsi;
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3. Caveat venditor (let the seller beware): biarkan penjual berhati-hati. Menurut
asas ini, sepanjangpenjual telah berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya, maka
ia akan terbebas dari tanggung jawab. Asas ini, ditinjau dari kepentingan konsumen
dapat merugikan konsumen. sudah menjadi kewajiban peiaku usaha sebelum
menjual, harus melakukan pemeriksaan terhadap produk atau komoditi yang akan
dijual. Dalam praktiknya, penjual dapat berkilah tentang produk 

"u"uiyungdipasarkan dengan menyatakan bahwa dirinya telah memenuhi kewajibunnyu ,..*u
berhati-hati dan untuk itu dia meminta bukti kesalahan. Jika tidak ada kesalahan,
maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban (no liability without fault)t.
Menjadi kewajiban konsumen untuk membuktikan kesalahan penjual. Sekarang,
dalam sengketa konsumen, pembuktian unsur kesalahan dapat dikenakan kepada
pelaku usaha.ra

Ada perubahan penafsiran terhadap asas-asas hukum perjanjian dalam konteks
perlindungan konsumen, searah dengan tren (trend) perlindungan konsumen dari
kepentingan individual menjadi kolektif. Dangan adanya perub ahaizamandan tuntutan
yang lebih besar dari masyarakat, maka asas-asas hukum perjanjian dalam KUH perdata
ditafsirkan berbeda dalam konteks perlindungan konsumen.

Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai
atau keadaan yang akan diwujudkan. oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen
perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan se;ak aini. Tujuan
perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan
penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. perlindungan konsurnen bertujuln
untuk:r5
1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

melindungidiri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari

ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut

hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

ta lnJra Bab lX.
15 Lihat, Pasal 3 UUPK.
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6.

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai
dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan
konsumen tidak harus melalui pentahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi
dengan melihat pada urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan
nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah
meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan
konsumen dilakukan secara simultan atau serempak.

Tujuan perlindungan konsumen yang hendak dicapai oleh UUPK begitu banyak dan
luas. Sementara itu, AJ Duggan dan LW Darvall dengan sederhana mengemukakan
tiga tujuan perlindungan konsumen, yaitu;16

l. membangun persamaan penawaran antara pembeli dan penjual (achievement of
bargaining equality as between buyer and seller);

2. mengoreksi ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara kepentingan-kepentingan
individu dan kolektif (correction of the imbalance in economic power as between
the individual and collective interests);

3. mengurangi terjadinya kerugian dan kecelakaan dalam pembelian (reduction in
the incidence ofpurchase related losses and injuries).

Transaksi jual-beli nie;upakan peristivva dan perbuatan hukum yang lazim dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari. Transaksijual-beli berpotensi untuk terjadinya sengketa
atau konflik antara pembeli (kcnsumen) dan penjual (pelaku usaha). Dalam ketentuan
hukum jual-beli, meskipun icedudukan pembeli sederajat atau setara dengan penjual,
namun dalam faktanya. kepentingan dan hak pembeli seringkali dikalahkan dengan
kepentingan pelaku usaha. Misalnya, jika ada cacat yang tersembunyi pada barang
yang dibeli sulit untuk memperoleh kompensasi dan ganti kerugian. Dengan adanya
hukum perlindungan konsumen, diharapkan dapat tercipta persamaan penawaran dalam
transaksi jual-beli.

'q AJ Duggan dan LW Darvall, Consumer Protection Latt and Theory (Sydney: The Larv Book
Company Limited, 1980), hal. 85.
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Ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif dapat terjadi. Jumlah
pelaku usaha jauh lebih sedikit dan kecil dibandingkan dengan konsumen yang lebih
besar dan banyak. Namun, pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi yungjart t"u1,
besar daripada konsumen. Jumlah konsumen yang besar dan banyak belum menjamin
memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada pelaku usaha.

Kerugian yang dialami oleh konsumen umumnya individu, mereka harus menghadapi
pelaku usaha yang beragam, mulai dari produien hingga pedagang eceran. Ada pula
kerugian yang dialami oleh konsumen yang bersifat toietiiratiu riassal. Begitu juga
dengan pelaku usaha, walaupun jumlahnya relatif lebih sedikit, tetapi memiliki kekuatan
ekonomi yang jauh lebih kuat atau besar. Dengan demikian, tidak menjadi soal, siapa
yan-g individu dan siapa yang kolektif, kontumenkah atau pelaku usahai Tujuan utama
perlindungan adalah untuk mengoreksi ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dari
kepentingan individu dan kolektif, sehingga tidak terjadi tirani, yaitu pihak yang besar
dan banyak jumlahnya (mayoritas) yang akan mendominasi klpentingan daripihak
yang sedikit jumlahnya (minoritas).

Kerugian dan kecelakaan yang dialami konsumen sebagai akibat dari pamakaian suatu
pr9luk sering terjadi. Misalnya, produk obat-obatan atau kosmetik untuk pemutih
kulit. Konsumen tertarik untuk menggunakan produk kecantikan tersebut karena iklan
di media massa. Setelah konsumen membeli dan menggunakan, apa yang terjadi?
Ternyata yang terjadijustru sebaliknya, tidak seperti yung aiuuyungkan. Kulit berubah
menj adi berwarna merah, agak kehitam-h itaman, dan bengkak.-

Perlindungan hukum !rnerlykan untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dengan adanya p.-rlindungurlukum
tidak berarti akan menghilangkan sama sekali kerugian dan keceiakaan pada konsumen,
karena sulit atau bahkan tidak mungkin menghilangkan san.ra sekali hingga titik nol,
tetapi yang paling realistis adalah dengan berusahimeminimalisasi terjidinya risiko
yang tidak diinginkan.

Antara perlindungan hukum dan penegakan hukum saling berkaitan, meskipun dapat
dibedakan. Perlindungan hukum rnendasarkan pada asuirsi bahwa posisi konsumen
lemah di hadapan pelaku usaha, sehingga perru diberikan perlindungan melalui norrna
hukum; sedangkan penegakan hukum merupakan penegakan san]<si-sanksi hukum
sebagai penguat dari norma hukum. Dengan adanya tincLkan penegakan hukum itu
sesungguhnya adalah bentuk perlindungan hukum yang nyata.

Sementara itu, perlindungan konsumen juga meriputi aspek perasaan atau psikhologis
dari konsumen. Adakah perasaan aman dan teriindungi puda konsumen berkenaan
dengan kepentingan dan hak-haknya. oleh karena itu, operasionalisasi perlindungan
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hukum tidak hanya mencakup tindakan preventif dan represif. Melainkan juga tindakan
kuratif untuk memulihkan hak-hak konsumen dan dengan persuasif menghimbau agar
pelaku usaha membuat produk yang bermutu dan ikut memberikan informasi untuk
memberikan pendidikan bagi konsumen.

3.3 Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hr:kum
Nasional

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian atau cabang dari hukum konsumen;
sedangkan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum ekonomi. Karena pada

dasarnya, konsumen adalah pelaku ekonomi yang senantiasa melakukan aktivitas
ekonomi dengan mengadakan transaksi ekonomi dengan pelaku usaha. Hukum ekonomi
mengatur hubungan ekonomi dan aktilitasperekonomianyangdilakukan olehpelaku
ekonomi, ialah konsumen dan pelaku usaha.

Dewasa ini, hukum ekonomi telah diakui keberadaannya dalam tata hukum nasional.
termasuk hukum perlindungan konsumen. Lahir dan berlakunya UUPK merupakan
bukti bahwa eksistensi hukum perlindungan konsumen diakui dalam tatahukum nasional
lndonesia sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini di Indonesia.

Tata hukum pada umumnya, termasuk tata hukum nasional lndonesia, biasanya
mempertahankan tradisi hukum yang konvensional, yaitu membagi struktur tata hukumnya
menjadi dua kelompok atau bagian, yaitu pertama, ketentuan hukum publik {publiek
rechtelijk) dan ketentuan hukum perdata Qtrivat rechtelijk). Pembagian tersebut oleh
Max Weber dikoreksi dengan mengajukan konsepsinya tentang tipe ideal hukum yang

bersifat universal, yaitu tipe hukum materiil (hukum substantif; dan tipe hukum formil
(hukum ajektif).t? Pada tipe hukum materiil atau hukurn substantifdan hukunr formil atau

hukum ajektiftersebut, masing-masing terdapat hukum publik dan hukum prifat.

Sunaryati Hartono mengakui keberadaan hukum ekonomi dalam tata hukum nasional.rs

Hukum ekonomi Indonesiil relah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya
pembangunan nasional. Seiain itu juga dikemukakan tentang pengertian dan luas lingkup
hukun'e akonomi Indonesia. Namun sayangnya, hukum perlindungan konsumen tidak
termasuk di dalamnya, sedangkan bidang obat-obatan, kesehatan, dan keluarga

berencana rnasuk ke dalam kelompok hukum ekonomi sosial.'e

r7 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: CV Rajawali, 1980), hal. 49.
l" Sunarjati Hartono, Hukum E*onomi Pembangnnan lndonesia (Bandung: Binacipta, 1982),

hal. 35.
t' lbid. hal. 36.
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Sementara itu, masih belum ada kesepakatan di kalangan para ahli hukum dan ekonom
tentang cakupan atau ruang lingkup hukum ekonomi, karena ekonomi sebagai obyek
kajian telah berkembang dengan pesat dan luas. Misalnya Rochmat Soemitro melihat
cakupan bidang ekonomi dengan mengacu pada Internasional Standard oflndustrial
Classificatiorn.2. oleh karena itu, ruang lingkup hukum ekonomi pun dapat bermacam-
macam dis0suaikan dengan obyek kajiannya pada bidang perekonomian yang
bersangkutan

Pada dasarnya kegiatan atau aktivitas perekonomian adalah proses interaksi dan
transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. oleh karena iiu, hukum ekonomi
senantiasa mengaitkan antara sistem hukum dan sistem ekonomi. Sehubungan dengan
hal itu, T. Mulya Lubis lebih tertarik untuk menggunakan istilah hukum dan ekonomi
daripada hukum ekonomi yang terkesan seperti dalil-dalil ekonomi.2r Begitu juga, Robert
cooter dan Thomas Ulen menggunakan istilah hukum dan ekonomi (law and
economics), karena menurutnya hukum dan ekonomi adalah studi yang bersifat
interd isipliner.22

Hukum ekonomi sebagai bidang hukum yang mandiri atau berdiri sendiri di dalamnya
memuat peraturan perundang-undangan sektoral artinya mengatur sektor_sektor
tertentu. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa garis-garis besar haiuan negara (GBHN)
memuat tentang rencana pembangunan nasional bidang ekonomi yang di daramnya
terdiri dari sektor-sektor. Masing-masing sektor ekonomi tersebut r"rltiki peraturan
perundang-undangan yangjaringan hubungan hukumnya masih dalam lingkup bidang
ekonomi dan dengan bidang-bidang lainnya. peraturan yang mengatur bidang dan
sektor-sektor perekonomian tersebut adalah hukum ekonomi.

Dengan demikian, ketentuan hukum ekonomijuga mengatur persaingan para peraku
usaha baik pada tingkat produksi maupun konsumsi ataupemasarun ,irtu dampaknya
terhadap konsumen. Dalam ilmu ekonomi manajemen, perilaku konsumen dipelajari
tujuannya agar dapat dibuat suatu produk yang dapat dipasarkan kepada konsumen.
Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat penulis, sudah tepat posisi hukum
perlindungan konsumen berada pada ranah (domain) hukum ekonomi.

20 Sumantoro, Hukum Ekonomi (Jakarta: UI press:-l-956), hal. 19.I Todung Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi Beberapa pilihan Masalal (Jakarta: pustaka
Sinar Harapan, 1987), hal. 19 et. seq.
22 Robert Cooter dan Thomas lJlen,Law and Economics (Glenview, Illinois: Scoft, Foresman
and company, 1988), hal. 12. Menurutnya: "The economic anarysis of latv ii an inter-disciplinary subject. bringing together the 

-tools 
of nlo great fields Lf stuiy.,,
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Sementara itu Az. Nasution menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen

merupakan bagian dari hukum konsumen. Menurutnya, hukum konsumen adalah

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan ataujasa konsumen,

di dalam pergaulan hidup.23 Menurut Karen S. Fishman: Consumer law is the product

of a nutnber of traditional areas of the latv. Contract law is most centrally reiated to

consumer law.2a Sedangkan menurut Iain RamSay: Consumer Icw aS currentb) practised

is an instrumental form of law identified with "regulation" of the consumer

marketplace.25

lleskipun hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen,

tetapi hukurn perlindungan konsumen memiliki pengertian tersendiri. Menurut hemat

penulis hukum perlindungan konsumen adalah seperangkat peraturan yang mengatur

perlindungan terhadap relasi dan transaksi konsumen dengan pihak-pihak yang relevan

dalam pengadaan dan pemakaian barang dan/atau jasa secara baik, aman, dan sehat'

Hukum konsumen, tetmasuk hukum perlindungan konsumen, memuat substansi yang

merupakan kombinasi antarahukum publik dan hukum perdata secara simultan. Hukum

publik meliputi hukum administrasi negara termasuk hukum pidana dan juga hukum

birokratik (birocratic law) yang memuat ketentuan-ketentuan tentang prosedur

memperoleh izin atau hak dari negara, sepefti Undang-Undang No. 2 Tahun 198 I tentang

Metrologi Legal.26 Hukum perdata mencakup hubungan atau transaksi keperdataan

termasuk transaksi bisnis atau dagang yang diatur dalam perjanjian tertulis atau kontrak

yang dapat dipaksakan berlakunya.

3.4 Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

Setiap hukum memiliki asal muasal, ialah tempat di mana hukum itu berasal, yang

disebut dengan sumber hukum. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (l )
sumber hukum materiil dan formil; (2) sumber hukumwelbron dan kenbron. Menurut

rr Az. Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen lndonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)' hal 64
rr Karen S. Fishrnan. "An Overview Of ConSumer Law,"Hukum Perlindungan Konsumen' edl.

Inosentius Samsul (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

2003), hal. 8.
2i lain Ramsay, "consumer Law and the Search for Empowermenl," Hukum Perlindungan

Konsttmen, edi. lnosentius Samsul (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 2003), hal. 310.
:" Lembaran Negara RI Tahun l98l No. ll.
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Paton, pembagian yang pertama umum digunakan;2? sedangkan sumber hukum welbron
dan kenbron biasanya digunakan untuk meneliti sumberlukum pada bidang hukum
tata negara.

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang menentukan asal-muasal dari substansi
dan materi peraturan hukum yang isinya dapat bermacam-macam. Misal ekonomi, politik,
sejarah, sosiologi, filosofi, dan sebagainya. Sumber hukum formil adalah faktor-faktor
yang menentukan keabsahan (validity) dari segi bentuk peraturan, cara pembuatan,
dan proses perumusan peraturan hukum. Ditinjau dari segi bentulg cara, dan p.or.i
pembuatan serta perumusannya, sumber hukum yang rormit tentang perlindungan
konsumen adalah;
(l) Undang-undang, dalam arti formil dan materiel;
(2) Kebiasaan, dalam arti perilaku;
(3) Traktat atau perjanjian, internasional dan nasional;
(4) Yurisprudensi, termasuk keputusan tokoh adat dan masyarakat;
(5) Teori atau doktrin hukum, para ahli hukum terkemuka yang diakui kredibilitas dan

integritasnya.

Harus diakui bahwa UU merupakan sumber hukum formir yang paring penting dewasaini' Kemudian disusul yurisprudensi. Oleh Paton dikatakan: ln the modern state thelaw is normally created by.theformar act of legisration or the decision of court.2s
Pendapat Paton ini didasarkan pada realitaihukum di negara-neg"ru 

"o**on l*yang mendasarkan pada-cas e raw ataujudge made raw.Teta:pir"n,irt hemat penuris,
!!!anjiul justru merupakan sumber hukum formil yang paring pesat perkembangannya
di dunia bisnis. Bahkan mendahului legislasi dan putusan hakim.

Sumber hukum perlindungan konsumen adalah ketentuan-ketentuan yang tidak hanya
berasal.dari peraturan perundang-undangan nasionar. Melainkan iuga uerasat aari
hukum internasional termasuk perjanjian internasional baik secara bilaterat maupun
multilateral.

Di Indonesia, undang-undang merupakan peraturan hukum positifyang penting. Karena
sistem hukum Indonesiabanyak dipengaruhi oreh sistemhukum e-eianda,iehingga
dapat digolongkan ke dal.am civil law iystem yang lebih didominasi oleh peratuiln
perundang-undangan dari negara.

27 George whitecross paron, A Text-Book of Jurisprudence (London: oxford UniversityPress, 195 l), hal. l4l. Menururnya: "the division o1[ sources inro yri^it-iri ,nateriar isussuolly accepted."
28 lbid- Terjemahan bebas: Di negara nroderen hukum umumnya oreh tindakan formar dariperundang-undangan (legislasi) atau keputusan pengadilan.
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Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menurut Pasal

7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,2e

yaitu:
l. Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun I 945 (UUD 1 945);

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu):

3. Peraturan Pemerintah (PP);

4. Peraturan Presiden (Perpres);

5. Peraturan daerah (Perda), meliputi:
a. Perda provinsi, dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur;

b. Perda kabupaten atan kota, dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama

dengan Bupati atau Walikota;
c. Peraturan desa atau peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan

desa atau nama lainnya bersama dengan kepaia desa atau nama lainnya.

UUD I 945 tidak menyebut dengan tegas keberadaan konsumen. Ada anggapan bahwa

pelaku ekonomi adalah badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta

(BUMS) dan badan usaha koperasi (BUK). Bagaimana dengan konsumen? Padahal,

tanpa adanya konsumen, transaksi tidak akan terjadi. Meskipun istilah konsumen tidak

dijumpai dalam UUD 1945, tetapitidak beramikonsumen tidak diakui sebagai pelaku

ekonomi. Lahirnya UUPK merupakan bukti bahwa negara peduli dengan konsumen,

pada bagian mengingat dicantumkan pasal-pasal UUD 1945, khususnya Pasal 27 dan

Pasal 33 UUD 1945, kedua pasal itu dapat ditafsirkan dalam konteks perlindungan

konsumen.

Pasal27 UUD 1945 mengatur asas kesamaan di depan hukum dan hak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak. Dikaitkan dengan perlindungan konsumen, pasal ini

dapat ditasirkan bahwa konsunlen adalah warga negara yang memiliki hak yang santa

di depan hukum. Begitujuga dengan Pasal 33 UUD 1945 yangmenjadi landasan hukum

tentang perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas

asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi antara lain

dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan. Pasal ini pun dapat ditafsirkan

bahwa kgnsumen merupakan bagian dari perekonomian nasional bersama-sama dengan

pelaku usaha dan pemerintah.

re Lembaran Negara Rl Tahun 2004 No. 53
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Perlindungan konsumen diatur dalam ketetapan MpR, khususnya dalam GBHN. Di
dalam GBHN diatur tentang program pembangunan nasional di bidang ekonomi.
Kemudian, dalam Kebijaksanaan pembangunan Lima Tahun Keenam bidang ekonomi
pada sektor perdagangan dengan tegas ditentukan bahwa salah salu tujuan
pembargunan perdagangan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen.3o De"ngan
demikian, konsumen diakui keberadaannya datam ketitapa, rrarR. Kedudukan dan
ygyelang MPR pada era sekarang sudah jauh berbeda dengan pada masa itu, MpR
tidak lagi memiliki wewenang menetapkan GBHN, sehingga landasan hukum
perlindungan konsumen langsung pada UUpK sebagai p"iair.an organik yang
bersangkutan.

YUPK. merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen
dan pelaku usaha secara seimbang. Keberadaan UUpK menjadi landasai hukum yang
kult,bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen iwadaya masyarakat untuf
1911$tan unaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan plndidikan konsumen.
uuPK merupakan ketentuan atau' peraturan payung (umbrella r,le) yang
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumenl

Jejaring {yem,orking) peraturan hukum tentang perlindungan konsumen telah
tersebar dernikian luas'dan banyak. Karena pada skala nasional, telah banyak
peraturan perundang-udangan yang mengatur substansi tentang perlindungan
konsumen, antara lain misalnya:
l. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. UU No. 2 Tahun l98l tentang Metrologi Legal;
3. UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.

Peraturan pelaksana di bawah_undang-undang lebih bersifat teknis penyelenggaraan
dan pelaksanaan oleh eksekutif atau pemerinlah. oleh karena itu, dikinal biibagai
macam peraturan sesuai dengan nama lembaga yang berwenang menerbitkan dan
rnelaksanakannya. Misal petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunluk teknis (Juknis)
dari suatu kementrian atau direktoratjenderal pada suatu departenien.

Sebagai UU khusus (lex specialis), uUpK dapat mengesampingkan peraturan
perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan koniumen. ua'i inl merupakan
konsekuensi yuridis atas posisi uupK sebagai peraturan pokok yang memayungi
peraturan tentang perlindungan konsumen dalam arti luas. Sekaligusberperan s"Uagai
tolok ukur keabsahan yuridis bagi peraturan perundang-undan'gan di luar uupK.
peraturan tersebut diakui sepanjang ketentuan tersebut sinkron dengan UUpK. Jika
bertentangan atau tidak sinkron, maka ketentuan tersebut harus diubah mengikuti
asas atau prinsip dan norma UUPK.

ro Lihat, Ketetapan MPR No. ll/MPR/,993 tentang caris-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
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Kebiasaan merupakan norma sosial yang dipedomani oleh masyarakat. Suatu kebiasaan

tertentu dilakukan oleh masyarakat yang dapat berupa tindakan atau perbuatan. Kebiasaan

tersebut baru dapat menjadi hukum apabila memiliki dua unsur atau syarat utama, yaitu

unsur riil dan unsur psikhologis. Unsur riil berkenaan dengan perilaku nyata yang dilakukan

secara tetap, stabil, dan konstan; sedangkan unsur psikhologis, berkenaan dengan niat

meiakukan suatu perbuatan yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya perilaku

tersebut agar dapat menjadi pedoman dan acuan dalam berinteraksi.

Praktik bisnis (business practices)iugamerupakan kebiasaan-kebiasaan(custom,s) yang

telah diakui oleh masyarakat secara nasional dan internasional. Perdagangan

internasional memuat ketentuan-ketentuan yang timbul dari praktik bisnis. Misal

ketentuan tentang pembayaran dalam perdagangan internasional dengan menggunakan

Letter of Credit (LlC). Dasar hukum berlakunya L,lC adalah Uniform Customs and

Practicefor Documentary Credit (kebiasaan dan praktik yang seragam tentang kredit

dokumenter). Dengan demikian, kebiasaan dalam praktik bisnis juga tidak luput dari

perl indungan konsumen.

Traktat merupakan perjanjian internasionalpublik (muttilateral) yang dibuat oleh pihak-

pihak yang mewakili pemerintahan suatu negara yang diakui sebagai subyek hukum

internasional. Banyak digunakan istilah atau terminologi dari perjanjian intemasional.

Misalnya kesepakatan (agreement), konvensi (convention),ttaktal (treaty), protokol

Qtrotocols), dan resolusi (resolution) biasanya digunakan oleh PBB. Pada tanggal 9

April 1985, Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi PBB No. 391248 tentangthe

United Nqtions Guidelines .for Consumer Protection.

Perjanjian internasional mernpunyai kekuatan mengikat karena kemudian diatur dalam

peraturan perundang-undangan nasional. Kontrak dagang internasional yang dibuat

oleh perusahaan atau badan hukum asing juga menjadi sumber hukum karena memiliki
kekuatan mengikat yang tidak kalah kuatnya dengan traktat. Sengketa dari kontrak

bisnis atau dagang internasional bersifat perdata yang dapat dieksekusi oleh peradilan

asing. Misal, kontrak penjualan (sales contract), keagenan (agency),kerjasama(ioint

ventures), dan perjanjian kredit bank asing. Dengan adanya kontrak itu, maka suatu

produk dapat diimpor ke dalam pasar domestik, untuk itu UUPK melindungi konsumen

dari tindakan importir yang mengimpor produk yang tidak sehat.

Keputusan hakim digunakan sebagai pedoman bagi hakim yang akan memutus suatu

perkara yang sedang diperiksa. Putusan hakim yang demikian itu disebut yurisprudensi.

Sistem hukum nasional Indonesia, menempatkan putusan hakim berbeda dengan sistem

hukum di negera-negera yang menganut common law system. Sistem hukum Indonesia

adalah civil lnv system,karena dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Tidak semua
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putusan hakim dapat menjadi yurisprudensi. Untuk itu ada persyaratannya, antara lain
yaitu (1) putusan hakim itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van
gewtjsde); (2) putusan hakim itu digunakan oleh hakim lain untuk memutus perkaranya.

Kekuatan mengikat putusan hakim bersifat himb auan Qtersuasive). Artnya,tidak waj ib
bagi hakim lain atau hakim yang kemudian untuk mengikuti putusan hakim yang
terdahulu. Berbeda dengan putusan hakim pada negara yang menganut common law
system yang mengikat bagi hakim yang kemudian. Asas mengikat ini disebutpre cedent
atau lengkapnya bindingforce of precedent.3l

Sengketa konsumen yang diajukan ke pengadilan sangat sedikit jumlahnya. Jumlah
kasus yang sedikit, bukan berarti tidak ada sengketa konsumen. Biasanya sengketa
konsumen diselesaikan secara musyawarah di luar pengadilan (out of the court),
sehingga jumlahnya sedikit. Lagi pula, lembaga atau badan penyelesaian sengketa
konsumen memang dirancang untuk penyelesaian sengketa konsumen secara
musyawarah.

Doktrin hukum (legal doctrine) adalah ajaran tentang hukum yang dibuat oleh ahli
(pakar) hukum atau sarjana hukum terkenal atau terkemuka yang diakui oleh para
sarjana hukum, sehingga membawa pengaruh terhadap orang lain untuk mengikuti
ajarannya. Doktrin memiliki kewibawaan ilmiah untuk digunakan sebagai rujukan atau
acuan. Misal, hakim dalam memutus perkara mengacu pada doktrin dari sarjana hukum
yang terkemuka unfuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya.

Kadang doktrin mendahului suatu peraturan hukum atau putusan hakim, sehingga
dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang belum ada peraturan dan putusan hakim
terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan, dapat menggunakan doktrin sebagai
sumber rujukan. Pendapat dari sarjana hukum(opinio doctorandus)yang sudah terkenal
dan terkemuka yang telah diakui kredibilitas dan integritasnya, layak Cijadikan acuan
atau rujukan bagi hakim atau pihak-pihak yang memerlukannya.

Dalam konteks perlindungan konsurnen, doktrin dapat menjadi sumber hukum, karena
kasus atau sengketa konsumen muncul mendahului peraturan perundang-undangan.
Misal dalam hukum kesehatan ada doktrin tentang kesepakatan yang dibuat oleh
dokter dan pasien, disebut the doctrine of informed consent yang dibedakan antara
therapeutic medical treqtment dan non-therapeutic.32 Pasien dalam hal ini adalah
konsumen. Doktrin ini menjadi rujukan dalam kasus malpraktik.

rr Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), edisi keempat, (Yogyakarta:
Liberty, 2002), hal. 107-108.
r: Gerald Robertson, "lnformed Consent to Medical Trealment, "Medical Lav and Ethics,
edt. Sheila Mclean (Aldershot, England: Dartmourh Publishing Company, 2002), hal. 85.
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Hukum perlindungan konsumen menggunakan seluruh sumber hukum yang ada, berupa
peraturan perundang-undangan, kebiasaan, perj anj ian, yurisprudensi, dan doktrin.
Hal ini untuk mengakomodasi atau melindungi kepetingan dan hak-hak konsumen
yang begitu [uas, banyak, beragam, dan kadang kasus hukumnya mendahului peraturan

hukum dan putusan hakim yang ada.
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BABIV
HUBUNGAN ANTARA KONSUMEN DAN

PELAKU USAHA

4.1 Pendahuluan

Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek hukum dalam UUPK. Transaksi antara

kedua subyek hukum itu akan menentukan adanya hubungan hukum dan menjadi

syarat pokok untuk menentukan apakah suatu tuntutan atau gugatan dapat diajukan

berdasarkan UUPK atau tidak, sehingga dapat dikualifikasi sebagai tuntutan konsumen.

Sehubungan dengan hal itu, perlu dipelajari unsur-unsur dan karakter kedua subyek

hukum tersebut.

Konsumen secara umum (colloqiat) adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk

dan pelaku usaha adalah pihak yang melakukan suatu usaha. Keduanya memiliki

hubungan hukum. Hubungan hukum ini akan memunculkan akibathukum berupahak

dan kewajiban.

Ketentuan-ketentuan UUPK, seakan-akan hanya memberikan pengaku an (recognition)

terhadap hak dan kepentingan konsumen. Padahal tidak demikian, kedua subyek itu

secara yuridis memiliki kedudukan hukum setara. Sementara itu, penegakan melalui

sanksi hukum, dilakukan dengan memberikan ancaman secara komprehensif melalui

hukum administrasi, hukum pidana, daryhukurn perdata'

4.2 Arti dan Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha
I

Arti Konsumen a-;;

Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (lnggris); dan consumenten

(Belanda). Menurut kamus hukum Gilbert, konsumen adalah: one who purchase, rents

or uses of a protluct or service, primarilyfor personal rather thqn business purposes.l

fficilbertLaylSunmariesDictionaryofLegalIerrls(Chicago:
Harcourt Brace jovanovich Legal and Professional Publications, Inc-. 1984), hal.25.
Terjemahan bebas: seseorang yang membeli atau pengguna suatu produk atau jasa, utamanya

untuk keperluan pribadi daripada tujuan bisnis
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Dalam Black's LawDictionary konsumen(consumer)adalah: apersonwho buys goods
or services for personal, family, or househord use, with no intention of resale; a
natural person who uses products for personar rather than business purposes.2

Mirip dengan arti konsumen di atas, Az. Nasution mengartikan konsumen adalah setiap
pengguna barang ataujasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga,
dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembaii.3
Di sini, Az. Nasution menegaskan bahwa konsumen adalah konsumen akhir.

Ada unsur yang sama dari arti konsumen di atas, yaitu tentang maksud atau tujuan
dilakukan pembelian tidak untuk dijuar kembali, ietapi untuk-kepentingan pribadi.
Mengenai bentuk dan cara dilakukannya perbuatan hukum atau transaksi konsumen
tidak diharuskan dalam.bentuk tertentu, yang pokok adarah tujuan dirakukannya
transaksi bukan untuk bisnis, merainkan untuk kepentingan pribadi atau personal.
Perolehan suatu produk dapat dirakukan daram berbagai cara dan bentuk perbuatan.
Seperti transaksi pemberian, persewaan, yang dapat dirakukan dengan cara dan bentuk
yang berbeda-beda, namun tidak untuk tujuan bisnis. Unsur tidak untuk di;uat kembali,
sudah seharusnya tidak masuk daram pengertian konsumen, karena kegiatan pemberian
untuk dijual kembali adalah kegiatan dagang atau perbuatan pernialaan (daden van
koophandel).a

UU Perlindungan Konsumen Thairand mengartikan konsumen secara luas. Tidak hanya
pembeli (buyer; pttrchaser), tetapi juga pihak yang memperoleh jasa. Bahkan, seseorang
yang telah diundang untuk membeli barang dapat dikuarifiklsi sebagai konsumen.
Ketentuan itu diatur dalam pasar 3 Ayat (6i uu perlindungan Konstimen Thairand
yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: consumer meens a person who buvs or
obtains service from a business man and includes a person who hqs brr, ;lk;;;;,,
invited by a business mqn to purchase goods or obtain services.s

2 Bryan.A' carner. edt., Brack's Lav'_Dictionary, (Minnesota: west Group, r999), har.3il.Terjemahan bebas: seseorang yang rnembeli barang-gn1un* ataujasa untuk pribadi, atau digunakanrumah 
-tangga, 

dengan tidak diniaksudkan untuk-diluat "kembali.
r Az Nasution, Konsumen.dan Hukunt ririi"ri, sosial. Ekonomi dan Hukum padaPerlindungan Konsumen Indonesia (.rakarta: pirstaka sinar Harapan, rsqsi, h;rl:2.1 R Soekardono. Hukum Dagang rndonesia.lrtia l:iuugiu, pertama), ."ru[un'r..ls, (Jakarta:Dian Rakyat. l98l), hal ll et seq.
5 Section 3 article (6) Thailand ionrr.., prorecrion Act, B.E. 2522 (rg79), Goyernmen,ca:erte Yol.96,.parr 72. Speciar Issue. dated +,r Mu/ B.E.2s2z trszqi. r.rj';rihan bebas:konsumen berani seseorang.yang rnenrberi arau memperoreh jasa alri ..or"niiir[usaha dantermasuk seseorang yang terah ditawarkan atau diundang oreh seorang pangrrut-u'un.tik memberibarang-barang atau memperoleh jasa. c ---" --"'-"o rYr!'uJsi'q ur!.ur
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Berikut ini, akan dikemukakan arti konsumen dari beberapa negara, yaitu:

1. Perancis: orang yang memperoleh barang-barang atau jasa-jasa untuk tujuan

pribadi atau keluarga (the person who obtains goods or servicesfor personal or

fantily purposes);6

2. Spanyol: setiap individu atau perusahaan yang adalah pembeli akhir atau pengguna

piiUuai atau memiliki tanah, pengguna produk, jasa atau aktivitas, terlepas apakah

penjual, penyalur atau produsen adalah suatu entitas publik atau entitas pribadi,

tertindak sendiri atau secara bersama-sama (any individual or company who is

the ullimate buyer or trser of personal or real property, products, services or

activities, regardless of whether the seller supplier or producer is a public or

private eiliqr, qs\irt alone or collectively);1

3. Amerika Serikat: setiap pembeli produk konsumen yang tidak untuk dijual kembali,

dan pada umumnya digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rttmah

tangga;8
4. Belanda: orang alamiah yang dalam mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku

orang yang menjalankan profesi atau perusahaan;e

5. Australia: setiap orang yang mendapatkan barang tertentu dengan harga yang

ditetapkan (setinggi-tingginya A.$ 15,000) atau kalau harganya lebih, maka

kegunaan barang tersebut umumnya adalah untuk keperluan pribadi, keluarga

atau rumah tangga;)o

6. India: setiap orang pembeli barang yang disepakati, tentang harga dan cara

pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk

dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.rl

Arti konsumen di Indonesia adalah: "setiap orang pemakai barang dan/ataujasa yang

terseCia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga' orang lain,

maupuli mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."r2 Unsur-unsur konsumen

dalam rumusan tersebut, ialah:

l. Setiap orang: dalam UtjPK tidak memberikan penjelasan tentang orang. Berarti,

pengertian orang adalah subyek hukum p.iUaAl alami (natuurliike persoon) dan

tidak termasuk baCan hukum (rechts persoon). Dengan dernikian, hanya orang

(' Shidarta. Hukum Perlindungan
el seq.
1lbid.
* Az. Nasution, op. cil. hal. 72.
, lbid.
0lbid.
I lbid.
tr Lihat, Pasal I Angka 2 UUPK

Konsumen lndonesia. (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hal. 3
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yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen. Berbeda dengan arti orang dalam
Pasal 7 Ayat (l) UU No. I Tahun 1995 tentang perseioan Terbatasr3 yang
menentukan bahwa: "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. . .,, Dalam
Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang-dimaLud dengan ..orang,,
adalah orang perseorangan atau badan hukum.

2' Pemakai barang dan/atau jasa: ialah konsumen akhir dan bukan konsumen antara.
Dalam Penjelasan atas pasal itu dikemukakan bahwa konsumen akhir adalah
pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara
adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses
produksi suatu produk lainnya;

3. Barang; adalah setiap benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atautidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabis'kan, dapat untuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;4' Jasa: setiap layanan.yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

5' Yang tersedia dalam masyarakat: mensyaratkan barang ataujasa sudah tersedia di
masyarakat, bukan yang akan diadakan. Hal ini dapat diartikan bahwa barang
yang tersedia di masyarakat adalah barang yang sudah dipasarkan;6. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain:
mempertegas arti konsumen akhir yang rnembeli barang untuk digunakan uagi
dirinya, keluarganya, orang Iain, termasuk mahluk hidup rain, misalnya binatang
peliharaan. Jadi, seseorang yang membeli produk makanan harus ditujukan untuk
dikonsumsi bagi diri sendiri, dan keluarga. Kalau pun diberikan kepada orang lain,
tentu untuk dikonsumsi. Termasuk produk makanan untuk hewan periharaan;'7' Tidak untuk diperdagangkan; unsur ini pun mempertegas arti konsumen akhiryang
bertujuan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan untuk membedakan dengan
kegiatan bisnis (daden van koophandel) sebagaimana terah diuraikan di atas.

Meskipun arti konsumen tersebut dapat digunakan untuk merindungi kepentingan
dan hak-hak konsumen, tetapi definisi itu iidak mencakup atau me-wakili seluruh
konsumen. Pelanggan jasa perayanan pubrik (public serviies) dari tegangan listrik
yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara persero (pLNj misalnja tidak hanya
perseorangan, tetapi juga perusahaan. walaupun pelanggan perusahaan merupakan
pengguna (the user) daya listrik dengan jumratr yurglurn lebih besar daripada
pelanggan perseorangan atau rumah tangga, namun mereka oleh uUpK tidak dapat
dianggap atau tidak termasuk konsumen. 

-

Ir Lembaran Negara RI Thhun 1995 No_ 13.

b6 Wahyu Sasongko, S.H., lVt.H.



Berbeda dengan Spanyol, konsumen tidak hanya mencakup perseorangan tetapi juga
perusahaan. Pengertian ini lebih realistis. Karena konsumen juga dapat meliputi
konsumen yang sungguh-sungguh dirugikan atau korban (the victim) atas produk
yang cacat.

Istilah pengguna atau pemakai membatasi arti konsumen, bandingkan dengan Thailand
yang justru memperluas, termasuk seseorang yang telah ditawarkan atau diundang

oleh pengusaha (includes a person who has been of.fered or invited by a btrsiness).

Konsekuensinya, pihak yang sudah membeli tetapi belum menggunakan atau memakai

produk tersebut, sesungguhnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengguna.

Kelemahan itu diatasi oleh UUPK dengan memasukkan ketentuan yang membolehkan

korban atau pihak yang benar-benar dirugikan, terrnasuk sekelompok orang, lembaga

swadaya masyarakat, dan bahkan instansi pemerintah untuk menggugat pelaku usaha.

Dengan demikian, pembeli yang belum menggunakan produk yang dibelinya, asalkan

dia dirugikan, setidaknya dari harga pembelian, dapat dikualifikasi sebagai konsumen.r'

Arti Pelaku Usaha

UUPK menggunakan istilah pelaku usaha. Istilah ini memiliki abstraksi yang tinggi
karena dapat mencakup berbagai istilah seperti produsen (producer), pengusaha atau
pebisnis (bussiness tnan), pedagang (trader), eksportir, importir, penjual (seller),
pedagarrg eceren (retailer), perr.rbuat barang-barang jadi atau pabrtkan (manufacturer),
penyedia jasa, peraj in (cr aft er). Pendek kata, siapa pun yang menjalani suatu usaha di
lapangan perekonomian.

UUPK Thailand (Act 9611919) menggunakan istilah business nar (pebisnis;pengusaha)
yang diartikan atau ditafsirkan secara luas, yaitu: bussiness man meqns a seller,
manufacturer or importer ofgoods for sale, or purchaser ofgoodsfor resale, person
who operates the advertising business.tt

UUPK mengartikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik
Indonesia. baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.r6

rr Lihat, Pasal 46 Ayat (l) UUPK.
li Section 3 article (7) Thailand Consumer Protection Act, B.E. 2522 (1979). Terjemahan

bebas: pengusaha/pebisnis berarti seorang penjual. pabrikan atau importir barang-barang yang

akan dijual, atau pembeli barang-barang untuk dijual kembali, orang yang mengoperasikan

usaha periklanan.
r(' Lihat, Pasal I Angka 3 UUPK.
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Unsur-unsur pelaku usaha dalam rumusan tersebut ialah:
l. Setiap orang perseorangan atau badan usaha: ditinjau dari aspek subyek, pelaku

usaha adalah pengusaha (perseorangan) dan sekumpulan pengusahi yang
membentuk organ atau badan usaha. Dengan demikian, baik persiorangan maupun
badan usaha dapat dikenakan UUpK;

2. Berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum: pembuat UU memahami
bahwa badan usaha terdiri dari dua kategori, ialah badan usaha berbadan hukum
dan badan usaha bukan badan hukum. Dalam konteks perlindungan konsumen,
keduanya tidak dibedakan agar uupK dapat dikenakan. Akan tetapi
pertanggungjawaban secara yuridis masing-masing berbeda;

3. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
R.I.: dalam hukum perdata internasional diakui prinsip nasionalitas atau domisili
dari suatu badan hukum sebagai kriteria badan usaha domestik atau asing. Suatu
korporasi yang didirikan dalam yurisdiksi dan menurut hukum Indonesia, adalah
badan hukum Indonesia; sedangkan badan hukum asing adalah badan hukum
yang didirikan di luar negeri. Termasuk dalam pengertian pelaku usaha adalah
perusahaan asing yang menjalankan kegiatan pemasaran atau menjual produknya
di Indonesia, tanpa harus mendirikan perusahaan, cukup dengan m-embuka kantor
cabang atau perwakilan;

4. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian: kegiatan bisnis dapat
dilakukan dalam beragam bentuk dan cara yang dituangkan ke dalam kontrak.
oleh karena itu, bentuk kerja sama (ioint ventures) juga dimungkinkan dilakukan
di Indonesia, seperti kerja sama mendirikan perusahaan (ioint ientures company)
atau sekedar kerja sama operasional (joint operation) atau usaha patungan;

5. Menyelenggarakan kegiatan usaha: istirah kegiatan usaha memiliki cakupan yang
luas meliputi perbuatan dagang atau kegiatan perniagaan (daden van koophaidef,
yaitu pembelian barang-barang untuk dijual kembali, sebagaimana diatur dalam ex
Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (lltetboekvan Koophande[);

6. Dalam berbagai bidang ekonomi: memperluas artipelaku usaha meliputi pihak-pihak
yang melakukan aktivitas atau kegiatan usaha (bisnis). Dalam hal ini, iiduk huryu
mencakup pembelian barang-barang bergerak dan menjualnyakembali, tetapijuga
mengimpor, menjadi agen perusahaan asing, mengusahakan apotek, penyerengga-ra
rumah sakit, atau sekedar menjual obat di warung adalah pelaku usdha juga. 

--

Hubungan antara Konsumen dan pelaku Usaha

Hubungan qBtara konsumen dan peraku usaha pada dasarnya adalah tindakan
konsumen uiituk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha.
Transaki tersebut dapat berupa pembelian barang, penggunaanjasa pelayanan, transaksi
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keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi itu perwujudan dari kesepakatan

yang dibuat oleh konsumen dan pelaku usaha, sehingga disebut transaksi konsumen

(consumer transaction). Kesepakatan antara dua subyek hukum atau lebih itu memuat

janji masing-masing pihak, sehingga ada yang menyebutnya dengan perjanjian.

Perjanjian yang berisikan kesepakatan itu mengikat para pihak yang membuatnya.

Adanya kesepakatan yang terbit dari transaksi konsurnen itu merupakan indikator

adanya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Sepanjang memenuhi

persyaratan yuridis, rraka sengketa akibat dari transaksi konsumen dapat diselesaikan

mengikutiUUPK.

Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha dapat bermacam-macam, yaitu

hubungan yang setara atau sederajat dan tidak setara atau tidak sederajat; hubungan

yang bersifat timbal-balik; dan hubungan yang searah (satu arah) dan jamak arah'

Hubungan hukum yang searah berarti, salah satu pihak hanya rnemiliki kewajiban,

sedangkan pihak lainnya memiliki hak, contohnya hibah suatu kebendaan.

Hubungan hukumjamak arah, adalah hubungan hukum yang muncul karena adanya

perbuatan hukum yang berlaku serentak. Misal dalam transaksi yang dilakukan secara

massal dan sirnultan. Hubungan yang searah kurang relevan dengan konsumen,

sedangkan hubungan jamak arah relevan dengan konsumen, yaitu pembelian yang

dilakukan secara langsung dan serentak atau bersamaan. Misal dalam pelelangan

barang terbuka.

Hubungan hukum yang setara antara konsumen dan pelaku usaha biasanya bersifat

timbal-balik (resiprositas). Karena posisi atau kedudukan dari pihak-pihaknya secara

hukum diakui memiliki kesetaraan atau kesamaan tingkatan kedudukan, sehingga ada

juga yang menyebut hubungan yang sederajat, karena keduanya memiliki kesamaan

derajat.

Pada hubungan yang setara atau sederajat, masing-masing pihak memiliki hak dan

kewajiban yang terbit atau muncul secara timbal-balik. Maksudnya, hal-hal apa yang

menjadi hak bagi konsumen akan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Misal, transaksi

konsumen berupa pembelian barang, konsumen bertindak selaku pembeli, sedangkan

penjualnya adalah pelaku usaha. Pembeli berhak memperoleh barang, sedangkan penjual

berkewajiban menyerahkan barang. Sebaliknya, penjual berhak menerima sejumlah

uang atas harga barang dan pembeli berkewajiban membayar harganya dan

menyerahkan uang tersebut kepada penjual.
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Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berlangsung secara terus-menerus dan
berkesinambungan, karena dilandasai pada kebutuhan iehingga memiliki tingkat
ketergantungan yang cukup tinggi.r' selain itu, hubungan untu.u keduanya dapat
bersifat langsung (directly) dan taklangsung(indirecttyl. perbedaan ini didasarkan
pada interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan antara
konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan tanpa melalui perantara atau pihak ketiga
adalah transaksi langsung atau hubungan langsung antarsubyek hukum. Transaksi
konsumen dalam hubungan langsung, banyak terjadi daram transaksi jasa pelayanan
(services) seperti jasa perbaikan kendaraan bermotor; daripada transaksi pembelian
baran g j ad i (m a nufa c t ur e) se perti pembel ian barang e I ektron ik.

Hubungan taklangsung, dilakukan oleh konsumen melalui pihak-pihak ketiga atau
pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu mata rantai bisnis (chain of business)pada
komoditi yang bersangkutan. Misal, konsumen adalah pembeli atau pengguna produk
barang dari pengecer berupa kipas angin (fan)bermerek asing. pengecer itu membelinya
dari penyalur, kemudian jika akan diterusuri lebih Ianjut, akan sampai pada importir
atau agen dari pabrik tertentu sebagai produser atau pemegang hak atas merek itu.
Hubungan taklangsung banyak dilakukan dalam transaksi pembelian barang jadi
(m anufactur e) atau barang pabrikan.

Produk hasil pabrikan dapat juga berupa obat-obatan yang dihasilkan oleh pabrik
farmasi yang kemudian obat itu sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi atau
digunakan untuk pengobatan oreh konsumen. produk obat-obatan kadang
mensyaratkan tentang prosedur khusus dalam penyimpanan dan penyalurannya.
Kesalahan dalam proses pengiriman atau penyaruran barang akan berakib at fatal
terhadap kondisi dan khasiatnya atau sebaliknya, malah menjadi racun jika dikonsumsi.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha relevan dan memiliki arti penting dalam
penyusunan gugatan konsumen. Gugatan konsumen hanya dapat ditujukan kepada
pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum. Karena dengan adanya hubungan hukum
menunjukkan adanya kepentingan hukum antarpihak yang berhubungan. oleh karena
itu, gugatan konsumen yang terjadi karena hubungan hukum yang bersifat taklangsung
akan memperbanyak pihak-pihak yang akan digugat. Mulai dari pengecer sampai dengan
produser, atau cukup hingga ke agen saja.

r7 Sri Redjeki Hartono, "Aspek-Aspek Hukumperlindungan Konsumen dalam Kerangka Era
Perdagangan Bebas," Hukum perrindungan Konsumer, Fenyunting Husni syawali dan Neni
Sri Imaniyati (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 36.
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Dalam transaksi konsumen yang bersifat taklangsung dengan pelaku usaha akan
melibatkan pihak-pihak yang banyak terlibat. Dalam mata rantai bisnis, suatu produk
yang dihasilkan oleh pabrik akan menempuh proses dari pihak-pihak tertentu hingga

sampai di pasar dan akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Dalampraktiknya ada beragam
jenis dan nama dalam matarantaibisnis, yang secara yuridis sulit membedakannya dan

mencari padanan istilah yang tepat ke dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha akan

terdiri dari banyak pihak, antara lain yaitu:
1. produser (producer);
2. importir;
3. agen(agent);
4. kantor cabang (branch olfice);
5. kantor perwakilan (representatives office):
6. perantara (broker);
7. pedagang (trader);
8. dealer;
9. penyafur (dis*ibutor);
10. grosir (wholeseller);
11. pengecer (retailer);

Hubungan taklangsung antara konsumen dan pelaku usaha akan menyulitkan
konsumen dalam melakukan penuntutan. Untuk itu, perlu cara khusus dalam pengajuan

gugatan atau tuntutan konsumen.

Transaksi konsumen yang bersifat langsung akan lebih memudahkan konsumen dalam
melakukan penuntutan atau meminta tanggung jawab pelaku usaha atas produk atau

prestasi yang diberikan. Hubungan langsung antara konsumen dan pelaku usaha,

misal dalam transaksi konsumen sebagai pelangganjasa reparasi kendaraan dari montir
atau konsumen pengguna jasa katering (asa boga); akan memudahkan dalam
menggugat karena pihaknya henya penyediajasa itu sebagai tergugatnya.

KONSUMEN
PENYEDIA JA5A

PELAYANAN

Gambar 6: Hubungan hukum bersifat langsung antara Konsumen dan Penyedia Jasa

Pelayanan

Hubungan antart Konsumen clan Pelaku Usalta 6l



Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang
umumnya didasari pada transaksi berupa kontrak atau kesepakatan (agreement) dari
kedua belah pihak. Hubungan hukum adalah hubungan antarsubjek hukum yang
dilakukan menurut hukum yang dapat berupa ikatan hak dan kewajiban.

4.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian
juga dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang
diatur dalam UUPK bersifat terbuka, artinya selain ada hak-hak konsumen yang diatur
dalam UUPK, dimungkinkan diakuinya hak-hak konsumen lainnya yang tidak diatur
dalam UUPK tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di sektortertentu.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari status UUPK sebagai ketentuan payung
(umbrella rule).

Dengan demikian, hak-hak konsumen dapatjuga ditemukan dalam uu Perbankan yang
mengatur hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah atau konsumen pengguna
jasa perbankan. Begitu juga dengan pasien sebagai pengguna jasa kesehatan yang
diatur dalam uu Kesehatan dapat dikualifikasi sebagai konsumen. Adapun hak-hak
konsumen, yaitu:'8

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa. Hak ini memiliki cakupan yang luas. Konsumen sebagai pemilik
atau pengguna barang dan/ataujasa tidak boleh diganggu dalam menikmati haknya.
Arti terganggu mencakup dari tuntutan hak pihak lain atau atas bahaya dari zat-
zat tertentu atau yang melampaui ambang batas tertentu yang ditoleransi sesuai
dengan izinnya;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk
melaksanakan hak ini, sudah sepantasnya konsumen diberi waktu yang cukup
untuk menentukan pilihannya. Hak ini relevan dengan metode dan cara pemasaran
produk yang dilakukan dengan peragaan (demonstration) secara terbatas;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang danlataujasa. Konsumen informasi ini dapat mendidik konsumen untuk
waspada atas informasi yang diungkapkan pada kemasan atau label yang dilekatkan
pada barang;

'8 Lihat, Pasal 4 UUPK
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan. Hak ini dapat dianggap sebagai realisasi atau turunan dari hak untuk

menyampaikan pendapat dalam hak asasi manusia dikenal dengan right to
expression;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini pun dimasukkan ke dalam

hak asasi manusia;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak ini menjadi akses

bagi pertrerintah untuk terlibat dalam perlindungan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif. Hak inijuga menjadi bagian dari hak asasi manusia;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterirna tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya. Hak ini merupakan risiko yang dipikul oleh pelaku usaha;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pef{lndang-undangan lainnya.

Konsekuensi yuridis dari UUPK sebagai the umbrella rzrle dalam sistem pengaturan

perlindungan konsumen.

UUPK menghendaki agar masyarakat menjadi konsumen yang baik. Oleh sebab itu,

dalam Pasal 5 UUPK diatur tentang kewajiban konsumen, yaitu:

L Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan, dan keselamatan. Kelalaian

atas kewajiban ini dapat berisiko bagi konsumen terhadap penuntutan hak-haknya;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ataujasa. Indikator

adanya itikad baik dapat diketahui dari rangkaian tindakan atau perbuatan yang

dilakukan oleh konsumen, sehingga menjadi akibat terjadinya suatu peristiwa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban konsumen untuk

membayar harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, termasuk jumlah dan nilai

tukar barang dengan uang serta cara-cara pembayarannya;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara

patut. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan sesuai dengan syarat

dan prosedur dalam UUPK. Kewajiban ini konsisten dengan asas kepastian hukum

dalam perlindungan konsumen.

Dalam hubungan hukum dua arah dan timbal-balik, maka hak konsumen dapat menjadi

kewajiban pelaku usaha. Dalam transaksi pembelian barang, hak konsumen memperoleh

barang dan sekaligus kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan barang. Hubungan

hukum semacam ini, didasarkan pada konstruksi yuridis, hukum perjanjian'
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Namun, ada hubungan hukum yang tidak berupa hubungan keperdataan, yaitu
hubungan hukum yang muncul dalam lapangan hukum publik, misal dalam hukum
lalulintas atau hukum pengangkutan. Perlindungan konsumen yang menggunakan
jasa transportasi angkutan umumQtublic transportation) memiliki hak-hak yang bukan
hanya keperdataan tetapijuga kewajiban pengangkut yang muncul dari lingkup hukum
publik. Karena ada peran negara atau pemerintah di dalamnya.

4.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha dalam UUPK meliputi lima aspek yang sesungguhnya merupakan
hak-hak yang bersifat umum dan sudah menjadi standar. Hak-hak pelaku usaha, yaitu:re
l. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak ini
merupakan kebalikan dari kewajiban konsumen.

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik. Hak ini bukan hanya bagi pelaku usaha, karena negara kita menganut
sistem negara hukum, maka setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum,
termasuk pelaku usaha.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen. Hak untuk membela diri dibolehkan, asalakan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Sudah sepantasnya, jika memang tidak terbukti bersalah, nama baik atau
reputasinya direhabilitasi.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnva.
Hak-hak pelaku usaha yang terdapat di luar UUPK juga berlaku, sebagai
konsekuensi logis dari UUPK yang merupakan peraturan payung.

Kewajiban pelaku usaha, meliputi pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen,
ditambah dengan kewajiban lainnya yang pada dasarnya unfuk melindungi kepentingan
konsumen. Adapun kewajiban pelaku usaha, yaitu:2o

l. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban semacam inijuga
berlaku bagi konsumen;

'' Lihat. Pasal 6 UUPK
ro Lihat, Pasal 7 UUPK
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5.

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan. Kewajiban pelaku usaha ini merupakan timbal-balik dari hak

konsumen;

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif. UUPK memberikan ketenfuan tegas tentang prinsip nondiskriminatif

dalam perlakuan terhadap konsumen. Larangan bagi pelaku usaha untuk membeda-

bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan dilarang membeda-bedakan

mutu pelayanan kepada konsumen;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan'standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sudah

sepantasnya pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga dan mempertahankan mutu

atau kualitas produknya;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguj i, dan/atau mencoba barang

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang

dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Dalam Penjelasan otentik atas ketentuan

ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang dan/ataujasa teftentu adalah

barang dan/ataujasayang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan

atau kerugian. Dengan demikian, jika dapat mengakibatkan kerusakan atau

kerugian, maka atas kerusakan atau kerugian yang muncul akibat dari diuji atau

dicoba akan dibebankan kepada siapa, karena transaksi pembelian belum terjadi.

Jika hal ini terjadi, berarti barang dan/atau jasa tersebut dapat mengakibatkan

kerusakan. Oleh karena itu, sejak awal seharusnya sudah dirundingkan tentang

kondisinya apakah mudah rusak atau tidak, sehingga ada kejelasan tentang risiko

yang dapat terjadi, termasuk siapa yang akan bertanggungiawab;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan. Kewajiban ini merupakan timbal-balik dari hak konsumen;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dengan yang diperjanjikan

terjadi, jika konsumen dan pelaku usaha tidak dapat bertemu secara langsung,

misal pembelian barang melalui internet. Selain itu juga transaksi konsumen yang

tidak sekaligus dengan penyerahan barang, misal pembelian barang dengan cara

pesanan (by order).

7.
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Kedudukan hukum yang setara atau sederajat antara konsumen dan pelaku usaha
merupakan posisi yang ideal menurut hukum. Karena hak dan kewajiban masing-masing
pihak dapat secara timbal-balik. Tetapi tidak semua transaksi konsumen bersifat timbal-
balik. oleh karena itu, uuPK masih menambahkan adanya perbuatan yang dilarang
(prohibited) bagi pelaku usaha dan tanggung jawab (tiabirity) yang dapat diajukan
kepada pelaku usaha.

4.5 Referensi

Garner, Bryan A., edt. Black's Law Dictionary. Minnesota: West Group. 1999.

Hartono, Sri Redjeki. "Aspek-Aspek Hukumperlindungan Konsumen dalam Kerangka
Era Perdagangan Bebas," Hukum Perlindungan Konsumen penyunting
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Nasution, Az. Konsumen dan Hukum Tinjauan sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakata: pustaka Sinar Harapan. 1995.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen lnclonesia.Jakarta; pr Grasindo. 2000.

Snyder, Elizabeth L. danAnn R. Kerns. Gilbert Law summaries Dictionary of Legal
Terms. chicago: Harcourt Brace Jovanovich Legal and professional
Publications, Inc. I 984.

Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia. Jilid I (bagian pertama). cetakan ke-g.
Jakarta: Dian Rakyat. 198 I .

66 Wahyu Sasongko, S.H., M.H.



BAB V
KETENTUAN TENTANG BARANG

DAN IASA

5.1 Pendahuluan

UUPK dalam memberikan perlindungan selain berorientasi pada subyek hukum juga
pada obyek hukum berupa produk yang terdiri dari barang-barang dan jasa-jasa. Hukum

perlindungan konsumen peduli terhadap dampak atau akibat dari penggunaan atau

pemanfaatan suatu produk terhadap konsumen. Konsumen dalam hal ini adalah korban
(the victim), yaitu pihak yang dirugikan, dapat mengajukan gugatan atau tuntutan
hukum.

Produk berupa barang-barang dalam UUPK diberikan pengertian yang luas. Tidak
hanya dibedakan dari sifatnya, yaitu barang bergerak (movable) dan takbergerak
(immovable). Tetapi juga barang yang berwujad (tangible) dan takberwujud
(intangible). Begitu juga dengan pengertian jasa-jasa yang diperluas pengertiannya.

Pengaturan demikian ini, sengaja digunakan karena memang UUPK dibuat untuk menjadi
payung hukum bagi perlindungan hak-hak dan kepentingan konsumen pada umumnya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berkenaan dengan produk
meliputi pembuatan atau produksi dan pemasaran yang mencakup kegiatan usaha

memperdagangkan produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen atau produk
yang sudah didistribusikan dan dipasarkan.

Arti produk dalam pemasa ran (marketing)adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan

ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang

dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Ia meliputi benda fisik, jasa, tempat,

organisasi, dan gagasan.

Konsep tentang jasa lebih luas daripada barang. Karena temyata barang-barang lebih
sedikitjenisnya daripada jasa-jasa. Perkembangan intelektual manusia sebagai sumber

daya manusia (SDM) tidak akan habis, selama masih mampu berkreasi, maka karya olah
pikir manusia pun akan tetap eksis.
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5.2 Arti Barang dan Jasa

Arti Barang

Produk dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari cakupan bidangnya. pertama,produk
dalam arti sempit, mencakup seperangkat atribut yang berwujud (tangible), seperti
barang manufaktur berupa barang elektronlk. Kedua,produk dalam arti luas, lebih dari
sekedar bentuk yang berwujud, melainkan juga atribut atau kebendaan takberwujud
(intangible), seperti jasa manajemen, desain industri, hak-hak, dan karya intelektual.

Barang sering digunakan untuk mengartikan kebendaan yang berwujud. Ada ciri-ciri
tertentu yang terdapat pada barang ialah: (a) dapat ditangkap oleh panca indera; (b)
dapat dijadikan sebagai obyek transaksi dagang; (c) ada susunan, bentuk, dan
kegunaan; (d) dibungkus atau kemasan yang terdiri dari susunan bahan, bentuk, alat
pembungkusnya; (e) memiliki nama dan tanda yang dapat dibedakan dari sifat dan
asalnya; (f) pengawasan produk; (g) dipasarkan, dapat meiaiui impor dan ekspor.

Arti barang menurut UUPK, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen.r Pengertian ini, memperluas cakupan barang dalam UUpK dengan
memasukkan seluruh unsur dari kebendaan sebagairnana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Pdt.).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian barang tersebut, yaitu:
l. Setiap benda. Menurut Buku II KUH Pdt. diatur tentang hukum kebendaan (van

zaken recht) dengan karakteristik spesifik. Kebendaan menurut ketentuan Pasal
499 KUH Pdt. adalah: "tiap-tiap barang dan tiap{iap hak yang dapat dikuasai oleh
hak rnilik." Benda harus dapat dijadikan obyek hak milik yang dapat dimiliki oleh
subyek hukum. Dalam KUH Pdt. diuraikan tentang cara membedakan kebendaan,
ialah (a) benda benubuh dan takbertubuh (pasal 503); (b) benda bergerak dan
takbergerak (Pasal 504); (c) benda yang dapat dihabiskan dan takdapat dihabiskan
(Pasal 505);

2. Benda berwuj ud (tangible) maupun tidak berwuju d (intangible). Kata berwujud
memiliki kesamaan arti dengan bertubuh. Benda bertubuh adalah berwujud sesuai
dengan daya tangkap panca indera ialah barang; sedangkan benda takberwujud

Lihat, Pasal I Angka 4 UUPK.
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penting berkenaan dengan transaksi konsumen (consumer transaction) dengan

pelaku usaha, khususnya tentang penyerahan barang dari pelaku usaha ke tangan

konsumen;
3. Benda bergerak (movable) maupun takbergerak (immovable). Pembedaan ini

didasarkan pada sifat kebendaaan yang dapat dipindahkan, disebut benda bergerak;

sedangkan benda yang tidak dapat dipindahkan adalah benda takbergerak atau

benda tetap. Pernbedaan ini penting dalam hal penyerahan barang dan

pembebanannya sebagai jaminan, seperti jaminan gadai untuk benda bergerak

dan hipotik atau hak tanggungan untuk benda takbergerak;

4. Benda yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan. Benda yang dapat

dihabiskan adalah barang yang jika setelah digunakan, dikonsumsi, atau dipakai

dapat habis. Misal, makanan, minuman, dan obat-obatan. Benda yang dapat

dihabiskan harus diganti dengan barang baru, karena telah dipakai, sehingga

berkurang atau habis. Transaksi yang melandasainya adalah perjanjian pinjam-

rnengganti. Sebaliknya, jika obyeknya berupa kebendaan yang tidak habis karena

pemakaian, walaupun bendanya sudah digunakan tidak akan habis atau masih

ada, misal sepeda motor. Transaksi yang melandasinya adalah perjanjian pinjam-

pakai;

5. Barang yang dapat untuk diperdagangkan. Barang yang diproduksi atau dibuat

untuk diperdagangkan, termasuk dalam pengertian ini. Tetapi agar dapat dikenakan

ketantuan dalam UUPK, maka barang tersebut harus sudah dipasarkan atau

diperdagangkian. Barang-barang yang dibuat dan siap untuk diperdagangkan

disebut den-ean komoditi atau barang dagangan;

6. Barang yang dapat dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan. Barang yang sudah

tidak dapat dipdkai berarti barang yang sudah tidak ada gunanya bagi siapa pun.

Barang-barang yang sudah dilepaskan hak miliknya meliputi barang-barang yang

sudah dibuang ke tempat sampah. Seseorang yang mengambil barang-barang di

lempat sampah, bukanlah pelanggaran hukum. Karena bagi orang-orang tertentu,

yaitu para pemulung, memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang dagangan.

Pengertian tentang barang dalam UUPKjuga terkait dengan pengertian barang menurut

UU No. l0 Tahun 196l tentang Barang. Keduanya sama-sama memasukkan unsur

dapat untuk diperdagangkan. Arti barang menurut UU Barang adalah semua barang

yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, banyak

yang menggunakan istilah komoditi daripada barang yang diperdagangkan.
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Arti Jasa

Pengertian jasa menurut UUpK sangat sederhana, yaitu setiap layanan yang berbentuk
pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen.2 Berdasarkan pengertian tersebut, jasa dibedakan sesuai dengan bentuknya,
yaitu berupa:
1. usaha atau bisnis pelatihan yang dijual atau dipasarkan kepada konsumen atau

pelanggannya, misal kursus bahasa asing, kursus menjahit, kursus memasak, kursus
musik, dan sebagainya;

2' Usaha keterampilan yang dapat dilakukan oleh siapa pun yang memiliki ketrampilan
(skill), termasuk para perajin dan peramu jamu dan minumin (bartencter);

3. Memberikan pelayanan yang dapat didasarkan: (l) pada pekerjaan, misar sopir
dan kondekturpadaperusahaan transpoftasi umum (pubric traniportation),hoter,
dan restoran; atau (2) pada prestasi dari penyediajasa perayanan yang menjamin
mutu pelayanan yang tinggi karena ahri dan memiriki reputasi yang baik, antara
lain misalnya dokteq akunran, dan advokat.

Secara kebahasaan (ethimolo,eis), istirah jasa padanannya dalam bahasa Inggris adalah
service, artinya:

being a servant; position os a servqnt; crone to hetp; benefit another or
others; system or qrrangement thar supplies public needs; ierving a.food
and drink (in hotels); expert herp or advice given by manufacturers or their
agents after the sales of an orticre; after sale (service); (tegat) serving of a
writ, summons; of use (capable of giving good service).j

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan .iasa clalam berbagai arti atau rnakna,
antara lain yaitu: "perbuatan yaxg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain;
perbuatan yang memberikan segara sesuatu yang diperrukan orang raii; perayanan;
servis; aktivitas, kemudahan, manfaat yang dapat dijual kepada orung luin (konsurnen)
yang menggunakan atau menikmatinya; usaha.,,a

I Lihat, Pasal I Angka (5) UUPK.
: A.S. l{ornby dan AP cowie. oxford Advanced Learner's Dictionary o/ Current Engtish(London: Oxtbrd Universiry press, 1974). hal. 77g.
1 Tim Penyusun Kamus Pusat pernbinaan dan pengembangan tsahasa, Kamus Besar Bahosa
lndonesia. edisi kedua, cet. l, (Jakarta: Balai pustaka. l99l), hal. 403.
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Jasa dalam bidang ekonomi dikualifikasikan sebagai produk atau keluaran (output)

yang dapat digunakan (outcome)untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (benefit)

yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Jasa merupakan sektor bisnis yang

memiliki nilai yang kadang sangat tinggi harganya, karena tidak ada standar yang

pasti. Jasa merupakan penghargaan atas prestasi dalam memberikan pelayanan atau

merupakan pekerjaan- dengan ketrampilan khusus atau keahlian spesifik.

Philip Kotler mengartikan: "jasa adalah kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang

ditawarkan untuk dijual...Jasa merupakan benda yang tak berwujud..jasa biasanya

memerlukan lebih banyak pengendalian mutu, kredibilitas pensupl-ai, dan mudah

disesuaikan..."s

Jasa dalam perekonomian nasional, memegang peran menentukan dalam struktur dan

proses ekonomi. Proses perputaran uang dan barang banyak dihasilkan dari karya

manusia yang didasarkan pada keunggulan intelektual, yaitu ketrampilan, keahlian,

dan kreativitas. Keunggulan tersebut mendorong untuk diwujudkan atau diekspresikan

dalam pemberian jasa atau pelayanan yang didasarkan pada prestasi seseorang dan

atau pekerjaan.

Pelayanan beragam jenisnya. Mulai dari pelayanan restoran, hotel, hingga pelayanan
jasa keuangan perbankan, dan konsultan (advicer). termasuk dalam pengertian ini

iafah jasa pelayanan pembuatan desain atau perancangan (designing) yang hanya

dapat dilakukan oleh orang-orang pilihan yang memiliki kualifikasiyang tinggi. Mereka

adalah orang-orang ahli yang dapat mendesain atau merancang suatu karya intelektual

seperti merancang gambar arsitektur, jasa merancang desain industri dengan produk

berupa integraled circuit (lC), blue print, computer software, dan managemenl.

Selain itu juga jasa pendidikan dan pelatihan yang umumnya diselenggarakan oleh

suatu badan usaha atau korporasi, seperti bimbingan belajar, kursus bahasa asing,

pelatihan olah raga dan kebugaran (fitness), dan jasa-jasa lain yang mengadalkan

ketrampilan dan keahlian, antara lain seperti montir, tukang las, penjahit, dan ahli

membuat keraj i nan tangan.

Ketrampilan, bakat, dan keahlian yang ada pada diri setiap orang sangat potensial

untuk dikembangkan menjadi usaha dagang atau bisnis. Sektor jasa masih sangat

terbuka peluang dan potenslserta prospek pengembangannya. Oleh karena itu, layak*

5 Philip Koller. Principles of lv[arketing (New Jersey: Prentice-Hall. 1986), hal. 435
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dilakukan oleh tenaga-tenaga trampil bangsa sendiri. Modal utamanya, harus kreatif
dan selalu mencari dan mencipta ide-ide baru (inovatif) serta produkiif menghasilkan
karya-karya yang bernilai ekonomis. orang-orang tersebut beipotensi menjadi pelaku
usaha atau wirausaha yang menawarkan dan menjuar produknya berupa jisa kepada
konsumen.

5.3 Produksi dan/atau Perdagangan yang Dilarang

Antara produksi dan perdagangan memang berbeda, namun dalam perlindungan
konsumen keduanya dilihat dalam suatu rangkaian. Karena hasil dari kegiatan produksi
ditujukan untuk diperdagangkan dan bukan untuk dikonsumsi sendlri. Berkenaan
dengan hal itu, maka suatu produksi pada dasarnya masih belum menunjukkan adanya
kerugian pada pihak konsumen. Namun, berbeda jika hasil produksi itu sua* berbentuk
barang dan dipasarkan atau diperdagangkan, sehingga konsumen dapat menggunakan
atau memakai produk tersebut.

Maka oleh uuPK, antara produksi dan perdagangan dirangkaikan atau dikaitkan,
sehingga seorang pelaku usaha yang membuat atau memproduksi suatu produk atau
barang harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain misalnya exftact dari obat
yang berisikan (ingredient) formula kimia dengan takaran atau dosis tefientu, agar
dapat dijual dan aman dikonsumsi. Berkenaan dengan pentingnya produksi dan
perdagangan terhadap konsumen, maka pelaku usaha harus *.*.rt,utit un persyaratan
dan kondisi setiap barang yang diproduksi dan diperdagangkan. Apakah relah sesuai
dengan ketentuan larangan dalam UUpK dan peraturan perundang-undangan rainnya
seperti UU tentang Barang.

Mengenai larangan untuk memproduksi barang, uLipK rnenentukan dengan tegas
bahwa pelaku usaha dilarang (verboden) memproduksi dan/atau *.rp".dugungkun
barang dan/atau jasa yang:6
l. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan

sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan

menurut ukuran yang sebenarnya;

6 Lihat, Pasal 8 Ayal (l) UUpK.
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4.

9.

Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan ataukemanjuran sebagaimana

dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut;
Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;
Tidak sesuai denganjanji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan
atau promosi penjualan barang dan/ataujasa tersebut;
Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaanl
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pemyataan
"halal" yang dicantumkan dalam label;
Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang,
ukuran, berat/isi bersih atau netto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,
akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk
penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan produk makanan, minuman, dan obat-
obatan padakernasannya tertulis kata-kata best before, artinya paling baik digunakan
sebelum tanggal yang tertera pada kemgsd'n'..Tanda atau label ini sudah umum
digunakan. Semakin jauh jarak waktu antara tan$gal pembelian dan tanggal yang tertera
dalam kemasan, semakin baik dan untuk itu dapat dibeli.

Misal, pada kemasan minuman kaleng tertera atau tertulis best before tanggal 5 Agustus
20C8. j ika dibeli pada tanggal 9 September 2007 rnasih lama atau jauh jarak waktunya,
berbeda jika dibeli pada tanggal 5 juli 2008, walaupun masih dalam rentang waktu yang
dibolehkan, tetapi sudah lebih dekat dengan batas waktu. Oleh karena itu, usahakan

mencari dan memilih produk yang masih jauh jarak waktunya dengan batas waktu
(ex p i r e d) pemakaian yang disarankan.

UUPK juga melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang-barang yang:7
l. Rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap

dan benar atas barang dimaksud;
2. Sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan

atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. =>
? Lihat, Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) UUPK.

t0.

Kelentuan Tentang Barang clan Jasa 73



Apabila, pelaku usaha melakukan pelanggaran pada ketentuan di atas, dilarang
rnemperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan
konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, menteri dan
menteri teknis memiliki wewenang untuk menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Apabila pelaku usaha masih membandel dengan tetap memperdagangkan barang-
barang dengan kriteria tersebut dan dalam kondisi seperti di atas, maka ketentuan
dalam UUPK dengan tegas mewajibkan pelaku usaha untuk menariknya dari peredaran
atas beban biayanya sendiri.8

5.4 Referensi

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa lndonesia, edisi kedua, cet. l. Jakarta: Balai Pustaka,1991.

Hornby, A.S. dan APCowie. Oxford Advanced Learner b Dictionary ofCurrent English.
London: Oxford Universitl, Press. 1974.

Kotler, Philip. Principles of Marketirg. NewJersey: Prentice-Hall. 1986.

$ Lihat, Pasal I Ayat (4) UUPK
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BAB VI
KETENTUAN TENTANG PROMOSI

DAN PERIKLANAN

6.1 Pendahuluan

Globalisasi telekomunikasi dan informasi sedangmelanda di duniayang ditandai dengan

perkembangan bisnis media massa yang begitu pesatnya, sehingga telah ikut

mendorong tumbuhnya bisnis reklame, iklan, dan promosi secara signifikan. Iidaklah
heran, jika bentuk dan jenis promosi semakin atraktif. Media yang digunakan bQragam,

promosi bisnis dapat dikemas dan dimuat dalam surat kabar (koran) dan majalah atau

melalui radio, televisi, dan bahkan internet.

Gejala ini, menunjukkan adanya tingkat persaingan yang ketat di antara para pelaku

usaha dalam arti luas. Sementara itu, bisnis media cetak dan elektronik hingga saat ini

masih mengandalkan sumber pemasukan keuangannya dari iklan. Oleh karena itu,

tidaklah heran jika tampilan iklan pada halaman media cetak dan program acara televisi

dipenuhi oleh iklan yang menyita ruang dan durasi yang lama.

Di satu pihak, pelaku usaha gencar melakukan promosi dan iklan karena merupakan

bagian dari proses penlasaran atas produk yang dihasilkan. Di lain pihak, konsumen

memerlukan produk untuk dikonsumsi. Dalam konteks ini, Marshall C. Howard pernah

mengatakan bahwa: The consumer is clearly not all-kncwledgeab!e. He needs to be

informecl... The more fully inJbrmed the buyer is, the more intelligent his market

decisions will be.l

Arti pentingnya promosi dan iklan dalam era globalisasi ini adalah meningkatnya

persaingan (competition), karena salah satu motivasi dari globalisasi adalah perluasan

pasar, sehingga pasar domestik menjadi terbuka (open market system) dan produk

perusahaan dari negara-negara maju dapat ikut bersaing. Dalanr konteks ini, Robin

Edwards menegaskan bahwa:

I Marshall C. Howard. Legal Aspects of Marketing (Nerv York: McGraw-Hill tnc., 1964), hal.

105. Teriemahan bebas: Konsumen tidak dapat mengetahui semuanya dengan jelas. Dia perlu

diberi tahu. Semakin banyak pembeli diberi tahu, semakin cerdas keputusan pasar nantinya.
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Competition, which is the basis of our economic system, requires that the
ultimate consumers of goods and services be in a position to make rasional
and idormed choices. If there is a disrortion of information, the free
enterprise systeril will not operate fficiently.2

Propaganda tidak hanya berdampak tqrhadap konsumen saja, tetapijuga pelaku usaha.
Dampaknya, dapat bersifat positif atau negatif. Dampak positiidari iklan adalah
memberikan pesan dan informasi kepada siapa pun yang merihat, membaca, dan
mendengarnya; sedangkan dampak negatifbagi konsumen adalah jika propaganda
bisnis tersebut tidak sesuai dengan produk atau dalam pengungkapannya melanggar
nilai dan norma etika, moral, dan sopan santun.

Para konsumen yang membaca iklan dapat terpengaruh. padahal, tingkat pendidikan
dan pemahaman atas isi dan bentuk peragaan iklan tersebut sangat beragam, sehingga
dikhawatirkan para konsumen dapat terkecoh atau terlipu atas iklan Lrsebut. Oleh
karena itu, uuPK mengatur tentang promosi dan iklan ying layak ditampilkan dalam
media massa. Ada tujuh pasal yang secara khusus mengatur tentang hal itu, yaitu
Pasal-pasal 9,10, 12,13, 15, 16, dan 17 UUpK.

6.2 Pengertian Promosi dan Iklan

uuPK tidak menggunakan istilah iklan, tetapi promosi yang artinya adalah kegiatan
pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang daniataujasa untuk menarik
minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang
diperdagangkan.r Walaupun UUPK tidak menyebut dan mernberikan pengertian khusus
tentang iklan, tetapi dalam ketentuan pasal-pasalnya menyebutkan kata mengiklankan,
dalarn konteks melarang para pelaku usaha untuk mengiklankan suatu barang dan/
atau jasa secara tidak benar.

Mungkin, pembuat uuPK menghendaki pengertian yang lebih luas yang tidak harus
rnenggunakan media tertentu. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki kebebasan
untuk memperkenalkan atau mempromosikan karya atau produk yang telah

: Robin Edwards, Issttes in Marketing lara (New South Wales:
Press Lirnited, 1982), hal. 188. Terjemahan bebas: persaingan,
kita, mensyaratkan pernbeli barang dan ;jasa dalam posist untuk
tahu pilihan-pilihannya. Jika ada penyimpangan infbrmasi, maka
tidak akan berjalan dengan efisien.
r Lihat. Pasal I Angka 6 UUPK.

New South Wales University
adalah dasar sistem ekonomi
membuat rasional dan diberi
sistem kebebasan perusahaan
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Jihasilkannya kepada khalayak ramai. Ada altematif dalam memilih saluran promosi,

laitu dapat melalui media massa cetak seperti surat kabar atau koran, tabloid, majalah

atau media elektronik televisi, termasuk b roadcasting,multimedia, atau Secara langsung

kepada masyarakat (publik) calon konsumen dari produknya; dengan mengadakan

acara pertunjukan, hiburan, dan jika perlu dengan undian dan hadiah yang menarik.

Bahkan, sekarang iklan dapat melalui internet yang terpampang pada jaringan dunia

luas (world wide web) atau promosi di dunia maya (virtual world).

Pengertian iklan bagi para penerbit surat kabar, memiliki tafsir khusus dan agak bersifat

teknis. Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat pada tanggal 30 September 1968 pernah

menerbitkan Kode Etik Periklanan. Di dalam kode etik itu dicantumkan afti iklan, yaitu

publikasi atau penyiaran yang berupa reklame, pemberitaan, pernyataan atau tulisan

dengan menyewa sesuatu ruangan dengan maksud memperkenalkan atau

memberitahukan sesuatu melalui media pers.'

Pengertian itu, tidak jauh berbeda dengan arti iklan menurut Persatuan Perusahaan

Periklanan Indonesia yang dituangkan dalam Tata Krama Periklanan Indonesia tanggal

22 Desember 1979, yaitu sebuah pesan penawaran yang ditujukan kepada massa

kelompok tertentu, dan berusaha melalui cara persuasi meniual barang, jasa, gagasan

serla cita-cita atas nama sponsor yang membiayainya.

6.3 Kode f,tik dan Tata Krama Periklanan

Kode etik merupakan salah satu bentuk norma susila yang ditujukan untuk pedoman

moral bagi seriap individu. Sanksi yang ditegakkan dalam kode etik bersifat pribadi

(individual). Secara formal pedoman moral tersebut dirumuskan dalam bentuk prinsip-

prinsip, ketentuan-ketentuan normatif, pengakuan, dan pernyataan ientang peristiwa

dan perbuatan teftentu yang diharuskan, dianjurkan, dan dilarang. Etika memiliki unsur

hukum atau bersifat hukum (legat) karena memberikan pengaturan sebagai pedoman

bagi setiap anggota dalam suatu organisasi profesi tertentu. Kode etik berlaku internal

bagi kelompok profesi tersebut. 
rq

Kode berasal dari bahasa Yvnani code, dalam hal ini adalah suatu sistem yang lengkap

tentang norma yang berlaku dan secara resmi diumumkan. Istilah etik senantiasa

berkaitan dengan kewajiban moral setiap orang atau berkenaan dengan profesi terhadap

orang/pihak lain, atau sesuai dengan norma moral dan standar perilaku profesional.

a As'ad Sunggul't, 25 Etika Profesi (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)' hal 63
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Dengan demikian, kode etik merupakan bentuk dan jenis peraturan yang dibuat oleh
kelompok sosial dan kelompok profesi tertentu yang berlaku terhadap setiap
anggotanya. Sanksi atas pelanggaran kode ethik akan ditegakkan oleh dan di kalangan
kelompok/organisasi yang bersangkutan yang dapat berupa keputusan dari dewan
kehormatan.

Kosdeetik bertujuan, agar dalam menjalankan profesi tertentu dapat berlangsung dengan
baik, aman, dan lancar. Maka dibuatlah suatu aturan tentang kewajiban moral atau tata
krarna yang intinya adalah menghendaki agar dalam praktiknya dapat berjalan dengan
wajar dan sehat.i

Sifat mengatur sendiri (self regulatory) pada kode etik diakui dan dihormati
keberadaannya secara yuridis. Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan kode
etik. Karena organisasi atau institusi sosial adalah entitas hukum (legol entity) yang
diakui memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi) dengan
membuat regulasi organisasi (self regulatory organizations) yang dihormati secara
internal dan eksternal dalam interaksinya dengan institusi sosial lainnya.

Kode etik dan tata krama periklanan merupakan pelengkap dari UUpK. Karena kode
etik juga merupakan peraturan berperilaku (the code of conducr). Asosiasi profesi
telah membuat kode etik dan tata krama yang memuat rumusan tentang prinsip-prinsip
dan norma-norma periklanan agar praktik bisnis periklanan dapat berjalan dengan wajar
dan sehat, sehinggaterhindardari persaingan curang (unfair competition)antarsesama
pelaku usaha yang akan berdampak terhadap konsumen.

Dengan adanya kode etik atau tata krama yang diterbitkan oleh asosiasi profesi tersebut
menunj ukkan bahwa ada pertan ggungi awaban profesional Qcr ofe s s i o n a I I i a b il i tfl bagi
profesi tertentu seperti parajurnalis atau perusahaan penerbitan (pers). Ada dua macam
pertanggungi awaban profesi onal, p ert am a bersifat internal sesama profesional yang
didasarkan pada kode etik profesi. Kedua,bersifat eksternal dalam hubungannya dengan
pihak lain seperti pelanggan (customer), klien (client), dan pihak-pihak lain (sral<e
holder) selain didasarkan pada kode etik sebagai standar dalam memberikan jasa
profesionalitasnya, juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum,6 UUpK misalnya.

i Yunus shofie, Perlindungan Konsumen dan lnsrrunrcn-lnsrrumen Hukumnya (Bandung: pr
Citra Aditya Bakti, 2000). hal. 139.
6 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsunten lndonesia (Jakarta: pr Grasindo, 2000), hal. 67-6g.
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Ketentuan dalam butir 3 Kode Etik Periklanan yang diterbitkan oleh Serikat Penerbit
Surat Kabar Pusat dengan tegas menentukan: "Iklan yang dimuat dalam media pers

Indonesia adalah yang bersifat membangun dan yang bermanfaat bagi perkembangan
dan kemajuan nrasyarakat Indonesia, bebas dari corak-corak yang bersifat amoral,
asosial, dan harus sesuai dengan kepribadian serta sopan-santun yang berlaku dalam
masyarakat Indonesia."T Sehubungan dengan hal itu, maka harus ditolak atau dibatalkan
pemasangan iklan, apabila suatu iklan memenuhi kriteria berikut:8
l. Bersifat tidak jujur, menipu, menyesatkan dan merugikan sesuatu pihak, baik moril

maupun materiil, atau kepentingan umum;
2. Dapat melanggar hukum, melanggar ketentuan umum atau pun yang dapat

menyinggung rasa susila, dan yang bersifat pornografis atau vulgar, dan yang

dapat membangkitkan nafsu seksual (birahi);
3. Dapat merusak pergaulan masyarakat dan yang dapat menimbulkan efek

psikhologis yang merusak kepribadian bangsa dan yang merusak nama baik/
martabat seseorang;

4. Dapat merusak kepentingan nasional, secara moral, materiil dan spirituil, maupun
kepentingan-kepentingan lain yang berlawanan dengan asas Pancasila;

5. Bertentangan dengan kode-kode profesi golongan lain (dokter, penasihathukum,
dan sebagainya), demi menghormati kode-kode profesi tersebut;

6. Merupakan iklan politik yang bersifat destruktif.

Dalam era persaingan yang ketat dewasa ini. ketentuan kode etik semacam itu jika
sungguh-sungguh ditegakkan, tidak hanya akan melindungi kepentingan konsumen
tetapi juga bagi pelaku usaha.

6.4 Kegi:rtan Promosi yang Dilarang

Di dalam UUPK diatur secara khusus perlindungan terhadap promosi dan periklanan.
Ada tujuh pasal dalam UUPK yang memuat ketentuan tentang larangan promosi dan
iklan, yaitu pasal-pasal 9,l(),12,13, I 5, 16, dan l7 UUPK.

Dalam UUPK ditentukan dengan tegas bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan,

mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar
dan/atau seolah-olah:e

? As'ad Sungguh, op. cit., hal. 63
\ lbid.
1' Lihat, Pasal 9 Ayat (l) UUPK.
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1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah
atau guna tertentu;

2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,

persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan teftentu, ciri-ciri kerji atau
aksesori tertentu;

4. Barang dan/atau ja-sa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
persetujuan atau afiliasi;

5. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. Secara langsung atau tidak langsung rnerendahkan barang dan/atau jasa lain;
10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti u.nun, iiduk berbahaya, tidak

mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap,
ll. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang Uelum pasti.

walaupun ketentuannya tentang promosi dan iklan, namun karena substansi dalam
iklan tersebut adalah produk, maka UUpK melarang produk berupa barang dan/atau
jasa tersebut untuk diperdagangkan. Bagi pelaku usahayang melakukan pelanggaran,
dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang danlatau lasa
tersebut.

Selanjutnya, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan
atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:ro
l. Harga atau tarifsuatu barang dan/ataujasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan,jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ataujasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu
barang dan/ataujasa dengan harga atau tarifkhusus dalam waktu danjumlah tertentu,
jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannyi sesuai dengan
waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.il

r') Lihat, Pasal l0 UUPK
rr Lihat. Pasal 12 tiIJPK
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{da kalanya pelaku usaha mengiklankan produknya dengan memberikan janji-janji
.eperti pemberian hadiah berupa barang danlatau jasa. Dalam hal ini, para pelaku

lsaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang

Jan/ataujasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/ataujasa

lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak

sebagaimana yang dij anj ikannya. r2

Kemudian, dalam ketentuan berikutnya ditegaskan juga bahwa pelaku usaha dilarang

nenawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen

makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan

lemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.rl

Cara-cara kekerasan dan pernaksaan dalatn menawarkan barang dan/ataujasa sangat

dilarang. Oleh karena itu, dilarang menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara

pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis

terhadap konsumen. r'

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dapat menggunakan cara

langsung melalui pesanan. Cara pesanan dapat melernahkan posisi konsumen. Karena

transaksi sudah diputus dengan membuat order pesanan. Biasanya barang yang

diterima kemudian oleh konsumen tidak sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang

diminta atau diinginkan oleh konsumen. Berkenaan dengan penawaran demikian itu,

maka melarang pembelian melalui pesanan untuk:1s

i. Tidak rnenepati pesanan danlataukesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan

yang dijanj ikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan danlatau prestasi.

Ketentuan tentang larangan berkenaan dengan periklanan, tidak hanya ditujukan untuk

kegiatan atau aktivitasnya saja, melainkan juga ditujukan bagi para pelakunya, ialah

perusahaan periklanan. Para pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:r6

rr Lihat, Pasal 13 Ayat (l) UUPK.
rr Lihat Pasal l3 Ayat (2) UUPK.
rr Lihat, Pasal l5 UUPK.
15 Lihat. Pasal l6 UUPK.
r(' Lihat. Pasal l7 UUPK.
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l. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga
barang dan/atau tarifjasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau
jasa;

2. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
3. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau

jasa;

4' Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
5. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau

persetujuan yang bersangkutan;
6. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

periklanan.

Sehubungan dengan hal itu, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran
iklan yang telah melanggar Iarangan memproduksi iklan seperti di atas.

6.5 Referensi
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BAB VTI
KETENTUAN TENTANG CARA PENIUALAN

7.1 Pendahuluan

Para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produknya dapat dilakukan dengan

berbagai cara. Mereka mengembangkan cara-cara penjualan dengan menyelenggarakan

acara yang menarik konsumen. Praktik penjualan barang berupa pakaian siap pakai

(readyforuse) ataugarmen banyak menggunakan cara penjualan dengan memberikan

harga diskon (reduce price) atau harga obral. Ada pula yang memberikan hadiah dengan

point tertentu.

Cara penjualan semacall itu dapat menarik perhatian konsumen. Tetapi di balik itu

semua, posisi konsumen rawan terhadap tindakan penipuan. Mungkin pelakunya bukan

perusahaari-yang menjanjikan dan menyediakan hadiah, tetapi pihak lain yang secara

tidak bertanggung jawab menyebarkan kabar bohong kepada seseorang yang

dinyatakan sebagai pemenangnya. Untuk itu, ia dimintai sejumlah uang untuk
pengurusannya. Namun, setelah uang dikirim atau ditransfer ke nomor rekening pada

bank yang ditunjuk, apa yang terjadi? Ternyata hadiah tak kunjung datang. Padahal,

uang sudah diserahkan

Undian juga menjadi salah satu cara penjualan yang banyak dilakukan. Biasanya di
rnal-mal, dengan cara menyediakan karcis yang dikumpulkan dengan nomor tertentu

yang akan diundi setelah berjalan sekita: empat bulanan. Cara pengundian dengan

saksi-saksi dan dikuatkan dengan akte notaris, merupakan prosedur standar yang

telah ditetapkan.

7.2 Obral dan Lelang

Penjualan barang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang pada hakikatnya

bertujuan agar barang dapat laku dijual. Cara yang paling umum dengan melakukan

obral atau dengan cara melelang barang. Ada pula yang melakukan "banting" harga di

pusat-pusat perbelanjaan dan mal. Penurunan harga (reduce price), harga diskon

(discount price), dan obral barang hingga mencapai 50o/o dari harga semula ditempuh,

asalkan barang terjual.
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Konsumen banyak yang terkecoh dengan adanya harga khusus itu. Membaca iklan
adanya penawaran harga khusus di media massa dari suatu pusat perbelanjaan seper-ti
department store, super market, danmalmendorong konsumen untuk mengunjunginya.
\iy'alaupun penjualan secara obral rawan dan potensial untuk menyesatkan konsumen.l
Tetapi, penjualan dengan harga obral tidak dilarang, asalkan tidak melanggar ketentuan
hukum perlindungan konsumen.

uuPK memuat ketentuan tentang larangan penjualan secara obral atau lelang, yang
dapat mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan;2
I' Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar

mutu tertentu;
2. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat

tersembunyi;
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud

untuk menjual barang lain;
4. Tidak raenyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup

dengan maksud menjual barang yang Iain;
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan

maksud menjual jasa yang lain;
6. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Ada kalanya tujuan pelaku usaha melakukan cara penjualan secara obral, bukan untuk
promosi tetapi untuk menghabiskan barang yang menumpuk di gudang. Mungkin
karena barang-barang itu tidak laku atau ada cacat pada produk tersebut; sedangkan,
barang yang baru telah datang, sehingga terjadi penumpukan di gudang. oleh karena
itu, gudang harus dikosongkan, maka dipilihlah istilah "cuci gudang". Untuk melakukan
hal itu, agar menarik perhatian calon konsumen, dipromosikan dengan membuat harga
obral atau diskon besar-besaran 50% hingga mencapaiT0o/o.

Pelaku usaha tidak pernah kehilangan akal dan cara untuk menjual barang-barang
yang ada di gudangnya. Misal dengan menawarkan harga satu unit komputer dengan
imbalan berupa hadiah sebuah mesin pencetak Qtrinter). Dicantumkan dalam iklan di
koran, dengan catatan jika persediaan masih ada atau jumlah barang terbatas. Akibat
dari iklan tersebut, mendorong konsumen untuk segera membelinya, tetapi ternyata

I Yusuf Shofie. 21 Potensi Pelanggaran dan Cara
Lembaga Konsumen Jakarta-plRAC, 2003), hal. 62.
r Lihat. Pasal I t UUPK.
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: :ak mendapat printer seperti yang tercantum dalam iklan, alasannya persediaan

::rang sudah habis dibagikan kepada konsumen. Padahal, sesungguhnya pelaku usaha

:- memang tidak ingin menjual komputer bersamadenganptinter"

3erkenaan dengan hal itu. uuPK menentukan bahwa jika pelaku usaha melakukan

:<njualan dengan cara sepefti itu, maka sebelum pelaku usaha memasang iklan di

..lran. dia harus sudah memiliki barang dalam jumlah yang memadai sesuai dengan

-rrisipasi konsumen. Demikian, UUPK mengatur tentang arti dari jumlah tertentu dan

- .mlah yang cukup. Dalam praktiknya, pelaku usaha biasanya memasang iklan dengan

-r:enyatakan, tersidia printer untuk 20 orang pembeli pertama. Hal ini dimaksudkan

.Earkonsumen tidak kecewa, jika tidak mendap at printerkarena sudah habis. Hal ini

trL masih harus diperiksa apakah benar pelaku usaha memiliki cadangan (stock) printer

seperti yang dimuat dalam iklan di koran.

7.3 Undian dan Hadiah

UUPK juga mengaturtentang larangan melakukan penjualan dengan memberikan hadiah

nelalui cara undian yang tidat< benar. Ada beberapa persyaratan bagi pelaku usaha

l ang akan menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara memberikan hadiah melalui

cara undian, yaitu apabila:r

1. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

?. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;

l. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

-1. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Jika tidak dapat memenuhi persyaratan di atas, maka carapenjualan dengan mernberikan

hadian-hacian dilarang oleh uuPK. Meskipun demikian, masih dimungkinkan dilakukan

cara-cara yang akan terus dikembangkan sesuai dengan siasat bisnis untuk memperoleh

keuntungan yang besar.

Pelaku usaha biasanya jika akan memberikan hadiah kepada konsumen karena ada

peristiwa-peri stiwa{eveits)tertentu, misal dalam rangka merayakan atau memperingati

irari ulang tahun perusahaan, yaitu dengan membuka program acara hadiah selama

waktu tertentu disiarkan melalui televisi, surat kabar, radio, dan pamflet. cara-cara

seperti itu terkesan "meneror" sikap konsumtif dari konsumen.a Di situ disiarkan atau

t Lihat, Pasal 14 UUPK.
, Sudaryatmo, Hulotm dan Adyokosi Konsumen (IrT CitraAditya Bakri. Bandung 1999), hal' 4 et' seq'
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dicantumkan pengumuman tentang program acara pembagian hadiah melalui undian.
Janjinya, dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pengumuman, akan disiarkan
pengundiannya secara terbuka di media massa cetak atau koran nasional yang ditunjuk
dan ditentukan.

Acapkali pelaksanaan atau penyelengg araan acara"bagi-bagi" hadiah dari perusahaan
kepada konsumennya "ditunggangi" oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
untuk ikut memberikan kabar kepada konsumen. Kabar disampaikan kepada konsumen
melalui surat yang dikirim melalui pos. Di dalam amplop diberitahukan bahwa si pengirim
formulir undian berhadiah adalah pemenangnya dengan hadiah tertentu yang jenis,
atau macam dan nilainya disebutkan.

Selain itu juga dilampirkan potongan formulir yang berisi nomor peserta undian
berhadiah tersebut. Konsumen yang menjadi sasaran penipuan, percaya bahwa
potongan formulir tersebut adalah miliknya; sehingga berusaha untuk mengadakan
kontak person dengan pihak yang tertera dalam surat pemberitahuan yang
sesungguhnya palsu tetapi dibuat seolah-olah benar-benar diterbitkan oleh dan dari
perusahaan. Penipuan dengan cara yang mirip dengan hal itu juga sering dilakukan
melalui telepon selular (ponsel). Biasanya ditawarkan hadiah berupa pulsa gratis dalam
jumlah tertentu.

7.4 Referensi

Shofie, Yusuf. 2l Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen.
J akarta: Lembaga Konsumen J akarta- plRAC, 2003 .
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BAB VIII
KETENTUAN

{,

TENTANG TRANSAKSI
BISNTS

8.1 Pendahuluan

Hubungan hukum antarpelaku ekonomi dilakukan melalui tahapan tertentu yang diawali

denganperundingan (negotiation) dan disusul dengan transaksi dan realisasi. Berarti,

transaksi (transaction) merupakan kesepakatan hasil dari perundingan atau negosiasi.

Transaksi bisnis dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dituangkan ke dalam
'cenruk perjanj ian tertulis, disebut dengan kontrak (contract) yang dibuat sesuai dengan

hasil negosiasi. Adanya kontrak merupakan bukti atau indikator adanya hubungan

hukum dari pihak-pihak yang membuatnya.

Dalam negosiasi bisnis, masing-masing pihak melakukan proses penawaran dan

penerimaan (offering and acceptance). Hasil dari negosiasi adalah kesepakatan-

kesepakatan (agreements) dariparapihak. Butir-butirkesepakatan dalam kontrakyang

ditulis dafam bentuk pasal-pasal, lazim disebut dengan klausula-klausula(clauses).

Dalam praktiknya, pembuatan kontrak tidak melalui negosiasi yang panjang. Proses

terjadinya kesepakatan sangat cepat dan sederhana karena masing-masing pihak cukup

dengan menandatangani suatu formulir kontrak yang sudah dibakukan atau

distadarisasi. Kontrak-kontrak perbankan banyak menggunakan kontrak yang telah

distandarisas i (s t an dar d c ontr act).

Kontrak standar banyak dilakukan antara bank dan nasabah (customer). Gejala ini,

lebih didorong atau disebabkan karena alasan praktis dan efisien. Nasabah bank dalam

hal ini dapat dikualifikasi sebagai konsumen penggunajasa perbankan. Keberadaan

kontrak standar di perbankan harus dicermati, karena konsumen dapat dirugikdnjika

ada klausula yang sengaja menguntungkan pihak bank sebagai pelaku usaha dengan

cara membuat rumusan yang sulit dimengerti oleh konsumen.

UUPK memberikan rambu-rambu agar penggunaan kontrak standar atau kontrak baku

dalam praktik bisnis tidak merugikan kepentingan dan hak-hak konsumen. Pengaturan

tentang kontrak dengan klausula baku tidak dilarang atau dibolehkan, asalkan tidak

melanggar ketentuan dalam UUPK.
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8.2 Arti dan Bentuk Transaksi

Transaksi bisnis adaiah tindakan atau perbuatan bisnis yang didasarkan pada
kesepakatan bisnis (dagang). Ada juga yang mengartikan transaksi bisnis sebagai
kesepakatan bisnis. Secarakebahasaan, transaksi (n) adalah: (l) persetujuanjual-beli
r di perdagangan) antara dua pihak; (2) pelunasan (pemberesan) pembayaian (di bant;.,
\lenurut kamus hukum , transaction (r) adalah (l) The act or an instance of condttcting
frssiizess or other dealings. (2) something performed or carried out; a businei
-;greement or exchange. (3) Any activie involving ftro or more persons.2

Transaksi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai ragam dengan konsekuensi dan
perlakuan hukum yang berbeda, sesuai dengan obyeknya. Misal transaksi saham di
bursa atau pasar modal akan berbeda konsekuensi dan perlakuan hukumnya dengan
iransaksi pembelian sepeda motor. Transaksi bisnis dapat dilihat sebagai pelaksanian
.iari kesepakatan yang dituangkan ke dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Dalam praktik bisnis dewasa ini, perjanjian atau kontrak telah berkembang dan mengarah
pada gejala dibuatnya suatu kontrak baku atau kontrak standar. Dalam literatur dikenal'5erbagai istilah tentang perjanjian atau kontrak baku, yaitu standard contracr;
standardized agreement, adhesion contracts, contract ofaclhesion.r Kontrak baku pada
hakikatnya adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang memuat ketentuan
tentang syarat dan kondisi (ternts and conditions) secara baku atau sudah distandarisasi.

Setelah kontrak baku ditandatangani, biasanya baru akan timbul persoalan hukum
berkenaan denganjaminan purnajual (warranties after sales) sesuai dengan klausula
daiam kontrak yang bersangkutana. Karena biasanya pelaku usaha akan mencoba
rnengalihkan tanggung jawabnya melalui klausula dalam kontrak.

Kesepakatan dalam kontrak dilarang memuat klausula-klausula yang memberatkan atau
bersifat mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, atau seolah-
oiah konsumen telah memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk bertindak, atau
menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen. UUpK mengatur
:entang klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam kontrak.

I Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
lndonesia. edisi kedua, cet. l, (Jakarta: Balai pustaka, l99l). hal. 1070.I Bryan A. Garner, edt., Black's Lav Dictionary, edisi ketuju, (Minnesota: west Group, 1999),
hal. I 503.
'.Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak
dalam Perlanjian Kredit Bank di lndonesia (Jakarta: Institut Bankir indonesia,lggj), hal. 65.
' E Farnsworth dan W. Young, Cases and Materials on Controcts (USA: The University of
Chicago,1988).
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Banyak istilah yang digunakan tentang klausula-klausula baku. Dalam literatur klausula-

klausula seperti itu disebut dengan klausula eksemsi, klausula eksonerasi (exoneratie

clausule), onredelijk bezwarend, unreasonably onerous, exclusion clause, exemption

clause, exculpatory clause, warranty disclaimer clause, limitation of liability.s

8.3 Syarat atau Klausula Baku yang Dilarang

Menurut Drion, setidaknya ada tiga aspek negatifdari kontrak standar atau kontrak

adhesi, yaitu:6

l. Penyusunan sepihak: pihak yang menyusun kontrak tidak cukup memperhatikan

kepentingan pihak lainnya;
2. Tidak diketahuinya isi syarat: pihak yang ikut serta umumnya tidak maklum akan

isinya dan sudah pasti tidak mengetahui huruf-huruf kecil di sebelah belakang

yang sering terdapat;

3. Kedudukan terjepit: pihak yang ikut serta berada dalam posisi terjepit.

Aspek-aspek negatif itu telah berlangsung dan terjadi di dalam praktik bisnis dan

keuangan. Hal ini sesungguhnya merupakan pembuktian kembali dari posisi atau

kedudukan konsumen yang lemah dan tidak setara di hadapan pelaku usaha. Oleh

karena itu, logis dan wajar jika UUPK mengatur tentang larangan terhadap klausula

baku yang tidak memenuhi persyaratan tertentu.

Larangan terhadap pembuatan konffak yang mencantumkan klausula baku dapat ditinjau

dari dua aspek, pertama, aspek materiel, yaitu substansi atau isi kontrak; kedua, aspek

formil, yaitu bentuk dan format kontrak. Berikut ini larangan yang dimaksud:

l. Aspek materiel; ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barangdan/

atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:7

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang

yang dibeli konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang

yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

5 Sutan Remy Sjahdeni, op. cit. hal.72 et seq.
6 R.J.H. Engels, "syarat-Syarat Eksonerasi atau Syarat-Syarat untuk Pengecualian Tanggung

Jawab," Compendium Hukum Belanda ('s Gravenhage: Yayasan Kerjasama llmu Hukum
Indonesia-Negeri Belanda, 1978), hal. 164.
7 Lihat, Pasal l8 Ayat (l) UUPK.
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Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyekjual belijasa;
Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan d,an/atatpengubahan lanjutan yang dibuat sepihak
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Klausula dalam kontrak standar dilarang oleh UUPK karena memuat substansi yang
melepaskan atau mengalihkan tanggungjawab dari pelaku usaha. Klausula ini disebut
klausula eksonerasi. Misal, dalam transaksi pembelian barang sering dijumpai rumusan
kalimat pada tanda bukti pembelian dan pembayaran barang yang menyatakan: "Barang
yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan".

Rumusan kalimat semacam itu dapat diklasifikasi sebagai kalusula yang rnengalihkan
tanggungjawab penjual atau pelaku usaha. Padahal, sudah menjadi asas atau prinsip
pokok dalam transaksi pembelian barang bahwa penjual memiliki kewajiban kepada
pernbeli untuk rnenanggung: (1) penguasaan benda atau barang yang dijual secara
aman; dan (2) cacat tersembunyi yang ada pada barang yang dapat menjadi alasan
untuk pembatalan transaksi pembelian.
2. Aspek formil; berkenaan dengan larangan pencantuman klausula baku berdasarkan

letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secarajelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.8

Ada yang berbeda antara hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata,
khususnya berkenaan dengan akibat hukum. Dalam uuPK dicantumkan ketentuan
larangan atas suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat materiel dan formil, sehingga
jika dilanggar menurut UUPK akan berakibat hukum terhadap kontrak baku tersebut

8 Lilrat, Pasal 18 Ayat (2) UUPK.

d.

e.

g.
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dinyatakan batal demi hukum.e Dengan demikian, pelanggaran atas larangan materiel
dan formil dalam UUPK memiliki akibat hukum yang sama. Sedangkan, ketentuan dalarn

Pasal 1320 KUH Pdt. mengatur bahwa jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian

akibat hukumnya dibedakan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Di Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru(Nieuw Burgerlijk Wetboek)

:elah mengatur tentang perjanjian baku, dengan ketentuan sebagai berikut:r0

1. Bidang-bidangusahayangdapatmenggunakan perjanjian bakuditentukan dengan

peraturan;
l. Perjanjian baku dapat ditetapkan, diubah, dan dicabutjikadisetujui oleh menteri

kehakiman melalui panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menlusun dan cara

kerja panitia diatur dengan undang-undang;
l. Penetapan, perubahan, dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai

kekuatan, setelah ada persetujuan raja dan keputusan raja mengenai hal itu,

diletakkan dalam berita negara;
l. Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya

mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku jika ia mengetahui

isinya.

Perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh perbankan biasanya menggunakan kontrak
standar dengan memuat klausula yang intinya menyatakan bahwa pihak bank dapat

bertindak secara sepihak tanpa memerlukan izin dari nasabah atau konsumen. Misal

dalam perjanjian kredit perbankan umumnya memuat klausulaberikut ini: "Menyimpang

dari pasal 7 ayat (1) di atas, Bank sewaktu-waktu dapat menarik kembali fasilitas-

fasilitas kredit tersebut atas pertimbangan Bank sendiri." Ketentuan pasal 7 ayat (l)
yang ditunjuk itu mengatur tentang masa perjanjian atau masa kredit selama l2 (dua

belas) bulan. Rumusan dari klausula itu dengan tegas menyebutkan tentang tindakan

scpihak yang akan dilakukan oleh bank tanpa harus memberitahukan dan memperoleh

persetujuan dari nasabah (konsumen).

Klausula baku yang intinya memuat ketentuan sepihak dari pelaku usaha, masih banyak

dijumpai dalam praktik bisnis ( business practrces). Selain dalam praktik perbankan, klausula

baku juga dijumpai dalam beragam model, antara lain seperti contoh-contoh berikut:rl

l. klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

berkenaan dengan kendaraan yang diparkir bukan tanggung jawab pengelola

parkir;

e Lihat, Pasal l8 Ayat (3) UUPK.
r0 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (Bandung: PT Citra Aditya Bakti' 1999), hal. 94.

" Yusui Shofie, 2/ Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen (Jakarta:

Lembaga Konsumen Jakarta-PlRAC, 2003), hal. 68-69-
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4

klausula baku yang menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli atau barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan;
klausula baku yang menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen;
klausula baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang
dibeli konsumen secara angsuran yang banyak dijumpai dalam perjanjian
pembelian barang elektronik atau kendaraan bermotor.

Pentingnya, ketentuan tentang larangan ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha karena
dapat dijadikan bahan untuk meminta pembatalan kontrak ke pengadilan. Oleh karena
itu, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang selama ini dilakukan apabila
ternyata bertentangan dengan persyaratan transaksi baku menurut UUPK.r2
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r: Lihat, Pasal l8 Ayat (4) UUPK
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BAB IX
TANGGUNG IAITAB HUKUM

PELAKU USAHA

9.1 Pendahuluan

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang

dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha

digantungkan padajenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk dari tanggungjawab

1,ang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

kesehatan dan/atau pemberian santunan. Dalam Bab VI UUPK diatur tentang tanggung

-jawab pelaku usaha, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Setiap subyek hukum diberi tanggung jawab menurut hukum, yang dalam hal-hal

tertentu dapat dimintakan pertanggungiawaban di muka hukum dan pengadilan, bagi

siapa pun yang melanggar ketentuan larangan dalam UUPK. Penegakan sanksi dalam

UUPK dapat dilakukan melalui dua cara utama, ialah nonlitigasi dan litigasi.

Tanggungjawab menurut hukum digantungkan pada adanya persyaratan yurifis sesuai

dengan bidang hukumnya. Tanggung jawab dalam hukum pidana berbeda dengan

tanggung jawab dalam hukum perdata. Umumnya tanggung jawab pidana mencakup

unsur-unsur pokok, yaitu: (1) ada pelaku yang mampu bertanggung jawab; (2) ada

tindakan atau perbuatan yang salah; dan (3) ada hukuman yang dapat dijatuhkan.

Oleh karena itu, perlu dipahami dengan benar arti tanggung jawab dalam konteks

perlindungan konsumen yang memadukan berbagai tanggungjawab. Tanggungjawab
hukumjuga dapat dilihat dari sanksi hukumnya yang terdiri dari sanksi-sanksi hukum

adminishasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata.

Tanggung jawab hukum perdata digantungkan pada sifat hubungan hukum yang

melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat

dimintakan berdasarkan pelanggaran kontrak karena wanprestasi (nonperformance)

atau melalui perbuatan melawan hukum. Untuk meminta pertanggungiawaban melalui

hukum perdata mensyaratkan keharusan adanya kesalahan dari pihak pelakunya.
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Kesalahan yang dilakukan itu melanggar kontrak atau peraturan hukum umum dalam
suatu undang-undang (UU). Dengan demikian, pelakunya dapat dimintakan
pertanggungjawaban. Dalam hukum perlindungan konsumen pelaku usaha harus dapat
dimintakan pertanggunglawaban, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak

dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen
terganggu.

Konsumen dapat melakukan pilihan rasional, apakah sengketa yang muncul dalam

transaksi dengan pelaku usaha akan dilakukan dengan melalui proses nonlitigasi atau

litigasi dan bidangnya pun dapat dipilih apakah perkara administratif, pidana, atau

perdata. Hal ini tergantung pada kasus posisinya, alat-alat bukti yang dimiliki,
kemampuan ekonomi untuk melaksanakan tuntutan hak, dan keinginan konsumen yang

bersangkutan. Tanggung jawab pelaku usaha melekat pada UU, maka setiap pelaku

usaha harus memperhatikan UUPK. Tanggungjawab hukum menurut UUPK beragam
terdiri dari berbagai model tanggungjawab hukum.r

UUPK memberikan jaminan hukum bahwa hak-hak konsumen akan dilindungi, jika
dilanggar oleh pelaku usaha. Begitu pula dengan pelaku usaha memberikan jaminan

kepada setiap konsumen yang mengadakan transaksi langsung maupun taklangsung
dengannya. Karena ketentuan UUPK menyatakan, baik dengan tegas atau diarn-diam,
bahwa ada perbuatan yang dilarang dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh
pelaku usaha. Dengan kata lain, UUPK menentukan perilaku dan aktivitas bisnis yang

dibolehkan, dianjurkan, dan dilarang untuk dilakukan.

Ganti kerugian yang digugat atau dituntut oleh konsumen akibat periiaku negatif dari
pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang konkrit dan dapat dirasakan oleh
konsumen. Apalagi, jika kerugian itu harus dijalani oleh konsumen di rumah sakit
karena adanya kecelakaan atau kesehatannya terganggu setelah menggunakan produk
tertentu. Maka, siapa yang akan membayar obat dan biaya-biaya yang timbul dari
pengobatan dan perawatan? UUPK memberikan ketegasan bahwa pelaku usaha

bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atau kompensasi.

I Johannes Gunawan, -Hukum Perlindungan Konsumen," Aspek Hukum dari Perdagangan
Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum lndonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas,
Tim Editor lda Susanti dan Bayu Seto (Bandung: PT Citra Adity Bakti, 2003), hal. 116 er. seq.
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9.2 Arti Tanggung Jawab Hukum

Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan
sebagainya).2 Dalam bahasa Inggris, kata tanggungjawab digunakan dalam beberapa
padanan kata, yaitu liability, responsibility, dan accountabiliry*.

Kamus Oxford mengartikan (1) liability: the state of being liable.3 (2) Responsibility:
being responsible, being accountable.o (3) Accountability: responsible.s Kamus
Inggris-Indonesia mengartlkan liability adalah pertanggungjawaban;6 sedangkan
r esp onsibility adalah pertanggunganjawab, tanggung j awab.? A ccountab ility adalah
keadaan untuk dipertanggungiawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggungan jawab.s

Kadang akuntabil itas digunakan untuk tanggung j awab keuangan.

Berdasarkan pen,eertian tersebut, dapat dipahami bahwa istllah liability,responsibility,
dan accountability dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti, ialah tanggung
jawab. Berbeda dengan bahasa Belanda yang memiliki padanan kata tersendiri, yaitu
verantwoordelijkheid untuk responsibility; aansprakelijkheid untuk liability.,
Menurut Agnes M. Toar, dalam bahasa Indonesia juga dapat digunakan istilah yang
berbeda, yaitu tanggung gugat untuk liability; dan tanggung jawab untuk
responsibility. Walaupun kedua istilah itu sesungguhnya tidak berbeda.r0

lstilah tanggungjawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut kamus
bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah: ( I ) perbuatan bertanggung jawab;

: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahosa
Indonesia, edisi kedua, cet. l, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 1006.
I A.S. Hornby dan AP Cowie, Oxlord Advanced Learner's Dictionary of Current English
(London: Oxford University Press, 1974).hal. 7.
1 lbid, hal. 486.
5 lbid, hal. 722..
6 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus lnggris-lndonesid (Jakarta: PT Gramedia,
1982), hal 356.
1 lbid, hal. 481.
I lbid,hal.7.
e Agnes M. Toar, Penyalahgunaon Keadaan dan Tanggung Jawab atas Produk di Indonesia
(Pada Umumnya), (Makalah Seminar Pertanggungan Jawab Produk dan Kontrak Bangunan,
Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, tanggal
25-26 Agustus 1988), hal. 7.
$ lbid.

Tanggung Jowab Huhum Pelahu Usaha 95



(2) sesuatu yang dipertanggungjawabkan.rr Dengan demikian, pada tanggung jawab
Iebih ditekankan pada adanya suatu kewajiban untuk menanggung yang dapat
dikenakan; sedangkan pertanggunglawaban pada adanya sesuatu yang harus
dipertanggunglawabkan, akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan
tertentu.

Kamus hukum Black's Law Dictionary mengartikan liability sebagai the quality or
state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to
society, enforceable by civil remedy or criminal punishment.t2 Responsibility adalah
(l) liability;{2) A person's mentalfitness to answer in court.for his or her actions
(criminal law); (3) Guilt (criminal law).11 Accountable adalah responsible,
ansv'erable.to

Dengan demikian, istllah{term)tanggungjawab hukum adalah kewajiban menanggung
suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di sini, ada norma atau peraturan
hukum yang mengatur tentang tanggungjawab. Ketika, ada perbuatan yang melanggar
norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungiawaban sesuai dengan
norma hukum yang dilanggarnya.

Dalam konteks itu, istilah pertanggungiawaban hukum lebih tepat digunakan, karena
menunjukkan adanya perbuatan yang dapat dimintai tanggung jawab melalui prosedur
hukum dengan mengajukan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Meskipun demikian,
kedua istilah ini kadang-kadang digunakan secara bergantian, karena memiliki kesamaan
makna.

9.3 Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Kesalahan

Awalnya, sistem pertanggungiawaban hukum di Indonesia, mendasarkan pada
ketentuan normatif tentang perbuatan melawan atau melanggar hukum
(onrechtsmatigedaad)yans berasal dari hukum perdata Belanda. Ada dua istilah dalam
bahasa Indonesia untuk mengartikan istilah bahasa Belanda hukum
onrechtsmatigedaad,yaiumelawan hukum dan melanggar hukum.r5 Padahal, keduanya
secara kebahasaan memiliki kesamaan makna. Hanya saja penggunaan masing-masing

rr Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op. cit. hal. 1006.
'r Bryan A. Garner, edt.. Black's Law Dictionary (Minnesota: West Group, 1999), hal. 925.
tj lbid.,hal. 1314.
tt lbid., hal. 19.
li R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Htrkum
Perdata (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hal. 7-8.

96 Wahyu Sasongko, S.H., Ivl.H.



istilah itu yang dibedakan. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah perbuatan melawan

hukum digunakan dalarn lingkup hukum perdata; sedangkan istilah perbuatan melanggar

hukum digunakan dalam lingkup hukum publik seperti hukum pidana, hukum tata

negara, hukum administrasi negara, danjuga hukum adat.16

Agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungiawaban, diperlukan persyaratan

tertentu. Dalam hukum perdata diatur tentang perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt.) yang menentukan bahwa:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut." Unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut adalah:

l. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Unsur-unsur tersebut bersifat komulatif, sehinggajika ada satu syarat tidak terpenuhi

maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Ketentuan pasal tersebut telah mengalami perubahan dalam praktik di pengadilan.

Melalui yurisprudensi atau putusan hakim, unsur atau kata hukum dalam ketentuan

tersebut ditafsirkan secara luas, tidak hanya mencakup undang-undang. Sejarah hukum

mencatat, bahwa pada awalnya ajaran (doctnne) perbuatan melawan hukum bersifat

formal, karena pada masa itu sangat dipengaruhi oleh pandangan legisme sehingga

unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Pdt. diartikan sebagai perbuatan yang

melanggar hak subyektiforang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum

dari si pelakunya. Hak subyektif itu diatur dalam undang-undang. Berarti, hukum identik

dengan undang-undang. ! 7

Kemudian, setelah diuji oleh Mahkamah Agung (Hoge Raad)Belanda dalam perkara

Cohen yerszs Lindenbaum, yang diputus pada tanggal 3 I Januari 1919 telah terjadi
perubahan penafsiran secara revolusioner terhadap ketentuan Pasal 1365 KUH Pdt.

dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mencakup berbuat atau

melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu, jika: (1) melanggar

hak-hak orang lain, (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakunya, (3)

bertentangan dengan kesusilaan, dan (4) melanggar kepatutan.rs

t6 lbid.
17 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatar (Bandung: Binacipta, cet. I, 1977), hal. 73.
ts lbid., hal. 79 et.seq.
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Mengenai syarat adanya kesalahan menjadi unsur yang paling menentukan. Dalam
hukum di Inggris (English /aw) berlaku aszs a man is accounted innocent until he is
proved not guilty (seseorang rlapat dinyatakan tidak bersalah, hingga ia dibuktikan
tidak bersalah). Dalam hukurn pidana dikenal asas geen straft zonder schutd (ttdakada
hukurnan tanpa kesalahan)-

oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan itu melawan
hukum atau tidak, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau tidak
pada perbuatan itu. Tanggungjawab demikian ini dalam literatur atau referensi hukum
disebut liability based onfaulr, sebagaimana dianut oleh Pasal 1365 KUH perdata.

Dalam praktiknya, sangat sulit untuk membuktikan adanya kesalahan pada pelaku.
Apalagi dalam kasus-kasus sengketa konsumen melawan pelaku usaha. Umumnya,
konsumen kesulitan membuktikan adanya kesalahan dari pelaku usaha. Sebaliknya,
pelaku usaha memiliki data yang lengkap untuk membuktikan dirinya tidak bersalah
dan mereka memiliki dana yang besar untuk bertikai di pengadilan. Sementara itu,
konsumen selain Iemah dalam data dan tidak memiliki pengetahuan, juga tidak memiliki
dana untuk membiayai sengketa di pengadilan.

Sehubungan dengan hal itu, para ahli hukum (lawyers) menawarkan solusi dengan
mengajukan konsep tenlang tanggung jawab secara langsung (strict liability) dan
tanggung jawab produk Qtroduct liability) untuk melindungi kepentingan dan hak-
hak konsumen.

9.4 Tanggung Jawab Secara Langsung

Latar belakang dan motivasi utama munculnya strict liability adalah untuk dlgunakan
sebagai solusi alternatif terhadap kebuntuan dalam meminta pertanggungjawaban
hukum yang didasarkanpadakesalahan pelaku usaha, sehinggastrict liability diartikan
sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan (liability withotu fault). Ada pula yang
mengarlikan strict liobility dengan tanggung jawab langsung dan seketika, yaitu St.
Munadjat Danusaputro. Ie

Dalam konteks ini, arti strict liability adalah liability that does not depend on actual
negligence or intent to harm, bat that is based on the breach of an absolute duty to
make something safe. Strict liability most often applies either to ultraha:ardous

D NHT. Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan (Jakarla: Erlangga,
1987). hal. 179-180.
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::tivities or in produet-tiabitity cases.2o Dengan demikian, tanggungjawab langsung

:rJak mensyaratkan patla kesalahan, sehingga logis jika diartikan sebagai tanggung

a*'ab langsung dan sekerika.

-rda juga yang menyebutnya sebagai tanggung jawab mutlak (absolute liability),

,,.r.nu diguntungkan pada adanya kerusakan yang muncul. Koesnadi Hardjasoemantri

nisalnya, menggunakan istilah tanggung jawab mutlak. Dengan mengutip pendapat

R.ridiger Lummert, menurut Koesnadi Hardjasoemantri: "Konsep tanggung jawab mutlak

,liartikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya

ierusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan

ientang perlu adanya kesalahan."2r

Tanggung jawab mutlak pertama kali digunakan di Indonesia dalam Pasal 2l Undang-

UnaangNo. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Dalam beberapa

kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara

I-n,,tluk pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau

pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan."22 Ketentuan tanggungjawab mutlak tetap digunakan

dalam Pasal 35 Ayat (l) undang-UndangNo.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup2r yang mengamandemen UU Lingkungan Hidup tahun 1982'

Adanya kerusakan akan menjadi penyebab munculnya kerugian; sedangkan kerugian

itu pada dasarnya merupakan risiko dalam bisnis, sehingga adajugayang menyebutnya

Oengan tanggungjawab berdasarkan atas risiko (liobility based on risk). Sepanjang

adaiisiko yang muncul dari tindakan atau perbuatan tertentu, maka pelakunya dapat

dinintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, logis jika tanggung jawab

semacam ini diterapkan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sangat berbahaya atau

berisiko (ultrahazardous activities).

2,, Bryan A. Garner, edt., op. cit. hal. 926. Terjemahan bebas: tanggung jawab langsung adalah

,ulgjrng jawab yang tidak berdasarkan pada kelalaian yang nyata atau yang bertujuan untuk

..i,igif.i,i, tetapi be-rdasarkan pada pelanggaran atas suatu kewajiban mutlak untuk membuat

urnun"nyu r..ruir. Tanggungjawab langsu-ng paling sering diterapkan pada.kegiatan-kegiatan

yung ,ungut berbahaya=itau 6erisiko atiu dalam kasus-kasus tanggung jawab produk'
-r, 

Loesriadi Hard-iasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press, I988), hal. 335.
1: Lembaran Negara Rl Tahun 1982 No
r: Lembaran Negara Rl Tahun 1997 No

t2
68.
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Dalam hukum perlindungankonsumen, tanggungjawab secara langsung atau tanggung
jawab berdasarkan risiko diatur dalam pasal l9 Ayat ( I ) uupK yang beibunyi: ..pelaku
usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/
atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan."' Kemudian pasal 20 UUpK: .,pelaku usaha periklanan
bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan
oleh iklan tersebut."

Mengenai ketiadaan unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh konsumen diatur
dalam Pasal 22 jo Pasal2S uUpK. Rumusan pasal 22 uupK menyatakan: .,pembuktian

terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud
dalamPasal 19Ayat(4)"Pasal 20"danpasar 2l merupakanbebandantanggungjawab
pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk rnelakukan pembuktian.,,
Dalam Pasal 28 uuPK lebih ditegaskan adanya pengalihan beban pembuktian (shr/ting
of burden of proofs),yaitu:'"pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam
gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23
merupakan beban dantanggungjawab pelaku usaha." Ketiadaan pembuktian kesalahan
oleh konsumen atau pengalihan beban pembuktian kesalahan kepada pelaku usaha
merupakan ciri khas dari strict liabitity yang juga dijurnpai pada product liabitity.

9.5 Tanggung Jawab Prcduk

Di atas telah dikemukakan bahwa tanggung jawab secara Iangsung (strict liability)
yang diterapkan pada produk, disebutpro duct liability. Dalarn hal ini, product tiability
adalah: a manufacturerb or seller! tort liabitityfor any dantages or injurie,s suffered
by a buyer, useL or bystander as a resulr of a defective product. priducts tiiUitity
can be based on a theory of negligence, strict tiability, or breach of warranty.2a

MenurutAgnes M. Toar tanggungjawab produk adalah tanggung jawab para produsen
untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau
menyebabkan kerugian karena cacad yang melekat pada produk tersebut.2s Mirip
dengan itu, H.E. Saefullah" mengartikanp roduct liability adalah suatu tanggung jawab

:r Bryan A Garner, edt"" op. cit-^hal.1225. Terjemahan bebas: tanggung jawab produk adalah
tanggung jawab atas p€rbuatan melawan hukum dari pembuat Uarai{ atiu-penjual untuk setiap
kerugian atau kerusakan yang. diarami oleh pemberi, pengguna. pemalai, atau penonton,
akibat dari produk yang rusak/cacat. Tanggung jawab produk dapat berdasarkan pada teori
kcalpaan/kelalaian, tanggung jawab langsung, aliu pelanggaran 

.j aminan.:5 Agnes M. Toar, op. cit." hal- 7.
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:ecara hukurn dari orang atan badan yang menglrasr\kan suatu produk (producer,

nranu.{acture\ atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk

menghasilkan suat,r produk Qtrocessor, assenbler) atau dari orang atau badan yang

,-,eniual atau mendistribusikan {s ell er, distr ibutor) produk tersebut.26

Sehubungan dengan hal itu, menurut hemat penulis, dalam hukum perlindungan

konsumen lebih tepat digunakan istilah tanggung jawab produk daripada istilah yang

lain yang memilikiciri-ciri yang sama atau mirip dengan tanggungjawab produk. Hal

ini OiOasartran pada fakta yang menunjukkan bahrva tanggungjawab produk diterapkan

pada kasus-kasus konsumen karena melibatkan aktivitas dengan tanggung jawab yang

besar, sehingga unsur kerugian dan risiko sangat dominan, sedangkan unsur kesalahan

tidak dibebankan kepada konsumen atau pihak yang dirugikan. Dalam hal ini berlaku

asas res ipsa loquitur, fakta sudah mengatakan sendiri (the thing speaks for itselfl'

Kasus-kasus hukum (lawsuit) yang muncul di pengadilan menunjukkan penggunaan

atau penerapan tanggung jawab langsung atau tanggung jawab produk' Kasus atau

sengketa hukum perlindungan konsumen antara Donoghue versas Stevenson tahun

1931, yaitu adanya keong (snail) dalam sebotol minuman ginger-beer produksi

Stevenson, yang dikonsumsi oleh Mrs. Donoghue. Akibat dari produk cacat itu, Mrs.

Donoghue menggugat Stevenson. Hakim di pengadilan Inggris mengabulkan gugatan

itu dalam putusannya, dengan menyatakan bahwa pembuat produk minuman memiliki

tanggungjawab umum untuk berhati-hati terhadap konsumen (the manufaclurer owes

a general duty to take care the ultimate consumer)'21

Dengan demikian, antara tanggung jawab langsung dan tanggung jawab produk'

memiliki kesamaan, yaitu ketiadaan unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh

konsumen. Kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan sesungguhnya bukan tidak

ada, tetapi dialihkan. Semula dibebankan pada konsumen, kemudian dialihkan kepada

pelaku uiaha yang diwajibkan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan atau tidak

pada dirinya.

. n€. su.fullah, "Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan

Bebas.', Hukum perlindiigoi Korrr^rn, penyunting Husni Syawati dan Neni Sri lmaniyati

(Bandung: Mandar Maju,2000), hal. 46.
iiiuiufinon., perlridungai Konsumen dan lnstrumen'lnstrumen Hukumnya (Bandung

PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 243 et. seq'
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Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa UUPK mengadopsi tangung jawab secara
langsung dan juga tanggung jawab produk, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo.
Pasal22 jo. Pasal 28 UUPK. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui
pula bahwa pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan berlaku dalam perkara
pidana dan perdata.

Perkembangan strict liabiliry ditinjau dari aspek sistem hukum yang melatarbelakangi,
menunjukkan adanya perbedaan antara contmon law system dan civil law system.Pada
conxmon law systent, tanggung jawab langsung merupakan transformasi dari
pertanggungiawaban atas dasar perjanjian yang tidak mensyaratkan adanya unsur
kesalahan. Sedangkan, pada civil law system, tanggung jawab langsung merupakan
derivasi (modifikasi) dari pertanggungiawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum
yang mensayaratkan unsur kesalahan.zs

Dewasa ini, tanggung jawab produk dikenakan terhadap seluruh pihak yang terikat
dalam suatu mata rantai bisnis. Kata kuncinya adalah produk yang cacat atau rusak,
maka pihak-pihakyangterkait dengan produk itu harus bertanggung jawab, mulai dari
tingkat yang rendah seperti para pembuat komponen atau suku cadang (component or
spare parts) hingga pabrikan, termasuk pedagang besar dan pengecer.2e Pengertian
produk yang cacat atau rusak dalam hal ini pun sangat beragam. Kebendaan yang
berwujud (tangible) dantakberwujud {intangible)yang dimiliki oleh seseorang. Seperti
gas, rumah, dan termasuk produk yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembuny.i
(inherent defects).ro

Gugatan tan-qgungjawab produk dipandang efektif untuk menuntut pelaku usaha agar
membayar ganti kerugian yang muncul dari prociuk yang cacat. ir4enr-rrut Claire Andre
and Manuel Velasquez, berdasarkan data menunjukkan bahwa setiap tahun korban

:3 Johannes Gunarvan. op. cit., hal. 144.
:e "Products Liabiliry" <htto://rvww.law.cornell.edu>, diakses tanggal 20 Agustus 2007. Secara
lengkap dinyatakan: "Products liability refers to the liability o;f any sy oll parties along the
chain of manqfacture of any product for damage caused by that product. This includes the
ntanufacturer of component parts (at the top of the chain). an assembling munuJachtrer, the
v,holesaler, and the retail store otrner (at the bottom of the chain)."
1" lbid. Dalam rumusan kalimat yang lengkap dinyatakan: "Products contoining inherent
de;fects that cause horm to a consumer of the product. or someone to yihom the product vas
loaned, given, etc., are the subjects of products liability suits.) l4hile products are generally
thought oJ as tangible personal property. products liability has stretched that definition to
include intangibles (gas), noturals (pets), real estate (house). and writings (navigational
c ha rts)."
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mencapai 34 juta orang terluka atau meninggal dunia akibat dari produk cacat atau

kecelakaan karena produk.3r Banyaknya korban kecelakan dan kematian yang

disebabkan atau berkaitan dengan produk, berdampak terhadap peningkatan jumlah

tuntutan atau gugatan (number of tawsuit) dan besaran (magnitude) nilai ganti

kerugian, sehingga dapat membuat perusahaan menjadi bangkrut.s2

Gugatan (claim) tanggungjawab produk didasarkan pada produk cacat (defect). Pada

hakikatnya ada tigajenis kecacatan, yaitu:33

l. Cacat pada desain (design defect): desain atau rancangan dari produk tidak aman;

2. Cacat pada barang (manufacturing defect): desain produknya bagus, tetapi cara

dan proses pembuatannya yang tidak aman. Mungkin karena bahan yang

digunakan, misalnya plastik yang dipakai lemah dan mudah pecah atau patah;

3. Ketiadaan instruksi atau peringatan (insfficient instrttctions or wornings): pada

kemasan barang tidak ada instruksi atau peringatan tentang penggunaan yang

aman.

Apabila terdapat satu atau lebih dari kecacatan produk di atas, maka dapat dimintakan

pertanggungiawaban produk. Sudah tentu terhadap produk yang telah dipasarkan

atau digunakan oleh konsumen.

Menurut David Austin, umumnya (generolly) di banyak negara mengatur tentang tiga

tipe gugatan yang didasarkan pada tanggungjawab produk, yaitu gugatan didasarkan

pada:r4

l. Kelalaian (negl igenc e): kekuranghati-hatian (c ar eless nes s) merupakan penyebab

timbulnya kerugian. Untuk itu perlu dibuktikan: (a) adanya kewajiban berhati-hati

pada pelaku usaha; (b) pelaku usaha telah melanggar kewajiban itu; (c) kerugian

yang dialami;
2. Tanggung jawab secara langsung (strict liabilifl): unsur yang dominan adalah

adanya kerusakan atau kerugian yang dialami. Oleh karena itu, harus dibuktikan

bahwa produk mengandung bahaya yang tidak masuk akal (unreasonably

dangerous)yang menimbulkan kerugian. Biasanya berkenaan dengan desain atau

produk yang caca|

" Cfuii. Andre dan Manuel Velasquez, "Who Should Pay? The Product Liability Debate,"
<htto://www.scu.edu/ethics/publications/iie/v4nl/pay.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2007.
,rJ;;. M.*rutnyu, "Tens'of thousands of product injury lawsuits are filed each year. As the

number of claimi has risen, so too hqye the number oJ companies Jorced to file bankruptcy

because ol massive suits."3r Davii Ausrin, ..Making a Product Liability Claim," <htto://oroduct'

liability.lawyers.com.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2007.
31 lbid.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku lJsaha f 03



3. Pelanggaran jaminan (breach of warrane): dalam har ini pelaku usaha, yaitu
produser atau distributor telah melanggarjanji secara tertulis atau te rsirat (wiiuen
or implied promrie) bahwa barang aman dari kecacatan. Untuk itu harus dibuktikan
adanya pelanggaran atasjanji iru yang menimbulkan kecelakaan atau kerugian.

walaupun tidak semua negara mengatur tentang gugatan di atas, namun dalarn uupK
gugatan tanggung jawab produk menganutnya.

Dengan menunjuk pada ketentuan pasal 2i uupK, Inosentius Samsul berpendapat
bahwa tanggung jawab produk dalam uupK tidak identik dengan tanggung jawab
mutlak. Menurutnya: "Makna dari prinsip tanggung jawab mutlik adalah dalam arti
tidak perlu adanya pembuktian terhadap adanya kesalahan, karena yang menjadi unsur
pokok adalah adanya cacat dalam produk dan cacat tersebut mengakiUattan timbulnya
kerugian pada konsumen."ri

Pada dasarnya, ketentuan pasat 2i uupK memuat tentang klausula pengecualian
(exception clause) pengenaan tanggungjawab. Rumusan pasat2T uupK menentukan
bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas
kerugian yang diderita konsumen, apabila:
l. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk

diedarkan;
2. cacat barang timbul pada kemudian hari, yaitu sesudah tanggal yang mendapat

jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan:3. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang, yaitu
ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan
semua pihak;

4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau

lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan, yaitu masa garansi.

Persyaratan tersebut bersifat alternatif, berarti j ika terpenuh i salah satu syarat di atas,
maka pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggungjawab produk. padahal, doktrin
tanggung jawab produk menempatkan penjual (seller) sebagai penjamin atas
keselamatan dan kenyamanan dari suatu produk, tetapi tidak menjadikin pelaku usaha
sebagai penjamin dari semua jenis kerugian yang diderita konsumen.36

ij lnosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan peneropan Tanggung Javab
Mutlak lJakata: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas indonesii.*zob+), tul.
r 95.
\6 lhid
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Sementara itu di Amerika Serikat, menurut Agus Brotosusilo ada faktor-faktor yang

membebaskan pelaku usaha atau produsen dari tanggung jawab untuk mengganti

kerugian kepada konsumen, yaitu:37

l. kelalaian si konsumen penderita;

2. penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat (unforseeable

misuse);

3. lewatnya jangka waktu penuntutan (daluwarsa), yaitu enam tahun setelah

pembelian, atau sepuluh tahun sejak barang diproduksi;
4. produk pesanan pemerintah pusat (federa[);.

5. kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh produsen

lain dalam kerja sama produksi (di beberapa negara bagian yang mengakuiioint
and several liability).

9.6 Tanggung Jawab Profesional

Salah satujenis tanggungjawab yangjarang dibahas dalam literatur adalah tanggung
jawab profesional Qtrofessional liability). Padahal, tanggungjawab ini sangat relevan

dengan bidang atau sektorjasa yang didasarkan pada pelayanan atau keahlian. Oleh
karena itu, ketentuan dalam UUPK mengaturnya, meskipun tidak secara khusus

menyebutkan tentang tanggung jawab profesional, tetapi dengan memahami makna

yang diatur dalam ketentuan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab

profesional diakui dan diterima dalam UUPK.

Para profesional dapat dikenakan tanggungjawab atas pekerjaan yang telah dilakukan
atau diberikan kepada klien atau pelanggannya. Oleh karena itu, dengan sederhana

Komar Kantaatmadja merumuskan tentang pengertian tanggung jawab profesional,
yaitu tanggungjawab hukum (legal liability) dalam hubungan denganjasa profesional

yang diberikan kepada klien.38 Begitu juga dengan Johannes Gunawan, memberikan

rumusan yang mirip tentang tanggung jawab profesional, yaitu pertanggungjawaban

dari pengemban profesi atasjasa yang diberikannya.re

37 Agus Brotosusllo, Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di
lndonesia (Makalah Lokakarya Nasional Hukum Perlindungan Konsumen, YLKI, Jakarta,
1997), hal. 16.
t3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Crasindo, 2000), hal, 67.
3e Johannes Cunawan, op. cit., hal. 132.
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Sesuatu dikatakan profesional karena memerlukan kepandaian atau keahlian khusus
untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam kamus hukum, profesional lebih ditekan
pada subyeknya, yaitu A person who berongs ro a learied profession or whose
occupation requires a high level of training and proficiency.a. profesi seperti dokter,
akuntan, dan advokat dapat dikualifrkasi sebagai profesional, karena memenuhi kriteria
dan persyaratan dari asosiasi profesi yang bersangkutan yang telah membuat standar
mutu keahlian yang ditandai dengan adanya sertifikasi dan tanda gelar.

Adanya kiteria tertentu agar dapat disebut profesional, seperti pendidikan, pelatihan,
keahlian atau kecakapan, dan ketrampilan dengan tingkat tinggi, iink o, dengan konsep
atau pengertian jasa yang dapat berupa pekerjaan atau prestasi dalam bentuk jasa
pelayanan atau jasa pendidikan dan pelatihan.ar oleh karena itu, tanggung jawab
profesionaljuga masuk dalam lingkup UUpK.

Sesuai dengan karakteristik yang spesifik dari para profesional dalam menjalankan
pekerjaannya, maka hubungan kerja para profesional dapat dibedakan atas dua macam
sifat hubungan, yaitu (l) hubungan internar yang dilakukan dengan sesama para
profesional dalam rangka meningkatkan spesialisasi keahlian dan dalam rangka
pengawasan terhadap perilaku profesional yang bersangkutan dalam menjalankan
pekerjaannya; (2) hubungan eksternal dengan klien(clien)atau pelanggan(customer),
termasuk pihak-pihak lain yang berkepentingan (stake holder).

Ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar dari eksistensi tanggung jawab
profesional adalah ketentuan dalam pasal I60l KUH pdt. yang berb-unyi:,selain
perjanjian untuk menyelenggarakan beberapajasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan
khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-
ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, perjanjian yang diatur menurut kebiasaan,
ada dua macam perjanjian, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk
mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upih, yakni: perjanjian
kerja dan perjanjian pemborongan kerja.,,

Berdasarkan ketentuan itu, dapat dipahami bahwa perjanjian jasa memiliki karakteristik
yang berbeda dengan perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja. perjanjian
kerja menurut Pasal l60la adalah suatu perjanjian bahwa pihak kesatu, yaitu buiuh,

'o Bpln A. carner, 9dr., op. cit.,hal. 1226. Terjemahan bebas: seseorang yang memiliki suatuprofesi yang dipelajari atau pekerjaan yang rn€nsyaratkan atau ,.r.riuj.un-rratu pelarihan
dan kecakapan tingkat tinggi.
{r Sapra Bab V
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mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan,

dengan upah selama waktu yang tertentu. Kemudian, dalam pasal 1601b perjanjian

pemborongan kerja adalah suatu perjanjian bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong,

mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi

tugas, dengan harga yang telah ditentukan.

Dengan demikian, secara hukum perdata perjanjianjasa dibedakan dengan perjanjian

kerja dan perjanjian pemborongan kerja, selain itujuga sifat atau karakteristik pada

perjanjian jasa yang membedakannya. Para profesional memiliki kriteria khusus dalam

menjalankan pekerjaan atau profesinya, sehingga posisi atau kedudukannya tidak

sama dengan pekerja biasa (employee; worker).

Unsur bekerja di bawah petunjuk dan perintah orang yang memberi kerja itu yang

membedakan antara profesional dan pekerja, karena profesional masih memiliki

kemandirian atau independensi dalam hubungannya dengan klien. Berbeda dengan

hubungan antara pekerja dan majikan, yang tampak unsur di bawah petunjuk dan

perintah (subordinasi). Misal, hubungan antara advokat dan klien atau antara dokter

dan pasien, berbeda dengan hubungan antara majikan dan pekerjanya.

Peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai acuan dalam perj anj ian j asa menurut

Pasal l60l KUH Pdt. meliputi tigamacam aturan, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan khusus, meliputi ketentuan hukum dan ketentuan yang

dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi. Ketentuan hukum yang khusus

mengatur profesi tertentu seperti Undang-Undang No. l8 Tahun 2003 tentang

Advokat,a2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,a3

Undang-Undang No. l4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.oa Ketentuan dari

asosiasi profesi berupa kode etik profesi diakui oleh hukum. Karena hukum memberi

hak atau wewenang kepada asosiasi profesi untuk mengatur organisasinya sendiri

(self regulatory body) untuk membuat kode etik sebagai aturan perilaku(the code

of conduct).as Misal kode etik profesi yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat

lndonesia (Peradi).

'r Lembaran Negara Rl Tahun 2003 No. 49.

'r Lembaran Negara Rl Tahun 2004 No. ll6.
ar Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 157.

': Supra Bab Vl.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha lO7



2. Perjanjian yang dibuat antara profesional dan klien, meliputi klausula-klausula
yang telah disepakati untuk dilakukan atau dikerjakan oleh profesional. Seperti
informed concent yang mengatur perjanjian antara dokter dan pasien;

3. Hukurn kebiasaan, meliputi praktik yang terjadi dan dilakukan dalam menjalankan
pekerjaan, antara lain seperti kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan
informasi tentang kliennya; kewajiban agar bekerja dengan cermat, teliti, dan berhati-
hati; senantiasa berusaha sebaik mungkin (best effort).a6

Perjanjian antara profesional dan klien dapat dibedakan menjadi duajenis perjanjian,
yaitu (1) perjanjian untuk menghasilkan sesuatu (resultaat verbintenis),kriteria atau
ukuran keberhasilan adalah hasil yang dicapai atau pencapaian atas hasil; dan (2)
perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (inspannings verbintenis), kriteria
keberhasilan adalah pada proses yang telah ditempuh atau dilakukan, bukan hasilnya.
Sehubungan dengan hal itu, kode etik ikut membantu dalam menentukan apakah
tindakan yang dilakukan oleh profesional telah memenuhi standar mutu keahlian yang
dipersyaratkan atau tidak. Standar mutu keahlian meliputi perlakuan (treatnent) yang
dilakukan dan standard operating procedur yang meliputi proses dan tata cara yang
harus dilalui. Tanggung jawab profesional dalam uupK diatur dalam Bab IV rentana
Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku usaha, tersebar dalam pasal g sampai dengan
Pasal l7 UUPK, dan ketentuan Pasal 19 UUPK.

9.7 Tanggung Jawab Kontrak

Dalam literatur dan referensi hukum perjanjian selalu dikernukakan bahwa kontrak
nlerupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Perjanjian atau kontrak dapat dibuat dengan
bebas asalkan didasarkan pada kesepakaran (agreement). oleh karcn: itu, diberi
kebebasan untuk rnembuat perjanjian sepanjang tidak rnelanggar uliailg-undan,9.
kobiasaan, kepatutan, dan kepantas an (b i I ij kh e i d).

Asumsi yang dijaCikan dasar dalam hukum perjanjian adalah hukum berfungsi mengarur
interaksi dan relasi atau hubungan antarmanusia sebagai subyek hukum atau entitas
hukum. Hubungan itu ada yang berupa janji-janji atau saling berjanji di antara pihak-
pihak untuk tujuan tertentu. Misal, janji akan melakukan sesuatu. Adanva hubungan
itu menimbulkan ikatan di antara mereka. Dengan demikian, perjanjian (overeenkomst)
itu dapat menimbulkan perikatan (verbintenis) terhadap pihak-pihak yang membuat
janji-janji tersebut.

{(' .lohannes Gunawan, op. cit., hal. 134-135
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Sehubungan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian atau kontrak merupakan
indikator adanya interaksi dan transaksi antarpihak. Dengan lain perkataan, tidak ada
kontrak, maka tidak ada hubungan hukum. Logika hukum semacam inilah yang menjadi
landasan atau dasar diakui dan diterimanya asas atau prinsip privity of contracf1
yang merupakan prinsip dasar (elementary principle) dalam hukum. Menurut G.H.
Treitel: The doctrine of privity means that a person cannot acquire rights or be
subject to liabilities arising under a contract to which he is not a party.a8

Dengan demikian, berdasarkan doktrin privity of contract disyaratkan adanya
hubungan hukum terlebih dahulu dari pilrak-pihak, tanpa itu berarti tidak dapat memiliki
hak atau menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.
Konstruksi hubungan hukum yang demikian ini kontra produktif dengan tujuan
perlindungan konsumen.

Sejarah munculnya doktrin privity of contract ini dipengaruhi oleh pemikiran atau
paham individualisme dan liberalisme dalam prinsip laissez-faireyang artinya biarkan
orang-orang melakukan apa yang menjadi pilihan mereka (let the people do as they
choose). Maksudnya, agar pemerintah tidak ikut campur dalam urusan ekonomi dan
perdagangan. Pengaruh yang kental dari pandangan ini ke dalam hukum perjanjian
atau hukum kontrak adalah diaturnya prinsip kebebasan berkontrak (freedom of
contract). Sebagaimana telah dikemukakan oleh Malcolm Leder dan Peter Shears, yaitu:
In the nineteenth century the prevalent political and economic philosoplty of laissez-

fairefound its legal expression in the doctrine offreedom of contract.ae

Doktrin kebebasan berkontrak sangat berpengaruh di daratan Eropa, termasuk Belanda
sebagaimana diaiur Calarn Pasal i 338 Burgerlijk Wetbock5,angkemudian karena asas

konkordansi diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Ketentuan Pasal 1338 KUH
Pdt. menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan ketentuan mengenai syarat
sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Pdt.

Prinsip privity of contract memang mendasari hubungan hukum dan juga dalam
pengajuan tuntutan hukum untuk meminta pertanggungjawaban berdasarkan kontrak
(contract liability). Tetapi seharusnya prinsip ini diperbarui atau diaktualisasi sesuai

41 Sapra Bab lll.
a8 Bryan A. Garner, edt., op. crl., hal. 1218.
ae Malcolm Leder dan Peter Shears, Consumer Lay, (London: Pearson Professional Limited,
1996), hal. 50.
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dengan tuntutan dan perkembangan zaman atau setidaknya dilengkapi dengan prinsip
hukum lain yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kesetaraan.
Hal ini dirasakan penting dan mendesak mengingat dalam perkembangannya prinsip
ini telah mengalami distorsi dalam praktik bisnis, keuangan, dan perbankan. Model
atau bentuk-bentuk kontrak telah menjadi kontrak yang distandarisasi, disebut kontrak
standar (standard contract) yang memuat klausula baku yang merugikan konsumen.
Padahal di Belanda sudah dilakukan perubahan terhadap Burgerlijk l{etboek,
khususnya tentang hukum perjanjian dengan memuat ketentuan tentang klausula
baku.50

Selain itu, ketentuan tentang kesepakatan sebagai syarat sahnyaperjanjian di Belanda
juga telah berubah atau ditambah syaratnya karena adanya tuntutan dan alasan
perubahan zaman, sehingga dalam Pasal 3.2.10 Ayat(4) Nieuw Burgerlijk Wetboek
(NBW) atau KUH Perdata yang Baru, penyalahgunaan keadaan ditempatkan sebagai
cacat kehendak yang keempat, di samping paksaan, penipuan, dan kekhilafan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Pdt. yang berbunyi: "Tiada sepakat yang
sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan
atau penipuan."

Menurut Agnes M. Toar, penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)
terjadijika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan dari satu pihak terhadap
pihak yang lain.sr Dalam Pasal 3.2. 10 NBW dinyatakan:
"Penyalahgunaan keadaan dipandang ada (atau terjadi), bilamana seseorang
mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain disebabkan keadaan yang
khusus, seperti keadaaan darurat, ketergantungan, kurang berpikir, keadaaan bathin
yang tidak normal atau kurang pengalaman, orang lain itu digerakkan melakukan suatu
tindakan hukurn, sesorang itu menggalakkan terjadinya tindakan hukum itu, sedangkan
hal yang diketahuinya atau patut dimengerlinya harus mencegahnya ia melakukan hal
itu."52

Menurut Engels, ketentuan NBW tersebut bertolak dari sudut pandang bahwa
penyalahgunaan sebagai kurang kemauan yang mengakibatkan perjanjian sampai
dibatalkan (vernietigbaarheid). Ketentuan Pasal 3.2.10 Ayat (4) NBW harus dilihat

to Supra Bab VIIL
tr Agnes M. Toal op. cit., hal. 1

52 Ihid
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dalam hubungan dengan Pasat 3.2.17c NBW.53 Dimasukkannya penyalahgunaan

keadaan dalam undan[-undang merupakan koreksi atas ketidakseimbangan kekuatan

ekonomi dan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha. Meskipun KUH Pdt.

Indonesia belum menga-tur tetapi UUPK sudah mengantisipasi, sebagaimana diatur

dalam Pasal 18 WPK.

Tanggung jawab kontrak muncul karena adanya hubungan hukum antarpihak yang

ditu.angtan ke dalam perjanjian atau kontrak. Padahal, hubungan hukum antara

konsurien dan pelaku usaha dapat bersifat langsung (directly) dan tidaklangsung

(indirecrly).5a Berarti tanggung jawab kontrak muncul dari transaksi dan relasi secara

iurgtung antara konsumen dan pelaku usaha' Sedangkan untuk hubungan

tidai<lang-sung dapat dikenakan tanggung jawab produk yang tidak mensyaratkan

adanya tiunrutri dan relasi atau hubungan langsung antara konsumen dan pelaku

usaha.

9.8 Pemtrerian Jaminan (Garansi)

Sering kali terhadap produk berupa barang-barang elektronik, seperti telepon seluler

atau p"onsel (hand p'hine, mobile phone), pelaku usaha menyediakan fasilitas pelayanan

purna;ual {after'sales services) dengan memberikan jaminan atau garansi kepada

tonrurn.n pembeli produk tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan

perbaikan j ika ada kerusakan.

Tanggungjawab kontraktual sesungguhnya dapat diterapkan terhadap pelaku usaha

yurgliaif mau memenuhi jaminan atau garansi. Karena jaminan atau garansi itu

merirpakanjanji yang secarategas dicantumkan dalam dokumen atau naskah khusus.

Ada juga yang dicantumkan pada label atau kemasan produk berupa rumusan

p.*yutlni.nt-ang jaminan atas produk yang bersangkutan. Selain itu, adajugajaminan

itau-garansi yang tidak secara tegas, tetapi secara diam-diam'

Ketentuan tentang pemberian jaminan atau garansi ditemukan dalam perjanjian jual-

beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata, yaitu penanggungan yang

menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu

p"rir*o,penguasaan birang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua,tiadanya

.u.ut yung teisembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga

menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian'

" n.l.U. Engels, "syarat-syarat Eksonerasi atau Syarat-syarat untuk Pengecualian Tanggung

tu*aU," Colmpendiim Huium Belanda ('s Gravenhage : Yayasan Kerjasama llmu Hukum

Indonesia-Negeri Belanda, 1978)' hal. 171
ia Supra Bab IV.
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Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen berkenaan dengan jaminan atau
garansi yang diatur dalam KUH Perdata didasarkan pada tanggungjawab kontraktual,
yang merupakan ketentuan umum untuk transaksijual-beli pada umumnya. Sedangkan
transaksi konsumen memiliki karakteristik khusus, sehingga diatur dalam ketentuan
atau peraturan khusus (lex specialis) ialah uupK. Dengan demikian,
pertanggungjawaban pelaku usaha lebih didasarkan pada UUpK.

Berdasarkan Pasal 25 tluPK ditentukan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang
yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya I (satu)
tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas pumajual dan wajib memenuhi
jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk itu, pelaku usaha harus
bertanggungjawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen, apabila
pelaku usaha tersebut:
1. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas

perbaikan;
2. Tidak memenuhi atau gagal memenuhijaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Begitu pula dengan pelaku usaha yang memperdagangkan usahajasa, juga diwajibkan
untuk memenuhi jaminan dan/atau garansi yang telah disepakati dan/atau yang telah
diperjanj ikan, demikian ketentuan Pasal 26 UU pK.

9.9 Pembayaran Ganti Kerugian

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk yang diperdagangkan
dapat berupa pemberian ganti kerugian. Menurut ketentuan pasal l9 Ayat ( I ) uupK,
pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan.
Ganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha. Ganti
kerugian menurut UUPK dapat berupa:5s
l. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; dan
3. Perawatan kesehatan; dan/atau
4. Pemberian santunan.

ij Lihat, Pasal 19 Ayat (2) UUPK.
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Dengandemikian,UUPKmenganggapbentukgantikerugiandapatberupaempat
macam bentuk tanggung jawab-dar-i pilaku usaha itu. Pelaksanaan pemberian ganti

f"*giun itu trarus iltatsanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal

transaksi.56

Adanya ketentuan khusus yang menyebutkan tentang bentuk dan jenis ganti kerugian

dalam UUPK tersebut sudah lebih jelas daripada ketentuan sebelumnya yang diatur

dalam KUH Perdata. Gugatan ganti kerugian dalam KUH Perdata lebih rumit, karena

dapat melalui ketentuan tinturg **p..ttasi atau ketiadaan prestasi (nonperformance)

atau melalui perbuatan melawin hulum (onrechtsmatigedaad). Walaupun demikian,

ganti kerugian dalam KUH Perdata umumnya meliputi dua macam-kerugian, yaitu

iertama, ierugian yang secara nyata dialami (geleden verlies); kedua, keuntungan

yang seharusnya diperoleh (gederfde winst)'

Dalam prakik, gugatan gantikerugianseringdibedakanatas kerugian materiildan kerugian

immateriil ataulerugian"idiil. Kerugian materiilmeliputikerugianyangsecmanyatadialami

dan keuntungan yang seharusnya diperoleh; sebaliknya kerugian immateriil atau kerugian

idiil meliputik.*gi- yang birsifat tidak berwujud atau abshak, seperti perasaan takut,

perasaan sakit, kehormatari, harga diri, dan juga hilangnya kenikmatan hidup. Penilaian '

atas kerugian immateriil sangat birvariasi. Meskipun demikian, biasanya kerugian dihitung

berdasarfan pada penderitaan yang dialami sekarang ialah sejak dari gengajuan gugatan

hingga masa men-datang. Untuk itu, ganti kerugian biasanya terdiri dari biaya-biaya;

ferilian yang terdiri dari kerugian yang nyata dan juga keuntungan yang seharusnya

dipeioleh, termasuk besaran atau tingkat btnga (interest rate)'

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan ganti kerugian

dalam KUH Perdata lebih rumit daripada ketentuan dalam UUPK yang sederhana'

Bahkan, UUPK lebih tegas menentukan bahwa ganti kerugian yang telah diberikan

oleh peiaku usaha kepada konsumen, tidak menghapuskan kemungkinan adanya

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsw kesalahan'

oleh karena itu, jika pelaku usaha melanggar larangan dapat dimintakan

pertanggungjawaban sesuai dengan bidang hukum yang digunakan. Atau mengajukan

keduanya sekaligus, karena dibolehkan oleh UUPK'

Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam UUPK yang berat itu, temyata juga diikuti

denSn diberikannya peiuang bagi pelaku usaha untuk dilepaskan dari tanggung jawab

hulim. Karena dalam UUPk dicantumkan klausula pengecualian (exception clause)

berkenaan dengan kewajiban pemberian ganti kerugian' Menurut ketentuan itu, pelaku

5 Lihat, Pasal 19 Ayat (3) UUPK'
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usaha tidak dikenakan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen,
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tidal terdapat pada dirinya,
tetapi merupakan kesalahan konsumen.5T

Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan danlatau tidak memenuhi
ganti kerugian atas tuntutan konsumen. Sudah tentu konsumen diberi hak oleh UUpK
untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen atau mengajukannya ke badan peradilan di tempat kiaudukan konsumen.
Dalam praktik perdagangan dimungkinkan terjadi transiksi antarpedagang, yaitu
seorang pedagang menjual barang kepada pedagang lain, sehingga terjadi mata rintai
perdagangan. Jika hal itu terjadi, maka menurut pasal 24 Ayat(t ) uupr pelaku usaha
yang menjual barang dan/ataujasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
1. Pelaku usaha lain menjual kepadakonsumen tanpa melakukan perubahan apapun

atas barang danl ataujasa tersebut;
2. Pelaku usaha lain, di dalam transaksijual beli tidak mengetahui adanya perubahan

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh peraku usaha atau tidak ieiuai degan
contoh, mutu, dan komposisi.

Pelaku usaha akan dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau
gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/ataujisa menjual
kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang din/atau jasa
tersebut. Dengan demikian, selama pelaku usaha yang terakhir menjual tidak melakukan
perubahan apa pun atas produk, maka tanggungjawab masih tetap berada pada pelaku
usaha yang memproduksinya.

uuPK juga memberikan pengecualian bagi pelaku usaha untuk dimintai tanggung
jawab, asalkan memenuhipersyaratan tertentu. Menurut pasal21. uupK, pelaku usahi
yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita
konsumen, apabila:
l. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk

diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau

lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Dengan adanya persyaratan tersebut, pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
produksinya tidak melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen.

'? Lilrat, Pasal 19 Ayat (5) UUPK
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BAB x.
PEMBINAAN DAN PENGAtrIASAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

10.1 Pendahuluan

Sistim perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK melibatkan tiga pihak ialah

konsumen, pelak-u usaha, dan pemerintah. Hal ini dapat dipahami karena.sebagaimana

diatur dalam konstitusi Undar g-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa negara

Republik Indonesia didirikan 
-bukan 

hanya untuk melindungi rakyatnya, tetapi juga

haius dapat menciptakan negara kesejahteraan (welfare state). Untuk itu, maka negara

melalui pemerintah harus aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat ( social service

state) di berbagai bidang dan sektor.

Termasuk penyelenggaraan perlindungan konsumen. Karena pada dasarnya konsumen

adalah rakyai Indonesia ying posisinya lemah di hadapan pelaku usaha. Melalui
perlindungan konsumen, kepentingan dan hak-hak konsumen dapat terlindungi,
iehingga ikan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan keterlibatan

pemeiintah, maka'adihubungan segi tiga antara konsumen, pelaku usaha, dan

pemerintah. Diharapkan pemeiintah dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif

sekaligus menjaga hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.

Negara sesungguhnya adalah penyelenggara perlindungan konsumen. Melalui
perierintah pe.utrtun perundang-undangan perlindungan konsumen dirancang dan

dibuat sekalftus dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan. Peran

pemerintah Jalam perlindungin konsumen selain bertindak sebagai regulator juga

melakukan p.nga*isan dan penegakan atas regulasi yang diberlakukan itu. Jika ada

yang mengganggu kepentingan dan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam

ieg,ilasi, mita pemerintah dapat menyelenggarakan pemeriksaan dan persidangan.

Bukan hal yang mudah melakukan pembinaan perlindungan konsumen. Karena akan

*.ngu*urip.iiluk, dan kinerja peliku usaha. Sementara itu, pelaku usaha itu terdiri

dari"beragam unsuq selain dari unsur sawasta juga ada unsurpemg.]ltt, yaitu badan

usaha mil-ik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD)' Berarti, sangat

mungkin terjai'i benturan kepentingan (conJlict of interests) antara konsumen dan

pelariu usaha SUMN/BUMD yang fotensial menjadl sengketa.-Da1am konteks inilah

pemerintah diharapkan bersiliap din bertindak bijak dan tidak akan meninggalkan

i.onsu*", yang mayoritas adalih rakyat berpenghasilan menengah ke bawah.

-Pembinaan 
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10.2 Pembinaan Penyelenggaraan perlindungan Konsumen

Sudah menjadi ketentuan dalam UUpK bahwa pemerintah bertanggung jawab atas
pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin aiperotetrnya
hak-hak bagi konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajibin terhadap
keduanya'r Pembinaan oleh pemerintah dapat berarti bahwa pemerintah mengusahakan
asar tindakan dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan konsumen lebih berdaya
guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui menteri teknis yang terkait
dengan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, menteri teknis yang menangani
perlindungan konsumen akan melakukan koordinasi tentang penyelenggaraan
perlindungan konsumen dengan menteri-menteri lainnya.

Hal itu sejalan dengan kedudukan dan status uupK sebagai peraturan payung yang
berisikan tentang ketentuan-ketentuan pokok; sedangkan peraturan perundang-
undangan Iain yang mengatur sektor-sektor tertentu diatur dalam UU tersendiri dan
dilaksanakan oleh mentari yang bersangkutan. Dengan demikian, ada korelasi dan
sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan juga dalam implementasi atau praktik
penyelenggaraannya.

Peranan pemerintah dalam perlindungan konsumen pada hakikatnya merupakan
perwujudan atau realisasi peranan pemerintah dalam arti luas ialah sebagai pendorong
(stimulator) pembangunan atau agen pembangunan (agent of dev"lop*eil.pe,rerintah
bertanggungjawab atas pembinaan penyerenggaraan perlindungan konsumen,
tujuannya selain untuk memberdavakan konsumen dalam ,".p.rol.h hak-haknya,i
juga untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat selaku konsumen
dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah dalam hal-hal tertentu dapat berperan selaku penggugat untuk mengajukan
gugatan terhadap pelaku usaha, yaitu apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.l
Selain itu, pemerintah juga diberi wewenang untuk melakukan pembinaan atas
penyelenggaraan perl indungan konsumen, yaitu mel iputi upaya untuk:a

rLihat, Pasal 29 Ayat (l) UUPK.
r Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: pT Raja Grafindo
Persada. 2004). hal. l8l.
r Lihat, Pasal 46 Ayat (l) Huruf d UUPK.
1 Lihat, Pasal 29 Ayat (4) UUPK.
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(1)

Q)
(3)

Terciptanya iklim usaha yang sehat;
Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Pemerintah berkepentingan dengan adanya iklim usaha yang sehat, karena dengan
terciptanya iklim usaha yang sehat akan kondusif untuk terjadinya transaksi bisnis.
Meningkatnya transaksi konsumen menunjukkan pihak-pihak yang bertransaksi merasa
puas dengan kegiatan usaha yang terjadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran
pemerintah tidak perlu terlalu jauh campur tangan atau mengintervensi dunia usaha,
tetapi dengan mendasari pada tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang adil,
antara lain dengan pembuatan regulasi,s sertifikasi, dan standarisasi mutu produk.6

Terbitnya ketentuan hukum tentang standardisasi, sertifikasi, akreditasi dan
pengawasan mutu produk merupakan respon positif dari pemerintah untuk menetapkan
standar nasional Indonesia (SNI). Dalam hal ini standar adalah spesifikasi teknis atau
sesuatu yang dibakukan, disusun berdasa-rkan konsensus semua pihak yang terkait
dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa
yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.T

Perlindungan konsumen tidak harus dimonopoli oleh pemerintah, tetapi juga dapat
diselenggarakan oleh masyarakat melalui organisasi sosial seperti lembaga swadaya
masyarakat atau organisasi nonpemerintah. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga logis jika LSM diberi peran
bersama-sama dengan pemerintah untuk ikut aktif dalam perlindungan konsumen.

Pertumbuhan dan perkembangan LSM yang mampu melindungi kepentingan dan hak-
hak konsumen, tidak hanya membantu konsumen, tetapi juga akan membantu
pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Munculnya LSM di masyarakat
merupakan gejala adanya gerakan sosial (social movement)yang dilandasai pada sikap
dan kesadaran moral bersama yang dibangun oleh unsur-unsur masyarakat itu sendiri
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar secara bersama.

J Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Crasindo. 2000), hal. 48
et. seq.
6 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 14.
7 Lihat, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 108/PP/Kep/5/1996.
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Modal utama perlindungan konsumen sesungguhnya terretak pada diri konsumen itu
::191i sebagai benteng perrindungan. Berarti, konsumen adarah sumber daya manusia
(-SDM) yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mereka mampu untuk berpikir rasional
dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutihannya. Konsumen yang rasional tidak
akan mudah bertindak konsumtifdalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Penelitian dan pengujian atas produk-produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha dapat
dilakukan atas inisiatifkonsumen dan melalui LSM. Dingan demikian, tidak akan mudahbagi pelaku usaha untuk melakukan penipuan dan perangkap bisnis terhadap
konsumen. Usaha-usaha yang mengarah piaa ienaidikan aan pe-ninlkatan kemampuan
dan keahlian konsumen merupakan piioritas utama dan mend6sak untuk segera
dilakukan.

10.3 Pengawasan penyelenggaraan perlindungan Konsumen

Pelaksanaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen perru diawasi dengan
saksama, karena melalui pengawasan aun aapatilketahui adatail p"nyi*purgun dalampelaksanaan perlindungan konsu.men atau pengawasan untuk ,.lit ut penerapan danpenegakan ketenruan uupK apakah sudah'berida dan berjaran p;;;j;iu. yung benar(on the right track) sesuai dengan tujuan perrindungan konsumen aiau tiaat.

Pengawasan secara sederhana dapat dirumuskan segala usaha atau kegiatan untukmengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan obyekyang diperiksa. Pengawasan pada umumnya, aapai aiueaaian uerJasa.t<an tahapan
dan tujuannya:
1. Pengawasan sebelum pelaksanaan atau masih dalam perencanaan, tujuannya untuk

pencegahan (preventif);
2' Pengawasan selama atau sedang proses berrangsung, tujuannya untuk perbaikan

dan pemulihan (kuratif);
3' Pengawasan setelah pekerjaan atau kegiatan selesai dilakukan atau dilaksanakan

Qtost actum), tujuannya untuk penanggurangan dan pernberantasan (represif.

Tahapan pengawasan di atas, dika-itkan dengan perrindungan konsumen, dapat
dikatakan bahwa pengawasan dapat dirakukan sljak dini p"d il;;hil permohonan
perizinan yang merupakan pengawasan awar sebeium pelaiu urur,u..n;!runkan bisnis
atau melakukan usahanya Qtreprocess). Berikutnya, tahap produksi "yaitu di mana
pelaku usaha dapatmenjalankan proses produksi. Dalam tahap produksi d'apat dilakukan
pengawasan selama proses. produksi sedang berrangsung (inprocess), misal dengan
mengamati metode dan perlakuan dalam proses proautsi. erurlrnya, fengawasan atas
pemasaran hasil produksi (endprocess) di pasar atau di masyarakat.'

l2O Wahyu Sasongko, S.H., M.H.



Tahapan pengawasan tersebut dikaitkan dengan bidang hukum yang relevan sesuai

dengan fungsinya adalah bidang hukum administrasi negara yang berfungsi untuk
pencegahan (preventif), bidang hukum pidana yang berfungsi untuk penanggulangan
(represif), dan bidang hukum perdata yang berfungsi untuk pemulihan (kuratif) hak-

hak konsumen. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan hukum administrasi negara

dalam perlindungan konsumen sangat diharapkan, karena usaha-usaha pencegahan

terjadinya kecelakaan (musibah) pada konsumen, lebih baik dilakukan daripada
mengobati dan memulihkannya. Peraturan hukum administrasi negara juga sering

disebut dengan hukum birokrasi (birocratic law) karena memuat peraturan yang

diterbitkan oleh birokrasi pemerintah.

Peran pemerintah dalarn pengawasan penyelenggaran perlindungan konsumen sangat

diperlukan. Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara penganut sistern ekonomi
liberal, ternyata pemerintahnya berperan aktif mengawasi penyelenggaraan
perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, Paul Crown pernah mengatakan: For the

most part, the consumer is unware of the many activities the governrnent is engaged

in for his protection.s Bahkan, menurutnya: (lndoubtedly one of the oldest and most

important government agencies that protects the consumer is the Food and Drug
Administration.e

Pendirian lembaga yang mirip dengan the Food and Drug Administration (FDA) di AS
juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan mendirikan Badan Pengawas

Obat dan Makanan (the Natianal Agency of Drug and Food Controf disingkat BPOM,
yang merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Oleh karena itu, berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BPOM bertugas melaksanakan tugas

pernerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesriai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.r0

Kedudukan BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden merupakan

langkah yang tepat, karena pengawasan sebaiknya mandiri dan bebas dari pengaruh

kepentingan. Apalagi kepentingan bisnis dari para pelaku usaha yang memproduksi

obat-obatan dan makanan. Dengan demikian, Depertemen Kesehatan RI melakukan

regulasi dan menyelenggarakan kesehatan, sedangkan pengawasan obat dan makanan

berada pada lembagayang terpisah.

8 Paul Crown, Legal Protection Jor the Consumer (New York: Oceana Publications lnc., 1965),

hal. 20.

' lbid. hal.21 .

r" Lihat, Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
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Sehubungan dengan tugas yang dibebankan, maka BpoM menyelenggarakan fungsi
tertentu, yaitu:
l. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan

makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BpOM;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi

pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Agar BPOM dapat menjalankan fugas dan dapat berfungsi dengan baik dan efektil
perlu diberikan wewenang yang memadai, yaitu:
l. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk

makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat sefta pengawasan industri farmasi;
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan

tanaman obat.

Begitu besar wewenang yang diberikan kepada BPOM. oleh karena itu, hasil kinerjanya
akan sangat dinantikan tidak hanya oleh konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha.
Sebagaimana keputusan dari BPoM tentang produk obat dan niakanan yang dilarang
karena membahayakan kesehatan, sehingga harus ditarik dari peredaran atau pemasaran.
Konsumen sangat berharap agar BPOM bekerja dengan baik dan mandiri.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPoM yang sangat bermanfaat bagi konsumen
adalah dilakukannya pengujian laboratorium berkenaan dengan penyalahgunaan
formalin sebagai pengawet tahu dan mie basah. BPoM telah melakukan sampling dan
pengujian laboratorium terhadap tahu dan mie basah yang mencakup 2.567 sampel,
yang terdiri dari tahu I .570 sampel dan mie basah 997 sampel.

Hasilnya menunjukkan bahwa produk tahu dari sampel sejumlah 1.570, sebanyak 1 .540
sampel (98,09%) tidak mengandung formalin dan 30 sampel (1,91%) mengandung
formalin. Sedangkan untuk mie basah sampel sebanyak 997, sebanyak 973 sampel
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(g7,sgoh)tidak mengandung formalin dan24 sampel (2,41ya) mengandung formalin.

Demikian, menurut H. Sampurno selaku Kepala BPOM' r'

Bangsa Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, memiliki ketentuan berkenaan

den[an produk haial, yaitu produk yang memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam.

Ketintuan-ketentuan dalam kitab suci Al Quran yang dijadikan pedoman dan acuan

syariat Islam, antara lain Yaitu:
i. SuratelBaqarah(2):168:"Haisekalianmanusia,makanlahyanghalallagibaik

yang terdapit di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan,

karena sesungguhnya syaitan itu adaiah rnusuh yang nyata bagimu'"

2. Surat An Nahl (16): ll5: "sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu

(memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut

nama selain Allah, tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak

menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha PenYaYang."

Berdasarkan ketentuan daiam Ayat-ayat suci Al Quran tersebut, maka oleh Lembaga

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama indonesia (MUI) telah

ditetapkan persyaratan halal, yaitu: i2

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang

berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebaginya;

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tala cara

syariat lslam;
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan

dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan

untuk babi atau barang yang tidak halal lairurya terlebih dahulu harus dibersihkan

dengan tata cara syariat Islam;

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar'

Pada hakikatnya MUI bukaniah lembaga pemerintah. MUI didirikan pada tanggal 7

Rajab 1395 Hl26 Juli 1975 sebagai hasil dari musyawarah para ulama dan cendekiawan

Islam Indonesia. Kiprah MUI dalam pengawasan terhadap makanan, minuman, dan

obat-obatan merupakan bukti bahwa organisasi masyarakat (ormas) dapat melakukan

pengawasan.

lrsampurno, "Keterangan Pers BPOM tentang Hasil Tindak Lanjut Pengawasan terhadap

eeny.iutrgunaan Foriralin sebagai Pengawet Tahu. _d-an Mie 
^Ba_sah," 

<http://

www.medi"akonsumen. com/Artikel4g.html>, diakses tanggal l5 Agustus 2097 
.

" PT l,rd"ln"dr" G""n Puges3urn Pages Direktori Belanja Kita,Edisi Jadetabek 2004-2005

(Jakarta: PT Indomedia Green Pages, 2004), hal. 57'
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Dengan demikian, pengawasan terhadap penyelenggaraan perrindungan konsumen
dapat dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat b.rru-u-ru-u dengan
ormas dan LSM. Pengawasan terutama difokuskan pada produk dan perilaku petaku
usaha dan juga pemerintah yang bertanggung jawau atas peiaksanaan dan
penyelenggaraan perlindungan konsumen. Termasuk tindakan dalam usaha-usaha yang
mendatangkan keuangan, antara lain seperti pengenaan tarifjalan tol, tarif BBM; da;
juga aktivitas bisnis melalui BUMN dan BUMD.

Ketentuan Pasal 30 Ayat (l) uupK dengan tegas mengatur bahwa pemerintah
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan
penerapan peraturan perundang-udangan perlindungan konsumen. pengawasan oleh
pemerintah dilaksanakan oleh Menteri d.anlatau menteri teknis terkait, dalam hal ini
adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.
Kementerian yang menjadi leading sector perlindungan konsumen adalah Menteri
Perdagangan Republik Indonesia.

Pengawasan oleh masyarakat dan LSM menurut ketentuan pasal 30 Ayat (3) uupK
dapat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berada atau beiedar di pasar
dengan cara melakukan penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek-aspek yang dapat
dilakukan pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko p"ngiunuun barangjika diharuskan, pemasangan label, pengikranan, dan rain-rain yaii disyaratkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan ialam praktik
bisnis.

Apabila hasil pengawasan, ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis
mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil
pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada ruryu.ukut dan dapa*t disampaikan
kepada Menteri dan menteri teknis.
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11.1 Pendahuluan

Perlindungan konsumen secara nasional tidak hanya berkenaan dengan penegakan

hukum atau penerapan sanksi hukum semata, tetapi yang lebih utama adalah terjadinya

peningkatan kualitas atau mutu dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sehingga

tonrr,*"n benar-benar aman mengkonsumsi. Berarti, perlindungan konsumen harus

dilihat dalam konteks yang luas dan menyeluruh.

Perlindungan konsumen di negara-negara sedang berkembang seperti lndonesia, lebih

kompleks-atau rumit. Karena, para pengusaha atau pelaku usaha banyak yang lebih

mementingkan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya yang seminimal

mungkin,lrinsip ekonomi seperti ini disebut benefit-cost ratio (b/c ravo). Akibatnya,

kepentingan konsumen dikorbankan demi memperoleh keuntungan berlipat(multiply)'

Penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh pemerintah harus memperhatikan aspek-

urpit yung mempengaruhinya. Dalam kaitan ini, pemerintah memerlukan masukan-

masukan, r*un, dun pertimbangan dari suatu lembaga berkompeten (competence) dan

dapat dipercaya (credible) yang disebut dengan Badan Perlindungan Konsumen

Nasional(BPKN).

ll.2 Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk suatu badan

khusus p.t-iirdung- konsumen yang wewenangnya berskala nasional. Berdasarkan

ketentuin Pasal 31 UUPK telah ditetapkan pembentukan Badan Perlindungan

Konsumen Nasional (BPKN) untuk membantu upaya pengembangan perlindungan

konsumen. BPKN pada dasarnya adalah lembaga konsumen yang memperjuangkan

kepentingan dan hJk-nak tonsumen secara komprehensif. Lembaga semacam ini juga

dijumpaidi luar negeri, misal Amerika Serikat membentuk the Food and Drug

Admiiistration,r China ada Consumers' Association of China'2

@eonKonsumenIndonesia(Jakarta:PTGrasindo,2000),hal.l07.
2 Sudaryatmo, Hukum dan ActTokasi Konsumen (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 1999)' hal. 81.
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BPKN berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggungiawab
kepada Presiden. Berarti, secara struktural BPKN berada langsung di bawah priiiden,
bukan di bawah menteri. dengan demikian, lembaga ini diharapkan dapat bekerja secara
independen dan imparsial. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen
merupakan masalah yang penting, sehingga perlu ada lembaga khusus yang mengelola
perlindungan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berfungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan
konsumen di Indonesia. Fungsi yang demikian itu menelnipatkan BPKN setagai lembaga
penasehat pemerintah yang dapat memberikan kosultasi berkenaan dengin
perlindungan konsumen secara nasional. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut,
BPKN mempunyai tugas:
1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penlusunan

kebij aksanaan di bidang perlindungan konsumen ;

2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatan konsumen;

4. Mendorong berkembangnya lembaga perrindungan konsumen swadaya
masyarakat;

5. Menyebarluaskan infotmasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen,

6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, rembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Berdasarkan tugas di atas menunjukkan bahwa BPKN diharapkan dapat berperan
sebagai lembaga konsumen, yaitu lembaga yang mengelola kepentingan dan hak-hak
konsumen secara makro. Perlindungan hukum hanya merupakan bagian atau aspek
mikro dari kompleksitas persoalan konsumen.

Tugas pokok BPKN sesungguhnya adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada
pemerintah, sedangkan tugas-tugas yang lainnya dilakukan dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok itu, yaitu menyusun kebijaksanaan perlindungan konsumen nasional.
Seperti kegiatan pengumpulan data dan fakta tentang perlindungan konsumen melalui
penelitian, survei, dan analisis terhadap perundang-undangan yang berkenaan dengan
perlindungan kepentingan konsumen dan pengkajian terhadap kualitas barang dan/
atau jasa yang dapat merugikan konsumen.
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Upaya yang dilakukan oleh BPKN akan menjadi kurang efektif, jika masyarakat tidak

*ing.iutri dan menyadari akan posisinya yang lemah. Sehubungan dengan hal itu,

maki kegiatan sosialisasi tentang perlindungan konsumen harus digalakkan agar timbul

sikap kef,erpihakan terhadap konsumen di masyarakat, yaitu sikap peduli yang tinggi

terhadap konsumen (wise consumerism), sehingga diharapkan dapat menjadi gerakan

sosial perlindungan konsumen yang bersifat masif (zassrve)'

11.3 Organisasi dan Keanggotaan

Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,

seorang wakil kitua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas)

o.*g i* sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili

semua unsur. Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota BPKN selama tiga tahun dan dapat

diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketua dan wakil ketua BPKN

dipilh oleh anggota. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota BPKN atas

usul menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota

BPKN terdiri atas unsur:
l. Pemerintah;
2. Pelaku usaha;

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

4. Akademisi; dan

5. Tenagaahli.

Memperhatikan komposisi anggota BPKN di atas dapat dipahami bahwa lembaga

tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur atau pihak-pihak yang relevan dan

berkepentingan dengan perlindungan konsumen (stake holder)'

pemerintah menjadi satu unsur dalam keanggotaan BPKN, dalam hal ini telah ditetapkan

Menteri Perdagangan yang akan bertindak mewakili pemerintah sebagai pihak di

pengadilan tata usiha n.guiu (PTUN). Dalam praktik, biasanya akan dilakukan oleh

pegiwai pada birokrasi kementerian Departemen Perdagangan RI'

Unsur pelaku usaha dapat dilakukan oleh organisasi profesi, dengan beragam varian

sebagaiwakil-wakil mereka pada BPKN. Organisasi atau asosiasi profesi para pengusaha

Indoiesiaterdiri dari beragam jenis usaha dan komoditi. Misal, ada asosiasi konsultan,

asosiasi pengusaha eksportir kopi, asosiasi pengusaha karet alam, asosiasi penghasil

tambang/mineral, asos'iasi pedigang obat (farmasi), asosiasi pengusaha hotel dan

restoran, dan asosiasi-asosiasi lainnya.
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unsur lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat diwakili oleh
perkumpulan LSM yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan
oleh pihak pemerintah. Ketua LSM harus sungguh-sungguh memilih anggota yang
akan mewakili organisasinya di BPKN. Mengingat pertumbuhan LSM dewasa ini,
merupakan organisasi yang sangat "cair". Siapa pun dapat membentuk dan mendirikan
LSM. Kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat sebagai bagian dari hak
asasi manusia (HAM) dijadikan sandaran dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.
Asalkan tidak disalahgunakan.

unsur akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan
tinggi. Pengertian akademisi dalam hal ini bukan hanya seorang yang berprofesi sebagai
dosen atau pengajar di universitas atau lembaga pendidikan tinggi. Karena ternyata
yang dimaksud adalah status dan jenjang pendidikannya, ialah orang-orang yang
telah memperoleh predikat sarjana. Selain itu, keanggotaannya dapat diwakili oleh
anggota dari perguruan tinggi.

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.
Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh uuPK tentang tenaga ahli. Tetapi dalam pasal 37
UUPK ditentukanlersyaratan untuk menjadi anggota BpKN, yaitu:
a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Berbadan sehat;
c. Berkelakuan baik;
d. Tidakpernah dihukumkarenakejahatan;
e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
f Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Di antara syarat-syarat di atas yang paling relevan dengan syarat menjadi tenaga ahli
adalah syarat pada huruf e, ialah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
perlindungan konsumen.

Kedua syarat utama untuk menjadi tenaga ahli umumnya memang didasarkan pada
unsur pendidikan dan pengalaman. Dalam Black's Law Dictionary, expert (n) adalah a
person who, through education or experience, has developed skill or knowledge in
a particular subject, so that he or she may form an opinion that will assist the fact-
finder.3 walaupun dalam konteks yang berbeda, namun ada kemiripan persyaratan
antara tenaga ahli (expert) dan saksi ahli (expert witness) dalam hukum acara di
persidangan.

I Bryan A. Garner, edt., Blackb Lcnu Dictionary (Minnesota: West Croup, 1999), ha|.600.
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Keanggotaan BPKN berhenti karena:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;

d. Sakit secara terus menerus, sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya;

e. Berakhir masajabatan sebagai anggota; atau

f. Diberhentikan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua BPKN mengangkat seorang sekretaris

yang memimpin sekretariat untuk membantu. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat

diatur dalam keputusan Ketua BPKN. Dalam melaksanakan tugas akan dibiayai dari

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sumber lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika diperlukan, dapat dibentuk perwakilan BPKN di ibu kota provinsi untuk membantu

pelaksanaan tugasnya. Pembentukan perwakilan dengan keputusan Ketua BPKN yang

ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota. Jaringan kerja BPKN yang meliputi
wilayah nasional, idealnya memiliki perwakilan di daerah, tetapijika masih ada kendala-

kendala berkenaan operasionalisasi, dapat dibentuk sesuai dengan keperluan.
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BAB x.II
KETENTUAN TENTANG

LEMBAGA SItrADAYA MASYARAKAT

12.l Pendahuluan

Isu pemberdayaan masyarakat (empowerment) marak setelah era reformasi bergulir.

Gerakan reformasi muncul sebagai reaksi atas tindakan dan perlakuan pemerintah yang

represif terhadap hak-hak masyarakat sipil (civil society) yang menginginkan

pemerintahan yang demokatis, ffansparan, akuntabilitas, menjunjung supremasi hukum,

melibatkan masyarakat dalam pembangunan, dan menuntut agar hak asasi manusia

(HAM) ditegakkan.

Peran pemerintah yang dominan pada masa orde baru (orba), telah mendorong
munculnya organisasi nonpemerintah (omop) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)

sebagai wujud kepedulian masyarakat sipil terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di

masyarakat.

LSM di bidang perlindungan konsumen yang telah eksis sejak orba hingga saat ini
adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang masih tetap proaktif
membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan konsumen. Bahkan, YLKI
ikut sebagai penggagas dalam penyusunan rancangan (draf) UUPK. Oleh karena itu,

wajar jika dalam UUPK diatur secara khusus tentang lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat.

Pengaturan tentang LSM dalam UUPK membuktikan bahwa masyarakat sipil diberi

peran oleh UU untuk ikut melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan

terhadap konsumen. Untuk itu, perlu ada kejelasan pengaturan tentang LSM yang

dianggap berwewenang dan mampu untuk mewakili (representarrve) konsumen. Apalagi

gejala tumbuhnya LSM sekarang ini telah berbeda dengan pada masa orba. Ada LSM
yang disebut dengan LSM "plat kuning", karena LSM tersebut dibentuk untuk

keperluan tertentu dan temporer yang bukan beralasan ideologis tetapi lebih pragmatis,

sehingga LSM itu dapat digunakan oleh siapa pun, layaknya kendaraan yang dapat

disewa.
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Isu tentang perlindungan konsumen sudah menjadi isu global. Apalagi sejak pBB
menerbitkan resolusi tentang perlindungan konsumen. organisasi perlindungan
konsumen di luar negeri secara aktif memperjuangkan hak-hak konsumen. Bahkan,
telah dibentuk organisasi konsumen internasional. Dalam hal ini, yLKI telah menjadi
anggota the International Organization of Consumer (Jnion (IOCU).1

Searah dengan tuntutan agarmasyarakat sipil diberdayakan dan diliba&an dalam proses
perlindungan konsumen, makadalam advokasi konsumen juga muncul pemikiran agar
LSM dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan. Melalui
yurisprudensi, keberadaan LSM di pengadilan untuk membela konsumen sudah diakui
dan diterima lebih dahulu, sebelum uupK mengaturnya.2 Dalam hal ini, sengketa
konsumen dapat diselesaikan oleh konsumen yang bersangkutan atau melalui LSM.

12.2 Arti, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

uuPK mengartikan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LpKSM)
adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Lembaga swadaya
masyarakat atau organisasi nonpemerintah (ornop) adalah kelompok sosial berupa
perkumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan kepedulian terhadap bidang tertentu
(concerning), yaitu perlindungan konsumen.

Latar belakang munculnya LSM dalam penegakan hukum diawali pada masa orba, di
mana pemerintahan dijalankan secara otoritarian selama 30-an tahun. Reaksi dari kelas
menengah di masyarakat seperti mahasiswa dan para sarjana yang mengkitisi tindakan
pemerintahan orba. Munculnya LSM pada masa orba merupakan organisasi alternatif
untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, setidaknya menurut para aktivis
LSM, daripada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah orba yang bersifat
sentralistis.

Meskipun sulit merumuskan definisi LSM, tetapi menurut Abdul Hakim Garuda
Nusantara, secara sederhana LSM adalah gerakan sosial yang tumbuh berdasarkan
nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian
masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Senada dengan

' "Consumers lnternational." <http://www.consumersinternational.ors>, diakses
November 2001.
: Lihat, kasus pencemaran lingkungan hidup sengketa antara Walhi melawan pT Inti

tanggal 3

lndorayon.
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pendapat itu, Emil Salim pun mengemukakan hal serupa, menurutnya: "LSM memang

lahir untuk membantu rakyat miskin, yang tak tersentuil "tangan" pembangunan dan

yang dirugikan oleh pembangunan."3 Biar kecil dalam jumlah, LSM sangat vokal.

Suaranya mengelegar ke mancanegara.o

perkembangannya LSM juga dilihat sebagai refleksi dari gerakan masyarakat sipil (clvil

society movement) ataumasyarakat madani. Karena tujuan pendirian LSM menunjukkan

sikap keberpihakan pada cita-cita politik untuk membangun masyarakat, bangsa, dan

negara yang demokratis. Dalam menjalankan perannya, masyarakat sipil dapat meminta

pertanggungiawaban pemerintah mengenai kekuasaan, transparansi, partisipasi, dan

demokrasi. Selain itu, juga untuk memajukan kepentingan publik, hak asasi manusia,

I i n gkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi's

Masyarakat sipil menurut Jeremy Pope adalah jumlah keseluruhan dari organisasi-

organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan yang mencakup semua organisasi

yang secara tradisional dinamakan kelompok kepentingan (interest group).6 Ada ruang

atau tempat bagi organisasi atau kelompok sosial agar dapat eksis dan bergerak,

sekaligus menjadi penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta'

Ciri utama LSM adalah organisasi berukuran kecil (small organization) atau

perkumpulan, bersifat tidak birokratis, dan bersikap mandiri atau independen.

Keberadaanya diakui sebagai badan hukum (rechts persoon) alau entitas hukum (/egal

entity) yangbentuk dan namanya beragam di masyarakat.

Sesuai dengan namanya, LSM dalam perlindungan konsumen berkedudukan sebagai

subyeli hukum atau pihak yang dengan UUPK (bij wet) diberi wewenang dan

kesempatan untuk berperan aktif dalarn mewujudkan perlindungan konsumen.T Jadi,

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah badan hukum

perkumpulan LSM yang berperan sebagai penyelenggara organisasi perlindungan

konsumen.

I Lihat, Tempo, No. l0 Tahun XXI, tanggal 4 Mei 1991, hal' 19 et seq'
1 Lihar, Catra, No. 17 Tahun I, tanggal ll Maret 1995, hal. 16et seq'
5 Jeremy Pope, ..confronting corruption: The Elements of National lntegrity

Memberantas Korupsi Elenen Sistem lntegritos Nasional, terj Masri Maris

Obor Indonesia, 2003), hal.24l et seq.
6 lbid.
? Lihat, Pasal 44 Ayar (2) UUPK.

System, ".Srraregi
(Jakarta: Yayasan

Xrtrotuio Tentang Lembaga Swadaya Masyarakst l3S



Kedudukan LSM dalam perlindungan konsumen bertindak sebagai pendamping dan
wakil dari konsumen untuk membela dan memperjuangkan atau mengadvokasi
kepentingan dan hak-hak konsumen di pengadilan atau LSM bertindak sebagai subyek
hukum yang secara langsung megajukan tuntutan hukum. Dengan adanya LSM tersebut
dapat berfungsi untuk ikut berperan aktif mewujudkan perlindungan konsumen. Dalam
konteks ini, pemerintah mengakui keberadaan LSM asalkan memenuhi persyaratan.

LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, memiliki tugas:8
l. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan

kewajiban dan kehatihatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;

2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan

konsumen;
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan

atau pengaduan konsumen;
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masy#rakat t'erhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen.

Penyebaran infonnasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai
pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. Tugas penyebaran
informasi oleh LPKSM ini pada dasarnya adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
Termasuk dalam pengertian ini adalah mempublikasikan atau menyebarluaskan hasil
riset, pengujian, dan survei yang dilakukan oleh LSM terhadap produk yang beredar di
pasar dalam rangka pengawasan.

Pemberian nasihat (advice) oleh LPKSM kepada konsumen yang rnemerlukan dapat
dilakukan secara lisan atau tertulis, agar konsumen dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya. Nasihat yang diberikan dapat dilakukan karena adanya sengketa atau
nasihat yang lain untuk menambah pengetahuan. Nasihat berkenaan dengan sengketa
umumnya diperlukan dalam rangka membantu konsumen untuk memperjuangkan hak-
haknya- LSM dapat melakukan advokasi, agar konsumen mampu memperjuangkan
hak-haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

E Lihat, Pasal 44 Ayat (3) UUPK.
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LSM dalam menjalankan tugasnya dapat mengadakan kerja sama dengan instansi

terkait. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan

konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan

serta pendidikan konsumen. Selain itu, LSM juga dapat bekerja sama dengan organisasi

atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kinerja LPKSM

dalam setahun dibuat dalam laporan berkala setiap tahun yang memuat tentang

pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pemerintah kabupaten atau kota'

12.3 Organisasi dan Keanggotaan

Menurut UUPK, pemerintah mengakui keberadaan LSM dan untuk itu LSM yang akan

bergerak dalam perlindungan konsumen harus memenuhi persyaratan yang ditentukan

dalam peraturan UUPK dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 200 i tentang Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP 59/2001).e Adapun persyaratan

tersebut antara lain yaitu:ro

l. LSM harus terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota;

2. Memiliki anggaran dasar yang memuat tentang tujuan organisasi LSM adalah

untuk memberikan perlindungan konsumen;

LSM yang telah memenuhi persyaratan tersebut dapat melakukan kegiatan
perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam menjalankan organisasi, LSM yang terdaftar diwajibkan melapor kepada

pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan tugas perlindungan konsumen yang

dilakukannya. Pendaftaran ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa LSM tersebut

merupakan anggota dari LPKSM. Konsekuensinya, pemerintah dapat membatalkan

pendaftaran, apabila LSM yang bersangkutan tidak lagi menjalankan kegiatan

perlindungan konsumen; atau terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan

UUPK dan peraturan pelaksanaannya. I I

Ketentuan tentang kewajiban memberikan laporan tersebut, menunjukkan bahwa LSM

perlindungan konsumen diawasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Seolah-olah LSM

menjadi tidak bebas atau tidak independen, karena harus memberikan laporan, sehingga

dikhawatirkan LSM menjadi kurang kritis dalam memperjuangkan kepentingan dan

hak-hak konsumen. Padahal, belum tentu LSM tersebut memperoleh dana dari

pemerintah.

e Lembaran Negara Rl, Tahun 2001 No. 104.
!') Lihat. Pasal 44 Ayat (l) UUPK jo. Pasal 2 PP 59/2001
rr Lihat, Pasal 2 jo. Pasal l0 PP 59/2001.

Ketentuan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat lJ/



Mengenai pertanggunglawaban LSM secara organisasi adalah kepada anggota-
anggotanya dan kepada masyarakat secara langsung. oleh karena itu, menurut hemat
penulis, ketentuan tentang pelaporan sebaiknya tidak digunakan sebagai alasan untuk
membatalkan pendaftaran. Lagi pula, sejak awal dikemukakan bahwa LSM adalah
organisasi nonpemerintah, maka logikanya pemerintah jangan terlalu ikut carrpur
terhadap LSM.
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BAB XIII
KETENTUAN TENTANG

PENYELESNAN SENGKETA KONSUMEN

13.1 Pendahuluan

Kebutuhan akan adanya forum atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif, selain

pengadilan, menjadi idaman bagi konsumen yang tidak mau ke persidangan karena

alasan tertentu; antara lain seperti waktu yang lama,biayaberperkara yang jumlahnya

tidak sedikit, dan prosedur yang melelahkan. Apalagi jika, nilai perkara atau sengketa

konsumen yang terjadi tidak sebanding dengan ongkos penanganan perkara.

UUPK memberikan peluang atau kesempatan untuk secara bebas memilih penyelesaian

perkara yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bersengketa(the disptttants). Menurut

UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat dilaksanakan melaui dua cara, yaitu

melalui pengadilan (litigasi) atau melalui forum penyelesaian di luar pengadilan

(nonlitigasi) ialah melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Ada perbedaan yang mendasar antara penyelesaian secara litigasi dan secara

nonlitigasi, di antaranya yaitu penyelesaian litigasi pemeriksaannya memerlukan biaya

yang tidak sedikit, prosedurnya kaku atau formil karena mengikuti aturan yang diatur

dalam undang-undang hukum acara, dan bersifat terbuka; sedangkan pemeriksaan

secara nonlitigasi bersifat tidak formil dan fleksibel karena aturan main dibahas bersama-

sama. Pihak-pihak yang rerlibat reiatif sedikit, sehingga dapat terjaga dan dijaga

kerahasiaannya.

BPSK sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh UUPK untuk memeriksa

perkara atau sengketakonsumen. Dalam UUPK diaturtentangprosedur dan mekanisme

pemeriksaan sengketa konsumen di BPSK. Pasal-pasal yang mengatur tentang proses

pemeriksaan di BPSK terlalu sedikit. Padahal, pemeriksaan secara nonlitigasi termasuk

hal yang baru di Indonesia. Apalagi di bidang perlindungan konsumen. Ketentuan

hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diatur dalam

UU No. 30 Tahun 1999 tentangArbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa.r

t Lembaran Negara Rl, Tahun 1999 No. 138
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Secara yuridis, BPSK memiliki kedudukan hukum setara dengan pengadilan. Bahkan
menurut uuPK wewenangnya melebihi, karena putusan BpSK bersifat akhir dan
mengikat (final and binding), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum untuk
mementahkan kembali putusan yang telah diambil oleh BpSK.

13.2 Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen olehAz. Nasution diartikan sebagai keadaan atau peristiwa reaksi
konsumen terhadap pengusaha.2 Dengan demikian, sengketa konru*"n rnrn"ul dalam
relasi antara konsuren dan pelaku usaha. Selama ini, penyelesaiaan sengketa konsumen
yang terjadi dilakukan melalui penyelesaian secara damai atau melalui lembaga atau
instansi yang berwenang.3 Khususnya di pengadilan Negeri (pN) sebagai pengadilan
umum yang memeriksa perkara sehari-hari. Maksudnya, perkara yang muncul di
masyarakat, apakah sengketa bersifat keperdataan atau kepidanaan, diperiksa oleh
hakim-hakim dan diselesaikan melalui lembaga pengadilan.

Sengketa konsumen dapat dilihat darijenis pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen
atau pelaku usaha. walaupun konsumen juga berpotensi melakukan pelanggaran, tetapi
tidak menjadi pokok bahasan {subject matter). pelaku usahalah yang justru menladi
pusat perhatian (focus.of interest). Setidaknya, ada tiga jenis peiinggaran yang
potensial dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:
1. Perbuatan atau tindakan pelaku usaha melanggar kepentingan dan hak-hak

konsumen;
2. Produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha melanggar ketentuan larangan dalam

UU;
3. Tanggungjawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha.

Dalam implementasinya, ketiganya saling berkaitan, sehingga sulit dipisahkan, meskipun
dalam realisasinya dapat dibedakan.

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen menjadi obyek sengketa konsumen karena
tuntutan atas hak-hak konsumen merupakan salah satu tujuan perlindungan konsumen.
Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha juga dapat menimbulkan sengketa konsumen.
Karena uuPK memberikan ketentuan larangan berkenaan dengan produk yang
dihasilkan dan dipasarkan atau dipromosikan oleh pelaku usaha. Sengketa konsumen
juga dapat timbul karena adanya tuntutan kepada pelaku usaha untuk bertanggung
jawab atas produk dan perilakunya.

I Az. Nasution, Konsumen dan Hukum
Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakartaj Ibid.

Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 57.
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Penyelesaian sengketa di pengadilan atau secara litigasi, ternyata dirasakan kurang

mengena atau tidak selalu pas atau cocok dengan kemauan pihak-pihak yang

bersengketa, yaitu konsumen dan pelaku usaha karena karakterisktik perkaranya bersifat

khusus. Perkara atau sengketa konsumen, umumnya bernilai "kecil" atau tidak

sebanding dengan biaya-biaya operasional atau pengurusan perkara yang cenderung

mahal. Kadang perkaranya melibatkan jumlah konsumen yang besar atau banyak. Hal

ini akan merepotkan konsumen dalam pengajuan gugatan atau tuntutan ke pengadilan.

Oleh karena itu, ada konsumen yang melakukan cara-cara tertentu, antara lain dengan

menulis pada ruang atau kolom surat pembaca di media massa tentang keluhan atau

kerugian atas transaksi dan pelayanan yang diberikan pelaku usaha. Ada pula konsumen

yang bermusyawarah atau melakukan perundingan dengan pelaku usaha. Cara-cara

semacam ini, berjalan dan terjadi di dalam praktik. UUPK mengakomodasi cara-cara

nonlitigasi yang sudah berlangsung dalam praktik. Penyelesaian perkara tidak melalui

pengadilan dapat dianggap sebagai salah satu alternatifuntuk menyelesaikansengketa.

Oleh karena itu, ada yang menyebutnya sebagai penyelesaian sengketa alternatif

{al te r n at ive di sput e r es o lut i o n I ADP.).

UUPK menentukan dengan tegas bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum.o Selanjutnya ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen

dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi)

berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa.s

Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum diakuinya cara penyelesaian sengketa

konsurnen yang bersifat suka rela (voluntaristic) untuk memilih cara dan forum atau

lembaga yang akan atau dapat memeriksa dan menyelesaikan perkaranya. Penyelesaian

sengketa konsumen melalui kedua cara tersebut dibolehkan UUPK.

Selama dalam proses penyelesaian sengketa konsumen sedang berlangsung, tidak
menutup kemungkinan ditempuh penyelesaian darnai oleh para pihak yang bersengketa.

Untuk itu, pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai

oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan demikian, perdamaian dapat dilakukan

sebelum sengketa diperiksa oleh pengadilan dan perdamaian yang terjadi ketika perkara

sedang diperiksa di pengadilan.

r Lihat, Pasal 45 Ayatj Lihat, Pasal 45 Ayat
(l) uuPK
(2) UUPK
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Perdamaian sebelum diperiksa oleh pengadilan adalah penyelesaian yang dilakukan
oleh kedua belah pihak yang bersengketa (konsumen dan peiaku usana; tanpa melalui
pengadilan atau melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yang tidak
bertentangan dengan UUPK.

Namun, karenaUUPK selainmelihatdan menempatkan hubunganhukum antarakonsumen
dan pelaku usaha dalam konteks hukum keperdataan, juga melihat adanya hubungan
hukum antara negara c.q. pemerintah dan peraku usaha yang akibat dari perilaku atau
perbuatannya dapat dikenakan sanksi hukum pidana berupa hukuman Qtunishment).
Sehubungan dengan hal ini, UUpK memberikan penegasan bahwa penyelesaian sengketa
d i luar pengadilan, tidak menghilangkan pertanggungj awaban piaana.u

Konsekuensi dari pilihan suka rela pada konsumen, rraka apabila telah dipilih upaya
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya
dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan gagal atau tidak berhasil oleh salah
satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Tidak semua orang dapat berperkara di pengadilan atau hanya orang-orang teftentu
yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu yang dapat mengajukan gugatan hukum.
Demikian juga dengan perkara atau sengketa konsumen, tiait setiap orang dapat
mengajukan gugatan konsumen. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan grguiu,
konsumen, yaifu:7
(1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
(2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yung ,u,ru;
(3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;
(4) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi

atau dimanfaatkan rnengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban
yang tidak sedikit.

Padadasarnya,suatuperkaradapatdiajukanolehkorban (thevictim)ialahpihakyang
mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan pihak lain. Dalam hal
ini, korban adalah konsumen yang mengarami kerugian akibat ulah atau perbuatan
pelaku usaha, maka terhadap konsumen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
menggugat. Jika dirinya tidak bisa melakukan sendiri, dapat diwakili oleh ahli waris
atau keluarganya. Jika, tidak ada keluarga atau ahli waris yang mau menggugat sendiri
dapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakili.

6 Lihat, Pasal 45 Ayat (3) UUPK
7 Lihat, Pasat 46 Ayat (t) UUPK.
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Selain konsumen yang bersangkutan, ada pihak lain yang juga dapat mengajukan

gugatan. Menurut UUPK sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang

sama dapat menggugat. Gugatan semacam ini dalam teori dan lieratur hukum dikenal

dengan gugatan kelompok (class action) atau gugatan perwakilan (representative

action). Gugatan ini diajukan dalam perkara atau sengketa yang melibatkan konsumen

dalam jumlah yang banyak (massal). Gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen

yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya

adalah adanya bukti transaksi.

Menurut Maruarar Siahaan, di negara yang sudah mempraktekkan class action, ada

enam persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:8

l. numerosity (size):jumlah penggugat yang dirugikan banyak;

2. commonality: di antara penggugat yang dirugikan terdapat masalah hukum dan

fakta yang sama;

3. typicality: tuntutan maupun pembelaannya sejenis dengan anggota kelas lainnya;

4. adequacy of representationi fi)ntutan maupun pembelaannya sejenis dengan

anggota kelas lainnya.

Dalam gugatan kelompok dibedakan antara konsumen sebagai kelompok yang menjadi

korban dan kelompok yang mewakili seluruh korban yang disebut dengan wakil atau

anggota kelompok (class member). Merekalah yang akan mengajukan gugatan. Jadi,

tidak seluruh korban. Dengan demikian, mereka benindak untuk diri sendiri dan

sekaligus mewakili kelompok yang lebih banyak jumlahnya.

Meskipun ketentuan tentang pemeriksaan gugatan kelompok sudah diatur dalam UU,

namun ketentuan dalam UU tersebut belum mengatur tentang proses atau acara untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan kelompok yang diajukan- Berkenaan

dengan hal iru, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 April2002

berinisiatif menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang

Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Perma I12002) sebagai langkah antisipasi. Namun

perlu diingat, bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok tidak

hanya diajukan ke pengadilan (litigasi) tetapijuga di luar pengadilan (nonlitigasi) ke

badan khusus yang disebut dengan badan penyelesaian sengketa konsumen.

8 Maruarar Siahaan, Tinjauan Hukum atas Sengketa Konsumen Menurut UUPK (Makalah

Diskusi Kesiapan Lembaga Yuridis dalam Pemberlakuan uuPK, YLKI, Jakarta, 1999), hal. 18.
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Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana
satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri
sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yangjumlahnya banyak, yang memiliki
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok
dimaksud.e

Pengajuan gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi persyaratan tertentu, antara
lain yaitu:ro

l. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak se-hingga tidaklah efektif dan efisien
apabila gugatan dilakukan secara sendiri sendiri atau secara bersama-sama dalam
suatu gugatan;

2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan
yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil
kelompok dengan anggota kelompoknya;

3. wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi
kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian
pengacara,jika pengacara melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan
kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Gugatan class qction telah dilakukan dalam penanganan kasus-kasus perlindungan
konsumen, antara lain seperti padamnya listrik pada sebagian besar wilayah di pulau
Jawa dan Balitanggal l3 April 1997 selama+ r0 (sepuluh) jam,r dan kasus-kasus
hukum lingkungan hidup seperti pencemaran.r2

uuPK juga memberikan peluang kepada LSM yang peduli dengan perlindungan
konsumen, untuk dapat ikut mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Dalam literatur
hukum, dibolehkannya LSM untuk menggugat sebagai pihak, dikenal dengan istilah
legal standing. Arti legal standing secara harfiah adalah kedudukan hukum. Hal ini
berkaitan dengan prinsip kewenangan untuk bertindak di pengadilan Qtersona standi
iniudicio).'3 Ada pula yang mengartikan legal standing secara luas yang merupakan

e Lihat, Pasal I Huruf a Perma l/2002.
r0 Lihat, Pasal 2 Pernra l/2002.
il, Yusuf Shofre, Penyelesaian sengketa Konsumen Menurut undang-Undang perlindungan
Konsumen (uuPK) Teori dan Praktek penegakan Hukum (Bandung: er citri Aditya Baiti,
2003), hal. 82.
l: Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta-. pT Grasindo, 2000), hal_ 54.rr Yusuf Shofie, op. cit. hal. 9l et. seq.
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hak gugat organisasi, maksudnya yaitu: "akses orang-perorangan ataupun kelompok/

organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat'"ra

Melalui organisasi LSM yang telah memenuhi persyaratan tertentu menurut ketentuan

UUPK dibolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan semacam ini

selain diatur dalam UUPK juga dijumpai dalam beberapa UU, antara lain yaitu UU

Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.

Persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh LSM untuk melakukan legal standing,

menurut UUPK, antara lain yaitu: (l) berbentuk badan hukum atau yayasan yang

terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota; (2) diakui bergerak di bidang perlindungan

konsurnen; (3) dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan

didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;

dan (4) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.r'

Cugatan melalui legal standing yang pertama di pengadilan di Indonesia berkenaan

dengan kasus hukum lingkungan hidup, yaitu sengketa antara Yayasan Walhi verszrs

PT Inti Indorayon Utama dan lilna instansi pemerintah.16 Melalui kasus hukum itu,

eksistensi Yayasan Walhi diakui dan diterima sebagai penggugat oleh majelis hakim,

walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. Dengan demikian, LSM

diperlakukan sebagai "wali" yang diberi hak dan wewenang untuk mengawasi dan

nrengurusi obyek hukum tertentu.

UUPKiuga mernbolehkan pemerintah atau instansi terkait dapat mengajukan gugatan,

vaitu jika kerugian materi yang ciitangeung oleh konsumen jumlahnya besar dan/atau

koiban yang menderita jumlahnya tidak sedikit atau banyak. Menurut UUPK, tolok

ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai

adalah besar dampaknya terhadap konsumen.rT

!r Mas Achmad Santosa, "Gugatan AJI: Perluasan Hak Cugat Organisasi (Legal Standing)
" Dictum Jurnal Kajian PutusanKajian Putusan No. 212lPdt.G./2002/PN. Jkt. Pusat,

Pengadilan, edisi 2, 2004, hal. 61.

'i Lirat, Pasal 44jo. Pasal 46 UUPKjo. Pasal 2 PP No. 5912001'

'6 Mas Achmad Santosa, loc. cit. hal. 75.
17 Lihat. Pasal 46 Ayat (l) UUPK.
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13.3 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Nama, Kedudukan, dan Keanggotaan

uuPK memberikan pedoman bagi konsumen atau peraku usaha yang akan
menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi. Dalam pasal 49 Ayat ( I ) uupK, pemerintah
membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen (BpsK) di kota atau kabupaten
untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau secara nonlitigasi.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan
terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud
dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang
kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Dengan semikian, menurut uupK penyelesaian sengketa secara nonritigasi tidak
diselesaikan melalui pengadilan tetapi melalui BpsK yang dibentuk di daerah_daerah
kabupaten atau kota. Penyelesaian secara nonlitigasi, atau sering disebut disebut
penyelesaian sengketa altematif, yang akan dilakukan oleh BpSdadalah cara-cara
pemeriksaan mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Berarti, di dalam BpSK terdapat kumpulan
orang-orang yang ahli tentang perlindungan konsumen yang akan menjadi mediator,
arbiter, dan konsiliator untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

BPSK terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari unsur-unsur pemerintah,
konsumen, dan pelaku usaha. Masing-masing anggota dari setiap unsur sedikit-dikitnya
berjumlah tiga orang, dan sebanyak-banyaknya rima orang. oatam har ini, yang dapat
mewakili unsur konsumen adalah LPKSM atau sekelompok konsumen. Untuk dapat
diangkat menjadi anggota BpsK, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:(l) Warga negara Republik lndonesia;
(2) Berbadan sehat;
(3) Berkelakuan baik;
(4) Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
(5) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
(6) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
(7) Pengangkatan dan pemberhentian anggota BpSK ditetapkan oleh menteri, yang

ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.
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Secara organisasi, BPSK terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil ketua merangkap anggota;

c. Anggota.

BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang terdiri atas kepala

sekretariat dan anggota sekretariat. Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan

anggota sekretariat.

Tugas dan Wewenang

BPSK memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara

melalui rnediasi atau arbitrase atau konsiliasil
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam

undang-undang ini:
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang

terj adinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

1. Memanggit pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

perlindungan konsumen;

8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,

atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian

sengketa konsumen;

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna

penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran

terhadap perlindungan konsumen;

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK.

BPSK dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen membentuk majelis

dengan anggota yang jumlahnya harus ganjil dan sedikit-dikitnya tiga orang, yang

mewakili semua unsur, serta dibantu oleh seorang panitera.
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Putusan dan Eksekusi

Putusan majelis bersifat final dan mengikat (final and binding). Adapunvang dimaksud

{engan putusan majelis bersifat final adalah tidak ada upaya banding dan kasasi.
BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam *ut tu z t (dua puluh satu) hari
kerja setelah gugatan diterima. Kemudian, dalam waktu paling lambat iujuh hari kerja
sejak menerima putusan dari BPSK, pelaku usaha walit mitat<sanakan putusan tersebut.

Terhadap putusan BPSK, para pihak ialah konsumen dan pelaku usaha dapat
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat i+ lempat belas) hari
kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. pelaku usaha yang tidak
mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau diteLpkan,
maka ia dianggap menerimaputusan dari BpsK.r8 Dalam konteks ini, MahkamahAgung
pada tanggal 13 Maret 2006 telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 0i
Tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan Keberatan Terhadap putusan BpSK (perma
01D006).

Apabila putusan BPSK itu ternyata tidak dijalankan oleh pelaku usaha, maka BpSK
menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik agar meiakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Unda;g_Undang No. g
Tahun 198 I tentang Hukum Acara pidana (Kuhap).re putusan BpsK, irerupakan bukti
permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian,
terbuka peluang untuk dilakukannya pemeriksaan perkara pidana.

Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi Qliat executie) kepada pengadilan negeri
di tempat konsumen yang dirugikan.20 pengadilan Negeri wajib mengeluarkan prtuiun
atas keberatan, dalam waktu paling lambat 2l (dua puluh satu) hariiejak diterimanya
keberatan- Terhadap putusan pengadilan Negeri tersebut, para pihak dalam waktu
paling lambat I4 (empat belas) hari dapar mengajukan kasisi ke Mahkamah Agung
(MA). untuk ifu, MA wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat:oitigi
puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.2r

Eksistensi dan wewenang BpSK dalam UUpK terkesan .,setengah hati,,. Berdasarkan
ketentuan Pasal 56 Ayat (2) uupK jo. pasal 56 Ayat (4) uupK j;. pasal 57 uUpK jo.

18 Lihat, Pasal 56 Ayat (2) dan Ayar
re Lembaran Negara Rl, Tahun l98l
ro Lihat, Pasal 57 UUpK.
2r Lihat, Pasal 58 UUpK.

(3) UUPK.
No. 75
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Pasal 58 UUPK menunjukkan eksistenasi BPSK bukanlah lembagayang memutus secara

final and binding. Bahkan putusan BPSK bersifat ambigu, karena sebagai lembaga

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) putusan BPSK masih terbuka peluang

untuk diajukan tindakan dan upaya hukum ke pengadilan negeri hingga ke MA.22

BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling

banyak Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), terhadap pelaku usaha yang melanggar

Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20,Pasal25,dan Pasal 26.23 Pada hakikatnya sanksi

hukum administrasi negara dalam perlindungan konsumen merupakan tindakan

preventif dalam penegakan hukum perlindungan konsumen.

13.4 Badan Peradilan Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen dapat diselesaikan ke pengadilan atau badan peradilan umum

(pengadilan negeri) apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan

tentang peradilan umum berlaku apabila penyelesaian sengketa secara ADR melalui

BPSK dinyatakan tidak berhasil atau ada pertanggungiawaban pidana.2o

Sengketa Perdata

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan

negeri sebagai peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam UUPK,

baik konsumen maupun pelaku usaha diberi hak yang sama untuk mengajukan gugatan

perdata. Dengan demikian, ada kemungkinan konsumen sebagai penggugat dan pelaku

usaha sebagai tergugat; atau sebaliknya pelaku usaha sebagai penggugat dan

konsumen menjadi tergugatnya.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang

peradilan umum yang berlaku.25 Berarti, hukum acarayaogdigunakan adalah UUPK
dan hukum acara perdata, dalam hal ini adalah Het Herziene Inlands Reglement(HIR)26

atau Reglemen Indonesia yang diperbarui2T dan Rechtsreglement Buitengewesten

2t Al. Wisnubroto, As'ad Nugroho, dan Nurhasan, Panduan Sukses berperkara Penyelesaian

EJektf Sengketa Konsumen (Jakarta: PIRAC dan The Asia Foundation, 2003), hal. 41.
2r Lihat, Pasal 60 UUPK.
:1 Lihat, Pasal 45 dan Pasal 48 UUPK.
:5 Lihat, Pasal 48 UUPK.
26 Staatsblad 1848 No. 16.
21 Staatsblad l94l No. 44.
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(R.Bg.)" dan peraturan Mahkamah Agung (perma). Ketentuan dalam UUpK tentang
pemeriksaan sengketa konsumen merupakan ketentuan khusus dibandingkan dengan
HIR dan R.Bg. sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara di pengadilan negeri
harus memperhatikan pasal-pasal UUPK, khususnya pasal 45 UUPK.

Penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan diselesaikan dengan
perdamaian oleh para pihak yang bersengketa. pada setiap tahap diusahakan untuk
menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam
Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg. ditentukan:
l. Apabila pada hari yang relah ditenrukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan

dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian

(acte van dading) yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan
perjanjian itu. Akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan
yang biasa.

3. Terhadap Putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Berarti, hakim ketua majelis wajib menawarkan perdamaian kepada penggugat dan
tergugat. Jikaternyatatidakdapattercapai perdamaian (hal ini harus disebutkan dalam
berita acara), maka surat gugatan dibaca atau dianggap telah dibacakan oleh penggugat.

Berkenaan dengan proses perdamaian di pengadilan oleh Mahkamah Agung telah
diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi
di Pengadilan (Perma 212003) yang intinya mengatur tentang tata cara atau prosedur
perdarnaian melalui mediasi. Jika tercapai perdamaian akan dibuat akta perdamaian
yang merupakan dokumen kesepakatan dari hasil proses nrediasi.

Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih
dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk. pada
setiap pengadilan ada mediator yang berasal dari kalangan hakirn dan bukan hakim
yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Setiap pengadilan memiliki sekurang-
kurangnya dua orang mediator. Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang
diatur dalam Perma2l2003, wajib diikuti oleh mediatordan para pihak.

28 Staatsblad 1927 No. 221
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Lingkungan Pengadilan

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman2e (UUKK) menetapkan bahwa:

"Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara

dan ditetapkan dengan undang-undang."r0 Kemudian ditegaskan bahwa badan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi:rr

(1) Badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum;

(2) Peradilan agamq'
(3) Peradilanmiliter;
(4) Peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung diakui sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan

peradilan di atas.32 Oleh karena itu, setiap proses peradilan pada masing-masing

lingkungan peradilan tersebut, akan berakhir di Mahkamah Agung.

Selanjutnya telah diterbitkan beberapa UU yang mengatur badan peradilan di atas.

Lingkungan peradilan yang relevan dengan perlindungan konsumen adalah peradilan

umum dan peradilan tata usaha negara yang keberadaannya didasarkan pada UU

berikut:
1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun

2004 tentang PerubahanAtas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Nega.

Perkara Pidana

Perkara pidana dalam sengketa konsumen dapat berlangsung, jika:

l. Putusan BPSK tidak dijalankan oleh pelaku usaha;

2. Ada tindak pidana pelanggaran sanksi pidana UUPK;

3. Ada laporan tentang pelanggaran sanksi pidana UUPK.

Ie Lembaran Negara Rl, Tahun 2004 No. 8.
10 Lihat, Pasal 3 Ayat (l) UUKK.
3r Lihat, Pasal l0 Ayat (2) UUKK.
r: Lihat, Pasal ll Ayat (l) UUKK.

Ketentuan Tbntang Penyelesaian Sengheta Konsumen 15f



Pihak-pihak yang berperkara dalam perkara pidana berbeda dengan sengketa perdata.
Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan
warga negara. oleh karena itu, hukum pidana melindungi kepentingan umum atau
kepentingan publik Qtublic interest) yang diwujudkan oleh negara dan dijalankan oleh
pemerintah. Dengan demikian, perkara pidana pada hakikatnya adalah perkara antara
negara c.q. pemerintah dan warga negara yang telah melanggar ketentuan hukum
publik dalam hal ini adalah uuPK yang mengatur tentang sanksi pidana.

Pihak yang dirugikan atau korban akibat dari perbuatan atau tindakan seseorang dapat
mengajukan tuntutan hukum pidana dengan membuat laporan kepada negara.
Pemerintah yang menjalankan organisasi negara memiliki aparat penegak hukum, dalam
hal ini kepolisian (Polri), yang akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan
tindakan penyidikan. Putusan BPSK dalam hal ini dapat dikualifikasi sebagai laporan
kepada penyidik, bahkan dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi
penyidik untuk melakukan penyidikan.

Polisi sebagai penyidik akan mencari dan rnengumpulkan bukti-bukti yang terjadi.
Selain kepolisian ada pihak lain yang juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud ketentuan hukum acara pidana atau Kuhap, ialah pejabat
pegawai negeri sipil (PPNS) terrentu di lingkungan insransi pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen. Dalam melakukan
penyidikan, PPNS merniliki wewenang untuk:i3
1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan

tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
3. Merninta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti

serta melakukan penyitaan terhadap barang hasi! pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

6. Merninta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perlindungan konsumen.

Penyidik PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada
penyidik pejabat Polri untuk disampaikan kepada penuntut umum.

rr Lihat, Pasal 59 Ayat (2) UUPK.

L52 Wahyu Sasongko, S.H., M.H.



UUPK memberikan sanksi berupa hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggar

Iarangan yang telah diatur dalam substansi pasal-pasalnya.3a Para pelanggar UUPK
dapat dimintai pertanggungiawaban pidana atas perbuatan dan kesalahan yang

dilakukannya. Pada dasarnya, tanggungjawab menurut hukum pidana digantungkan

pada adanya orang sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana (delict) sesuai dengan

ketentuan sanksi pidana dalam UUPK yang sudah ada sebelum tindak pidana tersebut

dilakukan.

Pertanggungiawaban dalam hukum pidana pada akhimya berupa pidana atau hukuman

Qtunishment). Dalam hal ini, ada persyaratan untuk pemidanaan atau pemberian pidana,

yaitu adanya ( I ) perbuatan yang memenuhi rumusan UU hukum pidana dan perbuatan

tersebut bersifat melawan hukum atau tidak ada alasan pembenar; (2) kesalahan yang

mampu atau dapat diperlanggungiawabkan oleh pelakunya, baik karena sengaia(dolus)

atau alpa (culpa).

UUPK tidak hanya membebankan tanggung jawab pidana kepada perseorangan atau

individual, tetapijuga penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/

atau pengurusnya.r5 Ketentuan UUPK tersebut merupakan ketentuan yang relatif baru

dalam hukum pidana nasional. Karena, masih menjadi silang pendapat mengenai

pengaturan tanggung j awab korporasi dan/atau pengurusnya dalam KUHP.

Ketentuan tentang sanksi pidana dalam Pasal 62 UUPK, berupa hukuman badan, yaitu:

l. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda

paling banyak Rp.2.000.000.000,00. (dua miliar rupiah). Bagi pelaku usaha yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,

Pasal 13 Ayat(2), Pasal 15, Pasal l7Ayat(l) Hurufa, Hurufb, Hurufc, Hurufe,
Ayat(2),dan Pasal 18.

2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda

paling banyak Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah). Bagi, pelaku usaha yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I l, Pasal 12, Pasal 13

Ayat(l), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat(1) Hurufd dan Huruff.

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau

kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 62 UUPK
Pasal 6l UUPK

Lihat,
Lihat,
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UUPK membolehkan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan, berupa:
1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian

konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

Hukuman pidana tersebut dapat dikenakan terhadap individu sebagai pribadi atau
sebagai pengurus suatu korporasi. Sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen
diharapkan dapat efektif untuk menimbulkan pengaruh atau efek pencegahan (deterrent
effect) agar tidak dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan. Dalam hal ini
berlaku pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada memberantas.
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